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RINGKASAN

Semua peradilan di seluruh wilayah Republik

Indonesia adalah peradilan negara sebagaimana dinyatakan

pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUKK)

yang merupakan manifestasi perubahan kelembagaan

peradilan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Undang-undang tersebut tidak hanya sekedar menghapus

lembaga peradilan di luar peradilan negara, tetapi juga

bermaksud untuk mengalihkan perkembangan dan penerapan

hukum kepada peradilan negara (penjelasan umum angka 7).

Pengadilan negeri merupakan salah satu peradilan

negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan

sengketa dalam masyarakat. Tugas pokok pengadilan adalah

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1).

Tugas pokok tersebut dapat terlaksana apabila ada

pengajuan sengketa atau perkara oleh pihak yang

bersengketa ke pengadilan.

Dalam kehidupan masyarakat, ada kecenderungan warga

masyarakat tidak menggunakan pengadilan negeri untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Dalam hal ini,

apabila ada pihak-pihak yang bersengketa dan kemudian

menyelesaikan sengketanya tersebut di luar pengadilan,

persoalannya ialah mengapa mereka menyelesaikan sengketa
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itu di luar pengadilan? Bukankah dalam sengketa perdata,

pengadilan negeri memberi peluang bagi pihak-pihak yang

bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara

perdamaian?

Hukum aeara perdata (pasal 130 ayat 1 H.I.R)

mewajibkan hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang

bersengketa. Perdamaian di muka sidang pengadilan

memberikan keuntungan seeara yuridis, yaitu putusan

perdamaian itu tidak hanya mempunyai kekuatan hukum yang

tetap tetapi juga putusan tersebut tidak dapat

dibanding. Sebaliknya perdamaian di luar pengadilan

merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat sementara

dan tidak tertutup kemungkinan untuk muncul kembali di

kemudian hari (Subekti: 1982: 58).

Dalam kajian ini, pengadilan dipandang sebagai

hukum dalam arti lembaga (institution). Kusumaatmadja

menyatakan bahwa hukum tidak semata-mata sebagai

perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas, melainkan juga

dalam pertautannya dengan lembaga-lembaga (institutions)

dan proses-proses perwujudan kaidah itu dalam kenyataan

(dalam Rasjidi, 1983: 28). Pandangan serupa juga

dikembangkan oleh Anthony Allott (1980: viii-7) dengan

menyatakan bahwa "a legal system comprices not only-
norms r but also institutions (including facilities) and

processes". Pemikiran tersebut pada dasarnya merupakan

perkembangan yang memperluas kajian hukum tidak hanya
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(hukum) saja. Rasjidi (1993: 28)sekedar norma

menyatakan bahwa adanya pandangan bahwa hukum hanya

sekedar norma hukum saja pada dasarnya mencerminkan

keterpisahan hukum dari kenyataanya, sehingga kurang

mampu mengubah esensi dan kapasitas hukum sebagaimana

kenyataannya.

Keberadaan pengadilan dalam kehidupan masyarakat

tidak terlepas dari tugas pokok yang menjadi

kewajibannya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya (pasal 2 ayat 1 UUKK). Untuk mengkaji hukum

dalam kaitannya dengan tugas pokoknya tersebut, maka

pengadilan itu harus dipahami dari segi operasionalnya

(law in action) dalam konteks sosialnya. Pengadilan

hanya semata-mata untuk memenuhidibentuk tidak

tetapi juga untuk memenuhistruktur kenegaraan,

kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Hartono

(1982: 83) menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipandang

terlepas dari kehidupan masyarakat, oleh karena hukum

itu justru ada untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi,

dan kultural masyarakat.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan adalah

kemauan pihak yang bersengketa bukan kemauan hakim

(pengadilan), karena itu bekerjanya pengadilan

tergantung pada masyarakat. Dalam hal ini, ada

keterkaitan antara hukum dengan masyarakatnya, oleh
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karena itu pengadilan tidak dapat dipisahkan dari

Alirankehidupan masyarakat tempat ia beroperasi.

sociological jurisprudence di Amerika menyangkal bahwa

hukum bisa dipahami tanpa memperhatikan realitas

kehidupan masyarakat (Bodenheimer, 1970: 112). Adanya

hubungan antara hukum dan realitas kehidupan masyarakat

tersebut dinyatakan juga oleh kalangan ilmu hukum

empiris (empirischo rechtswetenschap). A. De Wild dari

aliran rasionalisme kritis di negeri Belanda menyatakan

bahwa "recht is sen vorm van waarneembaar menselijk

gebrag (van Dijk et al, 1985: 452).

Untuk memahami perilaku warga masyarakat dalam

kaitannya dengan penggunaan pengadilan sebagai lembaga

penyelesai sengketa, maka secara umum penelitian ini

bertujuan mendeskripsikan terjadinya sengketa yang

berkaitan dengan tanah dalam masyarakat, mendeskripsi-

kan kendala-kendala yang mempengaruhi pilihan tindakan

pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tanah

yang dihadapi, mendeskipsikan makna beperkara ke

pengadilan, mendeskripsikan tujuan dan konsekuensi

beperkara ke pengadilan. Sedangkan tujuan khususnya

adalah untuk mengembangkan pemikiran teoretik

tentang penggunaan pengadilan negeri sebagai lembaga

penyelesai sengketa dalam masyarakat berdasarkan data

lapangan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif yaitu
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desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten

Pemilihan lokasi penelitian tersebutBangkalan.

didasarkan pada pertimbangan bahwa desa Sukolilo Barat

desa-desa lainnya. Desa ini adalahberbeda dengan

juara desa dalam lingkungan kabupaten Bangkalan berkat

penataan administrasinya yang baik. Di desa ini pula

terjadi kasus sengketa yang berkaitan dengan tanah yang

cukup menarik, yaitu tanah yang menjadi objek sengketa

tidak seberapa luas (seluas 3 m2) tetapi penyelesaian-

nya sampai ke pengadilan negeri, di samping adanya

kasus-kasus yang diselesaikan di luar pengadilan negeri.

Kasus sengketa yang berkaitan dengan tanah yang

menjadi fokus kajian ini adalah sengketa yang sudah

sehingga penelitian ini merupakan kajianselesai,

(Naderterhadap kasus-kasus ingatan atau memory cases

dan Todd, 1978: 6)1 Informan utama dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang bersengketa dan orang lain yang

terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pemilihan

informan dilakukan dengan teknik menggelinding atau

snaw-bs.ll sampai tingkat kejenuhan informasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,

wawancara, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat desa setempat dan pihak yang bersengketa.

Wawancara secara mendalam dilakukan untuk memperoleh

data yang berkaitan dengan asal usul tanah yang menjadi
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sengketa, mengapa terjadi sengketa, pilihanobjek

tindakan yang dilakukan pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapi, pandangan mereka

tentang beperkara ke pengadilan, tujuan dan konsekuensi

beperkara ke pengadilan. Studi dokumen dilakukan untuk

memperoleh data yang berkaitan dengan monografi desa,

putusan pengadilan, dan dokumen lainnya.

Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini

kemudian diinterpretasikan secara induktif. Berdasarkan

interpretasi induktif tersebut dikembangkan pemikiran

teoretik yang didasarkan pada data lapangan.

Kajian ini memberikan gambaran bahwa sengketa tanah

dalam masyarakat terjadi selain karena adanya tindakan

sepihak yang merugikan pihak lain, juga karena sistem

pewarisan individual membuka peluang yang cukup besar

bagi timbulnya sengketa di antara kerabat. Bukt i

pemilikan dan cara peralihan hak atas tanah yang menjadi

objek sengketa ternyata belum seluruhnya didasarkan pada

ketentuan-ketentuan hukum agraria. Dalam kehidupan

masyarakat pedesaan masih ditemukan bukti pemilikan hak

atas tanah berdasarkan kohir, yaitu surat penetapan

pajak tanah. Masyarakat awam menganggap kohir sebagai

bukti pemilikan hak atas tanah. Hal tersebut memberikan

gambaran bahwa hukum agraria yang berfungsi untuk

melakukan perubahan perilaku warga masyarakat belum

berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah.
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hak atas tanah belumPemilikan dan peralihan

menurut peraturan yang berlaku.seluruhnya dilakukan

diselesaikan melaluiDalam kasus sengketa tanah yang

Bangkalan) ternyata(Pengadilan Negeripengadilan

sertifikat sebagai bukti hak atas tanah mempunyai peran

penting dalam menentukan keabsahan pemilikan hakyang

atas tanah yang dipersengketan.

Dalam kajian ini ditemukan adanya tiga cara

penyelesaian sengketa yang digunakan pihak yang

bersengketa, yaitu diselesaikan sendiri antara pihak-

pihak yang bersengketa (negosiasi), diselesaikan melalui

bantuan pihak ketiga (mediasi), dan beperkara ke

pengadilan (proses yudisial). Sekalipun terjadi

penyelesaian sengketa dengan beperkara kecara

pengadilan, namun cara penyelesaian tersebut merupakan

kesinambungan dari penyelesaian sengketa dengan cara

negosiasi dan mediasi.

Berdasarkan kasus-kasus sengketa yang menjadi fokus

kajian ini, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku

pihak yang bersengketa tidak menggunakan pengadilan

negeri (hukum) secara langsung untuk menyelesaikan

sengketa yang dihadapi, yaitu faktor kultur (kebiasaan,

kekeluargaan, menghindari permusuhan) dan untung rugi

(biaya dan waktu). Hal tersebut menunjukkan bahwa

keengganan pihak yang bersengketa menggunakan pengadilan

bukan semata-mata di dominasi oleh faktor kultur tetapi
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pertimbangan bahwa beperkara kedidasarkanjuga

pengadilan membutuhkan biaya dan waktu. Dalam konteks

ini, teori yang menyatakan bahwa kultur merupakan motor

penggerak digunakan atau tidak digunakannya pengadilan

Berdasarkan faktor-faktor yangada kelemahannya.

mempengaruhi perilaku pihak yang bersengketa dalam

menyelesaikan suatu sengketa tersebut dapat disusun

proposisi sebagai berikut:

Nilai-nilai kultural dan perhitungan untung rugi
mempengaruhi pilihan tindakan seseorang menggunakan
atau tidak menggunakan pengadilan negeri sebagai
lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat.

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa

pertimbangan kultur dan ekonomi merupakan faktor

nonhukum yang menghambat diselesaikannya suatu sengketa

perdata melalui pengadilan. Hal tersebut berkaitan

dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, beperkara ke

pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menghendaki

terpeliharanya hubungan-hubungan sosial yang harmonis

dan menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

dalam masyarakat. Kedua, beperkara ke pengadilan

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang

merugikan secara sosial dan ekonomi, karena dapat

menimbulkan permusuhan, memerlukan biaya yang tidak

sedikit dan memerlukan waktu yang lama.

Pengaruh kultur dan ekonomi terhadap perilaku
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dalam menyelesaikan sengketa sebagaimanamanusia

ungkapan-dinyatakan di muka, ternyata menimbulkan

ungkapan dalam masyarakat apabila sengketa diselesaikan

maso"melalui pengadilan dalam masyarakat, yaitu "nyaro

(meneari musuh), "nga.ddu ora'" (mengadu kekuatan), dan

tersebut(melelahkan). Ungkapan-ungkapan"lasso"

memberikan makna negatif terhadap pengadilan, dan

menimbulkan kesan bahwa pengadilan adalah lembaga yang

tidak integratif. Pengadilan tidak dipandang sebagai

lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan pokok manusia

untuk meneari keadilan, tetapi lebih tampak sebagai

Pengadilan dipandang sebagaipermusuhan"."simbol

"simbol permusuhan" tersebut diperburuk lagi dengan

istilah "dika1ahkan" dalamdigunakannya putusan

pengadilan (putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 5/

Pdt.G/1987/PN.BKL. dan putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya No. 481/Pdt/1988/PT. SBY). Dalam konteks ini,

teori yang menyatakan bahwa pengadilan mempunyai fungsi

integratif ada kelemahannya. Berdasarkan makna beperkara

ke pengadilan tersebut dapat disusun proposisi sebagai

berikut:

Beperkara ke pengadilan negeri merupakan pilihan
tindakan yang bermakna menimbulkan desintegrasi
sosial dan tidak ekonomis dari segi biaya dan
waktu.

Temuan tersebut menunjukkan adanya persepsi negatif

terhadap pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi
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menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dinyatakan

pasal 1 UUKK.

Istilah "dikalahkan" sebagaimana dinyatakan dalam

terjemahan dalam bahasa Indonesia pada pasal 181 ayat 1

H.I.R yang dipakai dalam pertimbangan putusan pengadilan

ada kelemahannya. Pertama, tampaknya ada kekeliruan

mengenai istilah "dikalahkan" sebagai terjemahan dari

"het angelijkstellen" (pasal 181 ayat 1 H.I.R).istilah

Istilah tersebut seharusnya diterjemahkan "meny3.1ehken"

bukan "mengalahkan". Kedua, adanya pihak yang

"dikalahkan" tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUKK.

Hal tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu < i) dalam

penjelasan pasal 4 ayat 3 UUKK dinyatakan bahwa

pengadilan memberikan putusan semata-matayang

berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan (ii)

dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 UUKK menyatakan bahwa

pencari keadilan datang ke pengadilan untuk mohon

keadilan. Ketiga, istilah “dikalahkan" mempunyai dampak

negatif bagi pencari keadilan. Dalam perspektif demikian

pengadilan merupakan "erene perterungen" antara pihak-

pihak yang bersengketa yang diakhiri dengan adanya pihak

yang kalah dan menang.

Sekalipun ada kecenderungan pihak-pihak yang

bersengketa tidak menggunakan pengadilan dalam

penyelesaian suatu sengketa, tidak berarti bahwa

penyelesaian sengketa melalui pengadilan sama sekali
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Dalam kajian ini juga dapattidak dibutuhkan.

diungkapkan bahwa dalam situasi terpaksa, akibat

penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dan mediasi

tidak berhasil, penyelesaian sengketa melalui pengadilan

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang

menentukan. Tindakan ini bertujuan agar pengadilan dapat

memberikan putusan siapa yang berhak atas tanah yang

menjadi objek sengketa. Pihak yang bersengketa memandang

pengadilan negeri mempunyai kewenangan memberikan

putusan atas suatu perkara atau sengketa. Hal tersebut

memberikan gambaran bahwa pengadilan efektif digunakan

dalam suasana problematik untuk memberikan putusan

terhadap objek yang dipersengketakan. Berdasarkan kajian

yang berkaitan dengan penggunaan pengadilan negeri

sebagai lembaga penyelesai sengketa, dapat disusun

proposisi sebagai berikut:

Dalam situasi yang memaksa pengadilan negeri sangat
efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa
dalam menentukan siapa yang benar dan salah
berdasarkan hukum yang berlaku.

tersebut memberikan gambaran bahwaTemuan

menggunakan pengadilan sebagai lembaga penyelesai

sengketa didasarkan pada keterpaksaan dalam suasana yang

problematik. Cara penyelesaian sengketa tersebut

merupakan tindakan yang menympang dari cara penyelesaian

sengketa yang didasarkan pada struktur atau norma-norma

yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori
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fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa pilihan

tindakan manusia diatur dan dikendalikan oleh nilai-

dan struktur normatif bersama ternyata adanilai

Sebaliknya, teori strukturasi yangkelemahannya.

menyatakan bahwa pilihan tindakan manusia sebagai agent

selain memperhatikan struktur tetapi juga ada kebebasan

untuk menyimpang dari struktur sesuai dengan situasi

yang dihadapi, ada kebenarannya.

Berdasarkan proposisi-proposisi sebagaimana dinya-

takan di muka maka dalam kajian ini dapat diabstraksikan

dalam pemikiran teoretik sebagai berikut:

Faktor nonhukum (kultur, ekonomi, dan keadaan atau
situasi) mempengaruhi pilihan tindakan seseorang
untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum
(pengadilan negeri) dalam menyelesaikan suatu
sengketa"

Berdasarkan uraian-uraian di muka, tampak adanya

keterkaitan antara hukum dan kenyataan-kenyataan sosial

dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Pengadilan

tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUKK yaitu "menerima,

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara" oleh karena ada faktor-faktor nonhukum yang

menjadi kendala bagi pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapi ke pengadilan.

Dengan demikian, tampak bahwa hukum tidak sepenuhnya

bebas dari pengaruh nonhukum yang berada di luar

dirinya.

xx

 



ABSTRACT

Key words: Dispute settlement, choice of action, meaning

of dispute settlement in the state court.

The general aim of this research is to describe

factors that govern the choice of actions in settling

land dispute in the community and the meaning of dispute

settlement in the state court. The specific aim is to

develop a theoretical notion based on the field data on

the function of state court as an institution in

settling dispute in the community.

The research method employed is case studies. Data

gathering is done through observation, interviews and

documentation. The qualitative data is inductively

interpreted and then a theory is built based on the

field data.

The result of the research showed that habit,

family relationship, avoiding enmity (culture),

considering profit and loss (economy) and compulsion

(situation) influence the people involved in the dispute

whether or not to use the state court to settle their

dispute. Dispute settlement in state court implies

enmity, high cost and time consumption. Dispute

settlement in state court is, however, effective

through its decision in judging who has the right
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upon the land being disputed. In this context, the

theory stating that culture is a significant factor in

deciding whether or not to use court to settle dispute

has some defects.

Based on the results of this research, a theory is

then and states as follows: Culture, economy, andbuilt

situation influence someone's choice of action to use or

not to use the law(state court) in settling a dispute.
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Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai hukum dalam suatu negara yang sedang

membangun pada dasarnya berkaitan dengan perubahan-

perubahan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang

bersangkutan. Indonesia sebagai salah satu negara yang

sedang membangun dan berada dalam masa transisi dari

masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat

industri modern telah mengalami banyak perubahan dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan

yang terjadi dalam masa transisi sebagaimana dikemukakan

di atas menimbulkan pengaruh yang tidak kecil terhadap

kehidupan hukum di Indonesia (Rahardjo, 1986 a: 30).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan bentuk

perubahan yang direncanakan dalam masyarakat, dan dalam

proses pembangunan itu hubungan antara hukum dengan

masyarakat pada dasarnya bersifat saling mempengaruhi.

Hal ini terjadi karena pembangunan seringkali

menimbulkan perubahan-perubahan yang memerlukan hukum

untuk mengaturnya. Namun demikan, dalam hal tertentu

hukum dapat digunakan untuk mendorong terjadinya

perubahan yang diharapkan. Hal ini memberikan gambaran

bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting dalam

kehidupan masyarakat yang sedang membangun. Hukum
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mempunyai dua fungsi utama, yaitu memperkuat pola-pola

dan nilai-nilai yang telah dibangun, dan mendorong

terjadinya perubahan-perubahan yang direncanakan (Engel,

1987: 625-626).

Berkaitan dengan hukum sebagai pendorong terjadinya

perubahan-perubahan dalam masa pembangunan, kesimpulan

Seminar Hukum Nasional III di Surabaya tahun 1974 (dalam

pertimbangannya) menyatakan bahwa hukum merupakan salah

satu sarana penting bagi pembangunan, baik sebagai

penjamin kepastian dan ketertiban dalam proses

pembangunan maupun sebagai alat untuk mengadakan

perubahan-perubahan ke arah kemajuan untuk membina

masyarakat yang dicita-citakan (Saleh, 1980: 64). Hal

tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi hukum pada

masa pembangunan di Indonesia diarahkan kepada dua

dimensi yaitu: (i) hukum sebagai sarana pembaruan atau

perubahan dalam masyarakat dan (ii) hukum untuk

menciptakan kepastian dan ketertiban.

Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, menurut

Kusumaatmadja (1976: 1-13), sudah merupakan pendirian

pemerintah. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan

yaitu: (i) keteraturan atau ketertiban dalam usaha

pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan dan

bahkan mutlak diperlukan, (ii) hukum sebagai kaidah atau

peraturan hukum bisa berfungsi sebagai alat pengatur

kegiatan warga masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh

pembangunan atau pembaruan.
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Perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam

masa transisi sebagaimana dikemukakan di muka terjadi

dalam suatu kondisi kehidupan masyarakat kita yang

heterogen atau majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia

tersebut terjadi karena berbagai sebab. Ada berbagai

tolok ukur yang digunakan mengenai penyebab terjadinya

kemajemukan masyarakat Indonesia, antara lain: adanya

berbagai macam suku-bangsa dan agama yang dianut oleh

1987: 4-8), adanya ikatan yangmasyarakat (Bachtiar,

bersifat "primordial" (Geertz, 1976: 18), dan pengalaman

historis yang berbeda dari masyarakat yang bersangkutan

(Koentjaraningrat, 1975: 32-34).

Dengan perumusan yang agak berbeda, Nasikun (1989:

30) memberikan ciri kemajemukan masyarakat Indonesia

dalam dua macam yaitu, horisontal dan vertikal.

Kemajemukan yang bersifat horisontal terjadi karena

perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, dan kedaerahan,

sedangkan kemajemukan yang bersifat vertikal terjadi

karena perbedaan lapisan-lapisan yang terjadi dalam

masyarakat. Lebih lanjut Nasikun menggambarkan suatu

masyarakat dikatakan masyarakat majemuk apabila sistem

nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang

menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga

para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas dan

homogenitas kebudayaan, serta kurang memahami satu sama

lain dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
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mengakibatkanKemajemukan masyarakat tersebut

terjadinya pluralisme dalam bidang sosial budaya dan

hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-

perubahan yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi

setidak-tidaknya karena ada dua hal yang menyebabkannya.

Pertama, pluralisme budaya yang dimanifestasikan

dalam setiap budaya yang dimiliki oleh berbagai suku-
bangsa(ethnic-group) akan memberikan suatu warna dalam

kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Oleh karena

itu, dalam skala kecil (lokal) dimensi budaya ini

mengakibatkan masyarakat secara sadar terikat pada

sistem sosial dan budaya yang berlaku dalam ruang

lingkup masing-masing suku-bangsa tersebut. Kondisi

demikian ini akan berpengaruh terhadap pola perilaku

setiap individu dalam hubungan sosialnya dengan individu

lain dan dengan masyarakatnya secara keseluruhan.

Kedua, pluralisme hukum yang dimanifestasikan dalam

berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat

kita. Pluralisme hukum mengandung pengertian adanya

kesadaran seorang warga masyarakat terhadap berbagai

norma hukum atau pedoman pengarah tingkah laku yang

menurut persepsinya sama-sama berlaku untuk tindakan

atau interaksi tertentu. Dengan demikian ada beberapa

alternatif yang dapat dilakukan dalam tindakannya

bahkan dapat menimbulkan konflik mengenai

yang akan dipilih dan ditaatinya(Ihromi, 1986: 21).

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam masyarakat kita,

atau

norma-norma
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selain hukum peninggalan kolonial yang masih berlaku

sampai sekarang berdasarkan kekuatan pasal II Aturan

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, berlaku pula hukum

negara sebagai hukum formal. Selain itu berlaku juga

hukum adat sebagai hukum informal.

Pluralisme dalam bidang peradilan telah berkembang

dengan subur sejak jaman kolonial dengan adanya berbagai

lembaga peradilan seperti peradilan gubernemen,

peradilan swapraja, peradilan adat, peradilan agama, dan

peradilan desa. Berbagai lembaga peradilan tersebut

bekerjanya berdasarkan ketentuan hukum yang berbeda

(Supomo, 1982: 36; Soetoprawiro, 1994: 91).

Berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia telah

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar

dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam bidang

politik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Pluralime

lembaga peradilan yang ada sebelum Indonesia merdeka

secara ideologis dan politis dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan suasana kehidupan masyarakat

Indonesia sebagai suatu bangsa dalam negara kesatuan,

sehingga perlu diadakan perubahan.

UUKK menyatakan secara tegas bahwa semua peradilan

di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan

negara dan ditetapkan dengan undang-undang (pasal 3 ayat

Terbentuknya peradilan negara sebagai lembaga di

bidang yudisial tersebut tidak terlepas dari politik

1 ) .

 



e
pemerintah dalam pembangunan nasional sebagai

Republik

hukum

kesatuanberdirinya negarakonsekuensi

dilihat dari sudutDengan perkataan lainIndonesia.

pandang ideologis dan politis ketentuan pasal 3 ayat 1

di muka merupakan "unifikasi" lembaga peradilan. Upaya

untuk melakukan unifikasi lembaga peradilan sebagaimana

tersebut di muka pada dasarnya dilandasi oleh pemikiran

yang bersifat ideologis dan politis (Lev, 1990: 247).

Namun demikian, sekalipun telah terjadi unifikasi

dalam arti hanya ada peradilanlembaga peradilan

negara — peradilan negara sendiri masih terbagi dalam

berbagai badan peradilan sebagaimana dinyatakan pasal

10 ayat 1 UURK yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan perkataan lain, masih ada "pluralisme" dalam

lingkungan peradilan negara.

Perubahan lembaga peradilan yang mengarah pada

hanya ada peradilan negara ini berlangsung dalam proses

yang cukup panjjang dengan menggunakan berbagai undang-

undang sebagai alat atau sarananya. Undang-undang

dimaksud antara lain adalah Undang-undang Nomor 19 tahun

1948, Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, Undang-

undang Nomor 19 tahun 1964 (yang kemudian dicabut karena
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan UUKK
(Saleh, 1977: 25-26).

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan lembaga

peradilan (penyelenggara kekuasaan kehakiman) sebagai
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masyarakatlembaga yang "otonom" dalamsalah satu

Undang-Indonesia berdasarkan kekuatan undang-undang.
undang yang sekarang mengatur lembaga peradilan antara

telahUndang-undang tersebutUUKK.lain adalah

dasar yuridis kepada lembaga peradilanmemberikan

sebagai lembaga formal untuk menyelesaikan suatu perkara

dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, eksistensi

pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam

masyarakat bersandar pada kekuatan legitimasi kenegaraan

yang bersifat nasional, bukan pada kekuatan kultural
yang bersifat lokal. Kekuatan legitimasi kenegaraan dan

kekuatan kultural tersebut dapat menimbulkan perbedaan

pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu

penyelesaian di muka sidang pengadilan dan di luar
pengadilan.

Lembaga peradilan yang bersandar pada legitimasi

kenegaraan sebagaimana dikemukakan di muka,

realitasnya berhadapan dengan kondisi masyarakat kita
yang pluralistik baik dalam bidang sosial-budaya
hukum yang berlaku dalam masyarakat. Situasi tersebut

dalam

maupun

menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

eksistensi dan bekerjanya lembaga peradilan di dalam
konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan bernegara keberadaan pengadilan

negeri sebagai lembaga formal penyelesai sengketa dalam
masyarakat menduduki posisi yang penting. Hal tersebut
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dinyatakan dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UUKK yang

menyatakan bahwa "di samping Negara, tidak diperkenankan

lagi adanya peradilan-peradiian yang dilakukan oleh

tersebutbadan peradiian Negara". Ketentuanbukan

memberikan gambaran ganda. Pertama, dalam kehidupan

bernegara hanya peradilan negara yang diakui mempunyai

otoritas yuridis untuk menyelesaikan sengketa yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, tujuan yang

ingin dicapai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan

umum angka 7 UUKK adalah untuk "mengalihkan perkembangan

dan penerapan hu.ku.m kepada peradilan-peradilan Negara".

Tidak diperkenankannya lagi lembaga peradilan di

luar peradilan negara dengan tujuan mengalihkan

perkembangan dan penerapan hukum pada peradilan negara

sebagaimana yang dimaksud penjelasan pasal 3 ayat 1

UUKK, seharusnya membawa konsekuensi setiap perkara atau

sengketa yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan oleh

peradilan negara. Akan tetapi hal tersebt tidak bersifat

mutlak, oleh karena dalam kenyataannya hanya perkara

pidana sajalah yang penyelesaiannya harus dilakukan di
pengadilan. Untuk perkara perdata penyelesaian di

pengadilan tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum (undang-undang) pada dasarnya membolehkan

penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan. Hal ini
dinyatakan dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 UUKK
berbunyi sebagai berikut: "penyelesaian perkara di luar

yang

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit

 



9

(a.rbitrs.se) tetap biperbolehkan". Dengan perkataan lain,

klausula tersebut mengandung pengertian bahwa hukum

memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa

melakukan pilihan yaitu apakah menggunakan pengadilan

atau tidak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di

antara mereka.

Adanya klausula yang membolehkan penyelesaian

perkara atau sengketa di luar pengadilan atas dasar

perdamaian tetap dibolehkan, pada dasarnya membatasi

tujuan yang dikehendaki oleh penjelasan umum angka 7

Dengan demikian ketentuan untuk mengalihkanUUKK.

perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara

bukanlah kaidah hukum yang bersifat imperatif tetapi

merupakan kaidah hukum yang bersifat fakultatif. Kaidah

hukum dikatakan bersifat imperatif bilamana kaidah hukum

itu harus ditaati, sebaliknya kaidah hukum dikatakan

fakultatif bilamana kaidah hukum itu tidak wajib ditaati

atau dipatuhi (Soekanto dan Purbacaraka, 1989: 36-37).

Apabila pihak-pihak yang bersengketa ingin

menyelesaikan sengketa seeara perdamaian di luar

pengadilan walaupun undang-undang tidak melarang

menyelesaikan sengketa seeara perdamaian di luar

pengadilan — persoalannya adalah mengapa sengketa itu

diselesaikan di luar pengadilan? Bukankah dalam sengketa

perdata, pengadilan negeri memberi peluang penyelesaian

sengketa seeara perdamaian juga?
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Hukum acara perdata mewajibkan hakim bersikap aktif

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketauntuk

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 130 ayat 1 H.I.R.

Upaya melakukan perdamaian ini masih selalu terbuka

sekalipun pemeriksaan perkara sudah berlangsung, bahkan

kemungkinan perdamaian tersebut dapat dilakukan sampai

pada tingkat banding (Subekti, 1982: 56; Sutantio dan

Oeripkartawinata, 1995:35).

Perdamaian di muka sidang pengadilan tidak hanya

menjadi perhatian utama pengadilan untuk menyelesaikan

suatu sengketa, tetapi juga eara penyelesaian tersebut

secara yuridis (formal) memberikan keuntungan bagi

pihak-pihak yang bersengketa yaitu berupa adanya

kepastian hukum. Dalam hukum acara perdata dinyatakan

bahwa putusan perdamaian di muka sidang pengadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krscht vsn

gewijsde) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 130 ayat 2

H.I.R. bahkan putusan perdamaian tersebut tidak dapat

dibanding (pasal 130 ayat 3 H.I.R.).

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak

kasus-kasus sengketa diselesaikan di luar pengadilan

yaitu dalam lingkungan sosial tempat sengketa itu

terjadi. Terjadinya penyelesaian sengketa dengan cara

seperti tersebut menurut Galanter (1981: 149) memberikan

gambaran bahwa keadilan tidak hanya diperoleh melalui

pengadilan negara, tetapi keadilan itu juga dapat

diperoleh dalam lingkungan sosial tertentu.
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Penyelesaian sengketa secara perdamaian di luar

pengadilan apabila dilihat dari sudut hukum negara pada

dasarnya mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya

adalah apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak

mematuhi isi perdamaian yang dihasilkan makamau

dipaksakan.itu tidak dapatpelaksanaan perdamaian

bahwa penyelesaianSubekti (1982: 58) menyatakan

sengketa secara perdamaian di luar pengadilan merupakan

penyelesaian sengketa yang bersifat sementara. Artinya

sengketa yang telah diselesaikan secara perdamaian di

luar pengadilan itu masih terbuka kemungkinan untuk

muncul kembali di kemudian hari. Barangkali terjadinya

kemungkinan seperti tersebut tidak disadari oleh warga

masyarakat.

Keengganan warga masyarakat untuk menggunakan

pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa

mengandung dimensi ganda. Pada satu sisi menimbulkan

hambatan terhadap perubahan yang dikehendaki oleh

UUKK yang bermaksud mengalihkan perkembangan dan

penerapan hukum pada peradilan negara. Pada sisi lain

memberikan gambaran bahwa aturan-aturan hukum acara

perdata -- yang menghendaki penyelesaian sengketa secara

perdamaian di muka sidang pengadilan -- tidak memotivasi

warga masyarakat untuk menggunakan pengadilan negeri

sebagai lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat.
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1.2 Ruang Lingkup dan Pernasalahan

1.2.1 Ruang Lingkup

Pada bagian ruang lingkup ini akan dijelaskan

judulbeberapa hal yang berkaitan dengantentang

disertasi, yaitu tentang "penggunaan pengadilan negeri",

"sengketa", dan “sengketa yang berkaitan dengan tanah".

"Black's LawKata "penggunaan" dalam kamus

Dictionary"(1979: 1382)disebut dengan kata "use" yang

berarti "act of employing everything". Yang dimaksud

dengan penggunaan pengadilan negeri dalam kajian ini
adalah tindakan pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri.
Tindakan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan

negeri tersebut dalam UUKK dinyatakan bersifat
yurisdiksi voluntair(penjelasan pasal 2 ayat 1).

Sengketa merupakan suatu gejala hukum
bersifat universal yang selalu timbul di

yang

dalam setiap

bidang kehidupan masyarakat mana pun di dunia ini.
Berbagai pengamatan terhadap gejala hukum ini, bahkan
memberikan kesan bahwa suatu masyarakat tanpa sengketa

menunjukkan suatu masyarakat yang mati. Oleh karena itu
sengketa dianggap menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat(Gluckman, 1973: 2).

Seringkali sengketa disamakan dengan

.akan tetapi ada pandangan yang menyatakan bahwa sengketa

konflik,

berbeda dengan konflik. Nader dan Todd (1978: 15)
membedakan pengertian conflict (perselisihan) dan

 



13

(perselisihan)conf1ict(sengketa), bahkandispoto

(praperseli-sendiri dapat dibedakan antara precanflict

sihan) dan conflict (perselisihan). Menurut Nader dan

Todd, konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan

kedua pihak saja (diadik), sedangkan sengketa adalah

perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sudah

bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak

ketiga. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan sengketa

adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang

sudah bersifat terbuka, yang penyelesaiannya memerlukan

bantuan pihak ketiga baik di luar pengadilan maupun di

pengadilan (hakim).

Tanah dalam pengertian yang umum adalah permukaan

bumi (Saleh, 1977: 10). Dalam kehidupan sehari-hari

tanah dikenal dalam wujud yang bermacam-macam seperti:

pekarangan, tegalan, sawah, tambak dan sebagainya. Dalam

kajian ini tanah hanya dipandang sebagai objek, sehingga

istilah sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam

kajian ini adalah sengketa yang berobjekkan tanah.

Sengketa yang berkaitan dengan tanah ini menarik

perhatian berdasarkan beberapa alasan antara lain

sebagai berikut:

Pertama, tanah merupakan salah satu faktor penting

di dalam kehidupan manusia. Tanah sangat dibutuhkan oleh

manusia baik sebagai terapat tinggal, sebagai lahan yang

dapat memberikan sumber kehidupan, maupun sebagai
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pendukung kepentingan-kepentingan lain. Dalam kehidupan

“tradisonal", karena adanya hubungan yang

erat antara manusia atau masyarakat sebagai kesatuan

masyarakat

timbul semacam hubungan yang bersifatdengan tanah,

"religia-m&gis" antara keduanya.

Kedua, dalam kehidupan masyarakat pedesaan maupun

masyarakat perkotaan, tanah merupakan salah satu faktor

kebutuhan yang sangat dominan. Sekarang ini, kebutuhan

manusia terhadap tanah makin terasa sebagai akibat

pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin

pesat sedangkan luas tanah tidak pernah mengalami

perubahan. Kalau toh ada pertambahan luas tanah seeara

reklamasi, jumlahnya tidak terlalu banyak. Bahkan, pada

akhir-akhir ini, kasus-kasus sengketa tanah cukup banyak

mewarnai kehidupan masyarakat. Berbagai media surat
kabar cukup banyak memuat berita-berita tentang

terjadinya kasus-kasus sengketa tanah tersebut pada

berbagai tempat di dalam masyarakat kita.

Ketiga, sengketa tanah pada dasarnya menyangkut

persoalan tentang hak atas tanah yang berkaitan dengan

proses seperti "bsrslih" dan "dislihkan". Yang dimaksud
dengan beralih ialah peralihan hak yang terjadi tidak
sengaja melainkan karena hukum, misalnya waris.
Sedangkan yang dimaksud dialihkan ialah peralihan hak
yang terjadi dengan sengaja karena perbuatan hukum
tertentu, seperti jual-beli, hibah, dan

(Saleh, 1977: 18-19). Masalah ini merupakan suatu gejala

tukar menukar

 



15

hukum yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

dan "ketidakwajaran" dalam proses

dan dialihkannya hak atas tanah tersebut dapat

dalam

"Ketidakberesan"

beralih

sengketa dipenyebab terjadinya

Hukum agraria nasional menghendaki adanya

menjadi

masyarakat.

kepastian hukum mengenai hak atas

dinyatakan pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Adapun sengketa tanah yang dikaji dalam tulisan ini

tanah sebagaimana

1960

ialah sengketa tanah yang terjadi di antara warga dalam

masyarakat, bukan sengketa tanah yang terjadi karena

pembebasan hak atas tanah. Pembatasan ini dilakukan oleh

karena sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan

pembebasan tanah itu seringkali ada hubungannya dengan

kepentingan-kepentingan yang bersifat umum.

1.2.2 Permasalahan

Ditetapkannya peradilan negara sebagai lembaga

yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dalam

masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk

mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum kepada

peradilan negara sebagaimana yang diharapkan undang-

undang (penjelasan umum angka 7 UUKK). Akan tetapi

undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa dalam

perkara perdata, penyelesaian sengketa melalui

peradilan negara bukanlah suatu keharusan (penjelasan

pasal 3 ayat 1). Kondisi emiki sajla tidak hanya

K S L'*"
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menjadi kendala terhadap perubahan untuk mengalihkan

perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara

sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang, tetapi

juga berpengaruh terhadap bekerjanya hukum (pengadilan)

itu sendiri. Hukum (pengadilan) dapat bekerja atau

melaksanakan fungsinya menyelesaikan sengketa apabila

digunakan oleh warga masyarakat.

Pengadilan dibentuk tidak hanya untuk memenuhi

kebutuhan struktur kenegaraan, tetapi juga untuk

Oleh karena itu,memenuhi kebutuhan masyarakat.

pengadilan bukanlah lembaga yang terpisah dari kehidupan

masyarakat, melainkan harus dipandang sebagai bagian

integral dari kehidupan masyarakat. Hartono (1982: 63)

berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipandang terlepas

dari kehidupan masyarakat, oleh karena hukum itu justru

ada untuk memenuhi segala kebutuhan sosial, ekonomi, dan

kultural masyarakat.

Pengadilan seharusnya merupakan sarana yang dapat

dipakai oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi di antara mereka. Namun demikian,

dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali pihak-

pihak yang bersengketa enggan menggunakan pengadilan

negeri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di

antara mereka.

Digunakan atau tidak digunakannya pengadilan oleh

warga masyarakat bukanlah suatu hal yang kebetulan

melainkan merupakan pilihan tindakan warga masyarakat
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Masalahnyamenyelesaikan sengketa yang dihadapi.

adalah mengapa warga masyarakat enggan

pengadilan negeri apabila terjadi sengketa di

mereka? Keengganan warga masyarakat untuk

menggunakan pengadilan pada dasarnya harus dipandang

sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan masyarakat.

dalam

menggunakan

antara

tidak

Gejala demikian ini merupakan perilaku warga masyarakat

yang berkaitan dengan hukum (van Dijk et al, 1985: 451).

Di kalangan para ahli terdapat perbedaan pandangan

tentang apa yang mendorong seseorang melakukan pilihan

tindakannya. Misalnya, Friedman (1977: 15) menyatakan

bahwa bekerjanya pengadilan bergantung pada kekuatan-

kekuatan sosial (social forces) yang ada di dalam

masyarakat yang bersangkutan yang disebut dengan budaya

hukum (legal culture). Dengan perkataan lain faktor

budayalah yang mempengaruhi pilihan tindakan pihak yang

bersengketa untuk menggunakan atau tidak menggunakan

pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa yang

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Persoalannya adalah apakah faktor budaya memang

begitu dominannya dalam mempengaruhi pihak yang berseng-

keta untuk menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan

negeri apabila terjadi sengketa di antara mereka?

Pandangan bahwa budaya mempengaruhi pilihan tindakan

seseorang berbeda dengan pandangan aliran interaksionis-

simbolik yang menyatakan bahwa budaya tidakme
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manusia. Blumer, misalnya,menentukan pilihan tindakan

menyatakan bahwa

atas objek (Poloma, 1987: 262-264). Berdasarkan pemikir-

an tersebut dapat dikatakan bahwa bepekara ke pengadil-

maknamanusia bertindak berdasarkan

atau tidak bukan karena didasarkan pada budaya yangan

dalam masyarakat tetapi didasarkan makna yang

oleh pihak yang bersengketa atas pengadilan

hidup

diberikan

(sebagai objek) itu.

Giddens (1983: 56-57) mempunyai pandangan yang

berbeda dari kedua pandangan di muka. Ia mengatakan

bahwa budaya tidak selalu mempengaruhi perilaku dan

tindakan seseorang. Menurut Giddens, tindakan manusia

dalam hal ini menyelesaikan sengketa melalui pengadilan

atau di luar pengadilan itu tidak terjadi dengan

sendirinya melainkan berkaitan dengan tujuan yang

diharapkan berdasarkan alasan tertentu. Akan tetapi

alasan-alasan tersebut menurut Giddens (1983: 56-57)

tidak selalu berhubungan dengan ataunorma-norma

kebiasaan tertentu, melainkan berkaitan dengan masalah

praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini

ter3 adi karena tindakan manusia (pihak yang

bersengketa), menurut Giddens, selain memperhatikan

norma-norma dan kebiasaan juga ada kebebasan untuk

menyimpang dari norma-norma dan kebiasaan tersebut

sesuai dengan situasi yang dihadapi. Artinya, dalam

konteks (setting) tertentu pihak yang bersengketa

bertindak sesuai dengan norma-norma dan kebiasaan yang

 



19

lain pihak yangtetapi pada konteks yang

bersengketa dapat bertindak berbeda dengan

berlaku,

norma-norma

dan kebiasaan yang berlaku.

Bertitik tolak dari berbagai pandangan di muka,

t idakbahwa digunakan ataumaka dapat diasumsikan

lembagasebagaipengadilan negeridigunakannya

penyelesaian sengketa dalam masyarakat tidak didasarkan

pada sebab yang tunggal. Oleh karena itu, budaya yang

hidup dalam masyarakat bersangkutan, makna atas objek

(berperkara ke pengadilan), tujuan yang diharapkan dan

konsekuensi yang akan dihadapi apabila sengketa itu

diselesaikan melalui pengadilan dalam kasus-kasus

sengketa tanah dalam masyarakat merupakan hal-hal yang

perlu diungkapkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah-masalah

yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini dirumuskan

sebagai berikut:

Pertama, mengapa terjadi sengketa yang berkaitan

dengan tanah dalam kehidupan masyarakat dan seberapa

besar peran alat bukti pemilikan hak atas tanah apabila

sengketa itu diselesaikan di pengadilan negeri?

Kedua, faktor-faktor apa saja mendorongyang

pilihan tindakan pihak yang bersengketa untuk

menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan negeri

dalam situasi dikotomi berlakunya hukum negara dan hukum

adat dalam masyarakat?
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Ketiga, bagaimana pandangan pihak yang bersengketa

terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri

pengadilansengketa melaluimengingat penyelesaian

negeri semestinya dapat menghasilkan keputusan yang

memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa?

Keempat, apa tujuan yang diharapkan dan konsekuensi

yang akan dihadapi pihak yang bersengketa, apabila ia

menggunakan pengadilan negeri untuk menyelesaikan

sengketa tanah yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di muka maka tujuan

penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya

sengketa tanah dalam masyarakat, dan sejauh mana bukti

hak atas tanah yang menjadi objek sengketa memberikan

jaminan kepastian hukum pemilikan hak atas tanah bagi

pihak yang bersengketa?

Kedua, mendeskripsikan kendala-kendala yang

dihadapi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

sengketa tanah yang dihadapi dalam situasi pengadilan

negeri sebagai salah satu pilihan yang dapat digunakan

untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

Ketiga, mendeskripsikan makna penyelesaian sengketa

di pengadilan negeri (berperkara ke pengadilan negeri)

dan di luar pengadilan negeri.

Keempat, mendeskripsikan dalam konteks (settings)
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melakukanbagaimana pihak yang bersengketa (aktor)

tidak menggunakan pengadilan negeripilihan tindakan

sebagai lembaga penyelesai sengketa,

dalam konteks bagaimana pihak yang bersengketa (aktor)

dan sebaliknya

melakukan pilihan tindakan menggunakan pengadilan negeri

sebagai lembaga penyelesai sengketa.

Selain tujuan umum sebagaimana dinyatakan di muka,

penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus yaitu untuk

menemukan konsep-konsep, proposisi, dan teori yang

berkaitan dengan penggunaan pengadilan negeri sebagai

lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bersifat akademik maupun

praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan

bermanfaat dalam pengembangan pemikiran teoretik yang

berkaitan dengan penggunaan pengadilan negeri sebagai

lembaga penyelesai sengketa dalam suasana dikotomi hukum

negara dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Secara praktis hasil penelitian ini merupakan masukan

bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah

merupakan masukan dalam (i) menentukan kebijakan

pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud oleh pasal 19

dan (ii) penyusunan hukum acara perdata nasionalUUPA,

yang akan datang. Bagi masyarakat, untuk memberikan

pemahaman bahwa secara yuridis formal penggunaan

pengadilan negeri melalui keputusannya lebih
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dalam menyelesaikan suatumenjamin kepastian hukum

sengketa untuk menentukan pemilikan hak atas tanah.

 



Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka.

2.1.1 Kedudukan Pengadilan

Salah satu lembaga yang esensial dalam negara yang

hukum adalah pengadilan. Di kalangan paraberdasarkan

pakar hukum pengertian pengadilan masih beragam, dan ada

yang menyamakannya dengan istilah peradilan. Andrea,

misalnya memberikan pengertian peradilan sebagai organi-

sasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan

menyelesaikan sengketa hukum, sedangkan Kanvan

mengartikannya sebagai pekerjaan hakim atau badan

pengadilan (dalam Mertokusumo, 1971: 1). Dalam hal ini,

pengertian yang dikemukakan oleh Andrea bahkan

menimbulkan kerancuan terhadap istilah peradilan.

Rahardjo (1991: 182) memberikan pengertian yang

berbeda antara pengadilan dan peradilan. Peradilan

adalah hal yang berkaitan dengan proses mengadili,

sedangkan pengadilan adalah salah satu lembaga yang

melakukan proses mengadili. Penjelasan umum angka 1

Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(UUPU) menyatakan bahwa "salah satu lembaga untuk

menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan, ketertiban,

dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan".

Berdasarkan beberapa pengertian pengadilan dan peradilan

23
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dinyatakan di muka dapat disimpulkan bahwa

pengadilan adalah badan atau lembaga yang mempunyai

untuk mengadili suatu perkara atau sengketa

sebagaimana

kewenangan

yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam struktur kenegaraan, pengadilan berkedudukan

penyelenggara kekuasaan kehakimansebagai yang

Pasalkeberadaannya berdasarkan kekuatan undang-undang.

bahwa24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan

"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-

undang". Penegasan bahwa pengadilan berkedudukan sebagai

penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman ini

dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUKK yang berbunyi

sebagai berikut: "penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

diserahkan pada badan-badan peradilan".

Bertitik tolak dari ketentuan undang-undang

tersebut di muka, pengadilan (negeri) merupakan lembaga

yang dibentuk oleh negara. Sebagai lembaga yang

dibentuk oleh negara maka pengadilan dapat digolongkan

sebagai lembaga dalam hukum modern. Weber memberikan
pengertian hukum modern sebagai hukum yang proses

terbentuknya melalui birokratisasi negara. Penggunaan

istilah hukum modern tersebut oleh Weber didasarkan pada

perbedaan antara hukum modern dan hukum tradisional.
Hukum modern dikatakan bersifat rasional sedangkan hukum
tradisional bersifat irasional. Dasar pemikirannya

adalah masyarakat modern mencari ra <=Honalitas
PERPUSTAKAANPUSAT

dan
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dilembagakan oleh birokratisasi negara (Vago, 1981: 39).

moderndisebut hukumNamun demikian, apa yang

tersebut masih beragam. Di kalangan para ahli pengertian

hukum modern itu lebih ditekankan pada pengenalan ciri-

cirinya. Misalnya, Galanter (1969: 989; 1966: 168 170)

modern sebagaimanadengan bertitik tolak dari hukum

industrihukum yang berlaku di negara-negara

menyatakan bahwa hukum modern mempunyai ciri tertentu.

Ia berpendapat ada 11 ciri yang dimiliki hukum modern,

dan bahwa hukum modern bersifat rasional hanya merupakan

salah satu ciri saja dari hukum tersebut. Berbeda dengan

15)pandangan Galanter tersebut, Wignjosoebroto (1986:

menyatakan bahwa hukum modern bersifat formal disamping

sifat lainnya yang eksplisit dan dikelola serta

ditegakkan oleh organisasi kenegaraan.

Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan

kehakiman, pengadilan mempunyai kekuasaan menyelenggara-

kan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal

1 UUKK). Adapun tugas pokok pengadilan adalah

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat

1). Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum (baik hukum

acara maupun hukum substantif) yang menjadi dasar

bekerjanya pengadilan, ada tiga hal mendasar yang

menjadi ciri pengadilan sebagai lembaga penyelesai

sengketa dalam masyarakat yang berbeda dengan lembaga
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mempunyai kekuasaan mengadili,

(iii) putusannya

(ii)lain yaitu (i)

bekerjanya berdasarkan prosedur, dan

dapat dijalankan secara paksa.

Pertama, pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili.

Dalam kehidupan masyarakat kita lembaga yang diberi

kekuasaan oleh negara untuk mengadili adalah pengadilan.

diberikan kepadaKekuasaan mengadili ini hanya

pengadilan atau badan peradilan negara. Undang-undang

tidak memperkenankan adanya badan-badan peradilan yang

dilakukan oleh bukan badan peradilan negara (penjelasan

pasal 3 UUKK). Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan

mempunyai kekuasaan yang istimewa yaitu kekuasaan yang

merdeka.

Adanya kekuasaan yang merdeka yang dimiliki

pengadilan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar
Yang dimaksud dengan kekuasaan yang merdeka1945.

menurut penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 adalah

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Akan tetapi

pengertian kekuasaan yang merdeka itu oleh UUKK
diperluas yaitu tidak sekedar terlepas dari pengaruh

pemerintah seperti penjelasan UUD 1945. UUKK memberikan

pengertian kekuasaan yang merdeka adalah bebas dari
campur tangan kekuasaan negara lainnya, bebas dari

paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari
pihak ektra judiciil (penjelasan pasal 1).

Aji (1985: 20) menyebutkan kekuasaan yang merdeka

yang dimiliki pengadilan itu dengan istilah "peradilan
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bobas". Ia berpendapat bahwa kebebasan tersebut

mengandung pengertian bebas dari campur tangan badan-

badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif. Akan

yang

tersebuttetapi kebebasan yang dimiliki pengadilan

Aji tidak berarti hakim boleh bertindakmenurut

bahwasewenang-wenang. Gautama (1983: 5-20) menyatakan

dalam pengadilan yang bebas, negara dan perorangan sama

rata kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Oleh

karena itu pengadilan memberikan perlindungan yang

semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya
dirugikan walaupun hal tersebut dilakukan alat negara.

Ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa
pengadilan mempunyai kekuasaan yang merdeka sebagaimana

dinyatakan di muka memberikan gambaran adanya otonomi
pengadilan dalam arti pengadilan terlepas dari pengaruh

eksekutif maupun legislatif. Dalam hal ini tampak adanya

suasana hukum yang otonom. Nonet dan Selznick (1978: 53-
menyatakan bahwa hukum otonom (autonomous law)

mempunyai empat ciri pokok yaitu: (i) hukum dipisahkan

dari politik, yang menyatakan kebebasan pengadilan, (ii)
tata hukum mendukung model aturan, (iii) prosedur adalah

54)

inti dari hukum, yang menekankan keteraturan dan
keadilan tetapi bukan keadilan substantif, (iv)
menekankan kepatuhan pada aturan hukum positif.

ciri hukum yang otonom tersebut hampir

Ciri-

serupa dengan

ciri-ciri yang dimiliki oleh apa yang disebut hukum
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formal rasional (Teubner, 1983: 288).

Namun demikian apakah benar pengadilan itu merupa-

kan lembaga yang otonom terlepas dari pengaruh

dimilikiKekuasaan yang merdeka yangeksekutif?

pengadilan tersebut tampaknya hanya "terbatas" pada

kewenangan mengadili saja. Pada bidang yang lain

organisasi, administrasi, dan finansialseperti

Halberada di bawah pengaruh pemerintah atau eksekutif.

tersebut dapat dibaca dalam berbagai perundang-undangan

11 UUKKberkaitan dengan pengadilan. Dalam pasalyang

dinyatakan bahwa badan-badan peradilan yang melakukan

organisatoris,peradilan tersebut pada pasal 10 ayat 1,

administrattif dan finansial ada di bawah kekuasaan

masing-masing departemen yang bersangkutan.

Kekuasaan yang merdeka namun terbatas yang dimiliki

pengadilan tersebut dipertegas lagi oleh UUPU. Pasal 5

ayat 1 UUPU menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan

bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan

ayat 2 nya menyatakan bahwa pembinaanpasal 5

adnministrasi, dan keuangan pengadilanorganisasi,

dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan-ketentuan

serupa dapat dibaca pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang

No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

1989dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun

tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti

adanyamuka memberikan gambarandisebutkan di
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penyimpangan terhadap pengertian kekuasaan yang merdeka

UUD 1945. Adanyasebagaimana yang dimaksud oleh

ketentuan bahwa pembinaan organisasi, administasi, dan

oleh Menteri Kehakiman jugakeuangan dilakukan

menimbulkan dualisme dalam pembinaan pengadilan, yaitu

di satu pihak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan di lain

pihak dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Dalam situasi

demikian bagi pengadilan (hakim) sulit untuk melepaskan

diri dari pengaruh eksekutif. Dengan perkataan lain

kekuasaan yang merdeka sebagaimana yang dimaksud oleh

UUD 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Kedua, pengadilan bekerja berdasarkan prosedur.

Pengadilan tentu akan menerapkan prosedur-prosedur yang

telah ditetapkan dalam menangani suatu perkara yang

dihadapinya. Ketentuan pasal 2 ayat 1 UUKK menyatakan

bahwa tugas pokok pengadilan "menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kepadanya". Ketentuan tesebut menunjukkan

suatu perkara apabila diselesaikan melaluiproses

pengadilan. Hukum (acara) mengatur bagaimana tahapan-

tahapan yang harus dilalui dan dilakukan dalam proses

berperkara melalui pengadilan seperti pemeriksaan di

muka sidang, pembuktian, dan putusan hakim. Dengan

perkataan lain ada prosedur-prosedur yang harus

dilakukan dalam penyelesaian perkara diproses

pengadilan yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di
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luar pengadilan (Bohannan, 1987: 47).

Bekerjanya pengadilan yang didasarkan pada

prosedur, menurut Weber, merupakan hukum atau sistem

hukum yang didasarkan pada rasionalitas formal. Salah

satu ciri hukum atau sistem hukum yang didasarkan pada

rasionalitas formal ialah pembuatan dan penerapannya

berdasarkan prosedur formal dan pembuktiannya secara

Vago,rasional (Weber, 1954: 63; Adrenski, 1987: 91-92;

1981: 39). Berperkara ke pengadilan (ajudikasi) pada

bersangkutandasarnya mengandung pengertian yang

hukum yang formal dan rasional. Caramenggunakan

demikian, menurut Weber, berbeda dengan pengadilan lain

seperti pengadilan kadi. Pengadilan kadi didasarkan pada

persepsi keagamaan dan kurang mengikuti aturan

prosedural, sedangkan pengadilan rasional didasarkan

pada prinsip birokrasi (Aubert, 1969: 155; Vago, 1981:

39). Suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip

birokrasi menurut Galanter (1966: 168-170) menekankan

pada ketaatan pada prosedur-prosedur telahyang

ditentukan untuk setiap perkara dan setiap putusan

perkara dilakukan menurut aturan-aturan tertentu. Dalam

konsep hukum otonom (autanomau.5 law), prosedur adalah

inti dari hukum (Nonet dan Selznick, 1978: 53-54).

Ketiga, putusan pengadilan dapat dijalankan secara

paksa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan

menghasilkan suatu putusan atau vcnnis. Pada prinsipnya

dalam perkara perdata isi putusan pengadilan harus
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Namunbersengketa.ditaati oleh pihak-pihak yang

telahapabila putusan pengadilan yangdemikian,

(in krachtmempunyai kekuatan hukum yang tetap van

gewijsde) tidak ditaati secara sukarela, maka putusan

dapat dijalankan secara paksa (Subekti, 1982:tersebut
dijamindapatAgar putusan pengadilan124).

pelaksanaannya sudah diatur dalam undang-undang dan

sudah ditentukan siapa yang harus melaksanakannya.

menyatakan bahwa dalam perkara perdataUUKK

pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitera

dan jurusita dan dipimpin oleh ketua pengadilan (pasal

33 ayat 3), sedangkan dalam perkara pidana dilaksanakan

oleh jaksa (pasal 33 ayat 1). Dalam situasi tertentu

pengadilan dapat meminta bantuan alat-alat kekuasaan

negara seperti polisi. Meminta bantuan kepolisian ini

tidak diatur dalam UUKK maupun H.I.R tetapi diatur dalam

1033 Rv yang selengkapnya berbunyi sebagaipasal

berikut:

me/nerintahkan
pengasangan suatu barang yang tidak bergerakf

tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum? maka
Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada

seorang jurusita supaya dengan bantuannya
alat kekuasaan Negara, barang itu dikosong-
kan oleh orang yang dihukum serta keluarganya

dan segala barang kepunyaannya". (Sutanto dan
Oeripkartawinata, 1995: 138)

putusan Hakim yang"Jika1au

Putusan pengadilan yang dapat dijalankan secara

paksa tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

kepadapengadilan memberikan kepastianmelalui
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masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang bersengketa

sehingga raenimbulkan apa yang disebut kepastian karena

hukum (Utrecht, 1957: 22). Kepastian hukum semacam ini

dalam penyelesaian suatu sengketa mempunyai arti penting

bagi pihak-pihak yang bersengketa yaitu tentang siapa

yang mempunyai hak terhadap objek yang dipersengketakan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya

memberikan kepastian hukum tetapi juga untuk memperoleh

keadilan.

paksadapat dijalankanPutusan yang secara

menunjukkan suatu ciri khas penyelesaian sengketa

melalui pengadilan yang didasarkan pada hukum negara,

yang berbeda dengan penyelesaian sengketa berdasarkan

hukum adat. Dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan

pada hukum adat, manusia sama sekali bukan individu yang

terasing yang mementingkan diri pribadinya saja(Supomo,

1970: 10-11). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum

adat berorientasi kepada tercapainya perdamaian dan

keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum adat

penyelesaian sengketa pada prinsipnya berupaya untuk

memulihkan hubungan-hubungan yang terganggu agar

tercipta perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan

masyarakat, dan pentaatan tehadap apa yang telah dicapai

dalam perdamaian tersebut didasarkan secara sukarela.

2.1.2 Penghapusan Badan Peradilan di luar Peradilan
Negara dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Diberlakukannya UUKK tidak hanya sekedar merupakan
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induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-

peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilanasas

sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan umum angka 3

tetapi juga bermaksud melakukan perubahan yangnya,

berkaitan dengan badan peradilan itu sendiri. Ada dua

denganmendasar yang ingin dicapaiperubahan

dikeluarkannya undang-undang tersebut.

Pertama, adalah perubahan dalam bidang kelembagaan

badan peradilan di luar badanberupa dihapuskannya

negara. Sesungguhnya penghapusan berbagaiperadilan

badan peradilan peninggalan jaman kolonial Belanda

sejak Indonesia merdeka — telah dimulai denganitu

1951.diundangkannya Undang-undang Darurat No. 1 tahun

Ada berbagai badan peradilan yang telah dihapus oleh

undang-undang darurat tersebut kecuali badan peradilan

swapraja dan adat. Perubahan ini pada dasarnya berkaitan

dengan aspek ideologis dan politis sebagai konsekuensi

dari terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia

terlepas dari kekuasaan kolonial yang meninggalkan

pluralisme badan peradilan. Dilihat dari aspek politis

dan ideologis adanya pluralisme badan peradilan di

dalam negara kesatuanluar badan peradilan negara

dianggap sudah tidak cocok lagi.

Kedua, adalah perubahan yang diharapkan terhadap

warga masyarakat. Mengalihkan perkembangan dan penerapan

hukum kepada badan peradilan negara (penjelasan umum
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UUKK) mengandung maksud mengarahkan perilakuangka 7

masyarakat dalam penyelesaian sengketa yangwarga

terjadi berdasarkan ketentuan-ketentan hukum negara.

Akan tetapi perubahan yang diharapkan tersebut sangat

tergantung pada warga masyarakat, mengingat undang-

undang membolehkan penyelesaian perkara di luar

pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit.

Penghapusan badan peradilan di luar peradilan

negara dan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum

kepada badan peradilan negara sebagaimana dinyatakan

UUKK merupakan perubahan yang direncanakandalam

hukum( p lanned-change ) dalam rangka pembangunan

perubahanmelakukanKeinginan untuknasional.

sebagaimana tersebut di muka pada hakikatnya merupakan

suatu refleksi dari kebutuhan masyarakat Indonesia

sebagai suatu bangsa. Penghapusan badan peradilan di

luar peradilan negara di samping mengandung aspek

politis dan ideologis sebagaimana dinyatakan di muka,

seperti Pengadilan Adat sebagai badan peradilan yang

mengandung nuansa kultural dan bersifat lokal, juga

sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan bangsa

Indonesia sebagai satu bangsa. Dalam negara nasional,

hukum tidak lagi merupakan bagian integral kehidupan

kultural rakyat tetapi merupakan bidang kehidupan yang

khusus dengan struktur, fungsi, dan prosedur yang

keefektifannya memerlukan penanganan dan kemahiran

professional (Wignjosoebroto (tt: 2).
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Bertitik tolak dari perubahan yang direncanakan

sebagaimana dinyatakan di muka menunjukkan bahwa hukum

berfungsi sebagai sarana perubahan dalam masyarakat. Hal

tersebut juga memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai

fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat yakni

untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat yang

bersangkutan. Fungsi hukum pada dasarnya berkaitan erat

dengan harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diinginkan

oleh warga masyarakat secara keseluruhan.

pandanganDi kalangan para ahli ada berbagai

berbeda tentang fungsi hukum dalam masyarakat.yang

Hoebel (1968: 275) merumuskan adanya. empat fungsi hukum

dalam masyarakat yaitu: (i) untuk menjelaskan hubungan-

di antara anggota suatu masyarakat, yaituhubungan

menjelaskan aktifitas-aktifitas apa yang dibolehkan dan

sebagai pengatur alokasidilarang oleh hukum, (ii)

bolehkekuasaan (otoritas) dan penentu siapa yang

yang diakui olehmelaksanakan pemaksaan fisik

masyarakat, termasuk pemilihan bentuk-bentuk sanksi

fisik yang paling efektif untuk mencapai tujuan sosial

(masyarakat), (iii) sebagai sarana penyelesaian kasus-

kasus sengketa yang timbul dan (iv) sebagai penjelas

kembali hubungan-hubungan antara individu dan kelompok

sesuai dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Fungsi-fungsi hukum seperti dikemukakan Hoebel

tersebut pada dasarnya merupakan fungsi hukum sebagai
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kontrol sosial yaitu untuk mempertahankan pola-pola

hubungan sosial dan norma-norma yang ada dalam

Selznick (1969: 8)masyarakat bersangkutan. Menurut

fungsi hukum dalam arti sebagai kontrol sosial itu

merupakan fungsi hukum yang bersifat elementer. Dalam

menjagaini hukum hanya berfungsi untukhal

menyelesaikan sengketa dan menindasketenteraman,

pembangkangan.

Apabila hukum hanya berfungsi sebagai kontrol

sosial maka fungsi hukum yang demikian itu bagi suatu

lengkap,masyarakat yang sedang membangun tidak cukup

sebab apabila hukum hanya berfungsi seperti demikian

maka yang diharapkan hanyalah sekedar terwujudnya

ketertiban dalam kehidupan masyarakat, belum mengarah

pada hukum yang berfungsi untuk melakukan perubahan-

perubahan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Hukum dikatakan berfungsi sebagai sarana perubahan

sosial bilamana hukum itu digunakan secara sadar untuk

atau keadaan masyarakattertibmencapai suatu

sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan

1983:perubahan-perubahan yang diinginkan (Rahardjo,

146).

Keinginan terjadinya perubahan-perubahan dalam

khususnya di negara-negara yang sedangmasyarakat

merupakan tuntutan masyarakat sebagaiberkembang

akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang
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ingin melakukanhanya sekedartidakberkembang

timbuljugatetapisaja,perubahan-perubahan

untuk mempercepat lajunya perubahan-kecenderungan

perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk

mengejar ketinggalan-ketinggalannya dari masyarakat yang

sudah maju.

Dalam proses pembangunan sebagaimana tersebut di

fungsi hukum tidak hanya mengarah padamuka, maka

terciptanya ketertiban saja melainkan juga diperlukan

sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan

kehidupandicita-eitakan. Ketertiban dalamyang

masyarakat yang sedang membangun tetap diperlukan agar

kehidupan masyarakat tetap terkendali, akan tetapi ada

berbagai masalah dalam pembangunan yang memerlukan

sarana hukum untuk mencapainya.

Indonesia adalah negara yang tergolong sebagai

negara yang sedang berkembang, sehingga di sini hukum

tidak hanya berfungsi sebagai kontrol masyarakat tetapi

juga sebagai sarana perubahan dalam masyarakat. Hukum

sebagai sarana perubahan dalam masyarakat diakui oleh

Mochtar Kusumaatmadja (1976: 1-13) sebagai pendirian

tersebut didasarkan pada duaHalpemerintah.

pertimbangan, yaitu (i) pemerintah menginginkan dan

bahkan mutlak memerlukan keteraturan atau ketertiban

kaidahdalam usaha pembangunan, dan (ii) hukum sebagai

alatperaturan hukum bisa berfungsi sebagaiatau
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kegiatan wargapengatur atau sarana penyaluran

masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan

atau pembaharuan.

Pandangan yang lebih luas tentang fungsi hukum

dalam negara yang sedang berkembang dikemukakan oleh

Nader dan Todd (1978: 2). Ia memandang hukum sebagai

{social engendering) hanyaalat perekayasaan sosial

merupakan salah satu saja dari fungsi hukum. Dalam

lainnyaberkembang ada fungsi-fungsi hukumnegara

seperti sebagai alat pengikat atau pengkonsolidasi

(consolidating nationalistgerakan nasionalis move-

ments), sebagai alat penghomogenisasi atau pemersatu

( homogenizingkelompok masyarakat yang masih heterogen

untukheterogeneous populations), dan sebagai alat

(entrenchingmemperkuat kedudukan kekuasaan power

positions).

Dalam negara yang sudah maju atau disebut juga

mengalaminegara kemakmuran fungsi hukum juga

perkembangan. Teubner (1986: 6-7), misalnya, menyatakan

sebagaibahwa dalam negara-negara yang digolongkan

negara kemakmuran (welfare state) terjadi perkembangan

fungsi hukum, yakni tidak hanya yang bersifat pencegahan

( prevention) tetapi berkembang ke arah bersifat promosi

dalam(promotion). Bagaimana gambaran fungsi hukum

30-32)negara kemamkmuran dinyatakan oleh Aubert (1986:

sebagai berikut: ( i) hukum sebagai alat kontrol melalui

penerapan sanksi, (ii) hukum sebagai alat untuk menjamin
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harapan-harapan dan mempromosikan prediktabilitas dalam

bidang perdagangan dan bidang-bidang kehidupan yang

lain, (iii) hukum digunakan pemerintah sebagai pelindung

untuk melawan kritik.

Berbeda dengan pandangan-pandangan di muka yang

mengaitkan dengan perkembangan masyarakatnya, Nonet dan

Selznick (1978: 14) mengaitkan fungsi hukum dengan tipe

hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Nonet dan Selznick membedakan tipe atau model hukum yang

ada dalam masyarakat dalam tiga tipe yaitu hukum (1)

responsif. Masing-(iii)otonom, danrepresif, (ii)

masing tipe hukum tersebut mempunyai fungsi yang

berbeda. Berdasarkan tiga tipe atau model hukum tersebut

Nonet dan Selznick menyebutkan adanya tiga fungsi hukum

yaitu: (i) sebagai alat untuk menekan (hukum represif),

sebagai alat untuk mengurangi penekanan dan(ii)

melindungi integritasnya (hukum otonom), dan (iii)

sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dan

aspirasi masyarakat (hukum responsif).

Perbedaan fungsi hukum sebagaimana tersebut di muka

menunjukkan perbedaan kebutuhan masyarakat terhadap

hukum. Fungsi hukum mengalami perkembangan sejalan

bersangkutan.kebutuhan masyarakat yangdengan

Perkembangan fungsi hukum sebagaimana tesebut di muka

menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan

masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakatnya. Fungsi hukum dalam suatu masyarakat
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tempat
sebenarnya mencerminkan kebutuhan masyarakat

hukum itu berlaku. Oleh karena hukum itu diciptakan oleh

masyarakat sebagai sarana untuk meneapai tujuan-tujuan

yang diharapkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Walaupun hukum berfungsi sebagai sarana perubahan

dalam masyarakat, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa

hukum itu sendiri tidak mengalami perubahan. Adanya

berbagai fungsi hukum yang berbeda sebagaimana

dinyatakan di muka memberikan gambaran bahwa hukum itu

memang mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan

hukum dan masyarakat itu sebenarnya bersifat resiprokal.

Perubahan hukum tersebut dapat dilihat dari dua dimensi,

yaitu: (i) evolusi perkembangan secara substantif dan

(ii) teknik perubahannya.

dariDilihatPertama, evolusi perkembangannya.

substantif, dapat
evolusi perkembangannya secara

dari teori hukum Nonet dan Selznick disatudijelaskan

pihak, dan teori Luhmann dan Habermas dilain pihak.

Nonet dan Selznick mengemukakan bahwa hukum itu

berkembang secara evolusionis dari tingkat represif,

otonom, dan responsif. Luhmann dan Habermas memberikan

gambaran perkembangan hukum berdasarkan perkembangan

masyarakatnya. Luhmann membagi perkembangan masyarakat

dalam tiga tingkatan yaitu: segmentasi, stratifikasi,

fungsional,dan masyarakat yang dibedakan secara

sedangkan Habermas membagi perkembangan masyarakat juga

yaitu: pre-konvensional,tiga tingkatandalam
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Masing-masingdan post-konvensional.konvensional,

masyarakat tersebut, menurut Luhmann dantingkatan

Habermas mempunyai tipe hukum yang berbeda.

apa yang menyebabkan terjadinyaNamun demikian,

perkembangan hukum tersebut menurut mereka berbeda.

Nonet dan Selznick menyatakan bahwa hukum berkembang

istilahkarena faktor internal yang disebut dengan

sedangkan(internal dynamics),"dinamika internal"

Luhmann dan Habermas menyatakan bahwa hukum berkembang

yang oleh Luhmannkarena pengaruh faktor eksternal

disebut dengan istilah "kesesuaian prinsip-prinsip

organisasional" (congruence of organizational princip-
istilahdan oleh Habermas disebut denganles)

“ kompleksitas yang memadai secara sosial" (socialIn-
adequate complexity) (Teubner, 1983: 243-264).

Pemikiran tentang penyebab terjadinya perkembangan

hukum di muka tampaknya melihat hukum dan masyarakat

dari sudut pandang yang berbeda tanpa melihat hubungan

timbal balik antara keduanya. Perkembangan hukum dan

masyarakat pada dasarnya dapat bersifat resiprokal atau

timbal balik. Dalam masyarakat yang sedang berkembang

misalnya, perkembangan hukum dapat terjadi karena dua

sebab. Pertama, hukum berkembang atau mengalami

perubahan karena masyarakatnya mengalami perkembangan

atau perubahan. Di Indonesia, dihapusnya beberapa hukum

produk kolonial disebabkan karena hukum kolonial

tersebut tidak sesuai lagi dengan kehidupan bangsa
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Indonesia sebagai suatu bangsa dalam negara kesatuan.

Kedua, sebagai negara yang sedang berkembang seperti

halnya Indonesia, seringkali pembentuk undang-undang

menciptakan hukum (baru) sebagai sarana untuk melakukan

terjadiperubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini

perkembangan hukum yang semata-mata sebagai sarana

kontrol sosial menjadi hukum sebagai sarana perubahan

bagi masyarakat. Demikian pula perkembangan dari hukum

otonom ke responsif, misalnya, tidak akan terjadi dengan

sendirinya tanpa melihat kepentingan dan kebutuhan

masyarakat. Hukum diciptakan bukan untuk kepentingan

hukum itu sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat.

teknikKedua, teknik perubahannya. Dilihat dari

perubahannya, perubahan dapat terjadi secara langsung

Secara langsung berupatidak langsung.maupun

pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sedangkan secara

tidak langsung berupa terbentuknya suatu undang-undang

atau peraturan (Dror, 1971: 36-39).

Selanjutnya Dror mengatakan bahwa ada tiga organ

yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam bidang

hukum yaitu (i) badan legislatif, (ii) badan penerap

hukum, dan (iii) badan yang melaksanakan dan menggunakan

hukum. Badan legislatif bertugas untuk mengundangkan

hukum tertulis, pengadilan bertugas untuk menerapkan

kejaksaan dan kepolisian bertugas untukhukum,

menegakkan hukum.

UUKK merupakan salah satu contoh mengenai hukum
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dihasilkan badan legislatif bersama eksekutif.yang

Menghapus badan peradilan di luar badan peradilan negara

dan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum ke

pengadilan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUKK

tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan politik

melalui lembaga atau institusi politik (Dewan Perwakilan

Rakyat) sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia

sebagai suatu bangsa. Pembentuk undang-undang memandang

adanya lembaga peradilan di luar peradilan negara,

seperti peradilan adat, dipandang sudah tidak sesuai

dengan tata kehidupan bangsa Indonesia dalam negara

kesatuan. Kebijakan menghapus berbagai macam peradilan

di luar peradilan negara -- yang dilaksanakan dengan

dimaksudkanmelalui berbagai keputusan pemerintah

agar peradilan negara menjadi satu-satunya lembaga yang

mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa dalam

masyarakat. Kebijakan politik ini membawa konsekuensi

adanya sentralisme hukum (legal centralism) (Galanter,

1981: 1). Kondisi demikian menimbulkan konsekuensi bahwa

hanya diperoleh melaluisecara yuridiskeadilan

lembaga peradilan yang diselenggarakan oleh negara.

Terjadinya sentralisme hukum ini mengandung

keuntungan dan sekaligus dapat menimbulkan kesulitan.

Pertama, keuntungan yang diperoleh bersifat ideologis.

Artinya, dengan dihapusnya berbagai badan peradilan di

luar peradilan negara maka dalam suasana negara kesatuan

terjadi unifikasi ke dalam lembaga peradilan negara.

 



44

Kedua, sentralisme hukum ini dapat menimbulkan semakin

lembagabanyaknya perkara-perkara yang masuk ke

peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Banyaknya jumlah perkara

masuk akan menambah beban pengadilan untukyang

menyelesaikannya. Dalam kondisi demikian, terjadinya

kelambatan penyelesaian perkara sangat dimungkinkan

apabila tidak didukung oleh .jumlah hakim yang eukup

serta sarana lainnya yang memadai. Munculnya keluhan-

keluhan mengenai terlambatnya penyelesaian perkara

daribeberapa tahun belakangan ini tidak terlepas

pengaruh sentralisme hukum ini.

Berkaitan dengan hukum yang berfungsi sebagai

perubahan dalam masyarakat, apakah dengansarana

sendirinya terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat?

Demikian halnya, apakah dengan dinyatakannya pengadilan

negara sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dapat mendorong

warga masyarakat untuk menggunakan pengadilan itu dalam

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi? Dalam

praktek, beberapa undang-undang yang telah diberlakukan,

di beberapa tempat, ternyata tidak menimbulkan perubahan

apa-apa dalam perilaku warga masyarakat. Undang-undang

bagi hasiltentang perjanjianNo. 2 tahun 1960

pertanian, misalnya, sekalipun undang-undang tersebut

diundangkan sudah cukup lama, ternyata perjanjian bagi

hasil di kalangan masyarakat pedesaan masih saja
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didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat (Munir,

1994: 16-18).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum

sebagai sarana perubahan dalam masyarakat seringkali

Hukumketerbatasan-keterbatasan.dihadapkan dengan

tidak dapatperubahan dikatakansebagai sarana

bilamanamenimbulkan perubahan dalam masyarakat,

hukum tersebut hanya berpengaruh pada sebagian kecil

masyarakat saja (Nagel, 1970: 11).

Apa yang dikemukakan oleh Nagel tersebut belum

memberikan gambaran yang jelas. Untuk memahami pengaruh

kiranyahukum terhadap perubahan dalam masyarakat

pandangan Friedman (1986: 17) perlu menjadi perhatian.

Menurut Friedman, keberhasilan hukum sebagai sarana

perubahan itu tergantung pada perubahan budaya hukum

dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu perubahan-

sikap-sikapmengenai nilai-nilai danperubahan

masyarakat terhadap hukum tersebut. Artinya, hukum

sebagai sarana perubahan dikatakan dapat merubah

masyarakat bilamana dalam kehidupan masyarakat terjadi

perubahan sikap-sikap, nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat sesuai dengan hukum yang bersangkutan. Dalam

kehidupan masyarakat, warga masyarakat itu mempunyai

kebutuhan dan juga permintaan-permintaan atau tuntutan-

tuntutan. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan dan tuntutan

kadang-tersebut kadang-kadang memerlukan proses hukum,

kadang tidak. Hal tersebut tergantung pada budayanya,
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yaitu nilai-nilai dan sikap-sikapnya (Friedman, 1977:

15).

Adanya perbedaan-perbedaan mengenai fungsi hukum

perbedaansebagaimana tersebut di muka menunjukkan

masyarakat terhadap hukum. Fungsi hukumkebutuhan

kebutuhansejalan denganmengalami perkembangan

masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan fungsi hukum

sebagaimana tersebut di muka menunjukkan bahwa hukum

A.tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya.

De Wild sebagai penganut aliran rasionalisme kritis

( Kritzsch Rationalisme) di negeri Belanda menyatakan

dapatbahwa hukum merupakan perilaku manusia yang

(van Dijk et al, 1985: 452). Oleh karena itu,diamati

dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan hukum

empiris (empirische rechtswetenscha.p) kajian terhadap

hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka akan

tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empiriknya, yaitu

bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan

masyarakat.

2.1.3 Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu

konsepsi yang abstrak. Rahardjo (1975: 75-76) memberikan

pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat

untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio

pembentukannya. Mertokusumo (1981: 3) memberikan

pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa

yang seyogyanya dilakukan atau perbuat atau seyogyanya
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tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang

kesadaran hukumSekalipun kedua pengertianlain.

keduanyatersebut dirumuskan secara berbeda akan tetapi

memberikan penekanan terhadap hal yang hampir sama ialah

aspek pelaksanaan atau penggunaannya.

Kesadaran HukumSimposium nasional dengan tenia

Masyarakat o'ala/T? Na.sa Transisi yang dilaksanakan oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada

dalam kesimpulannya menyatakan bahwa1975tahun

(i)kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu:

pengetahuan terhadap hukum, (ii) penghayatan fungsi

hukum, dan (iii) ketaatan terhadap hukum. Kesimpulan

simposium tersebut pada dasarnya bukan pengertian

lebih cocokmengenai kesadaran hukum akan tetapi

merupakan unsur-unsur dan atau suatu proses agar orang

sadar terhadap hukum.

Berdasarkan kesimpulan simposium di muka, jelaslah

bahwa salah satu unsur dalam proses agar orang sadar

terhadap hukum adalah adanya pengetahuan terhadap hukum

yang bersangkutan. Kata "B&d&r" mengandung pengertian

"tshu ds.n memahami". Dengan demikian mengetahui dan

memahami suatu hukum merupakan unsur penting dalam

penaatan hukum tersebut. Kesadaran hukumproses

merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang

saling berkaitan antara ketiga unsur tadi. Mula-mula

orang harus mengetahui hukum, kemudian memahami hukum

tersebut, dan akhirnya menaati atau mematuhi hukum
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tersebut.

pengetahuanmuka,Sebagaimana dinyatakan di

terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang

penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar

tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja

yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya

Tanpa adanyahukum tersebut.dilakukan menurut

pengetahuan mengenai hukum, adalah sulit mengharapkan

dan juga sulitorang untuk mmemahami fungsi hukum

mengharapkan orang untuk mentaati hukum tersebut, dan

pada akhirnya adalah sulit mewujudkan kesadaran

masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi pengetahuan dan

pemahaman terhadap hukum belum tentu menjamin timbulnya

kesadaran mayarakat terhadap hukum apabila hukum

tidak dipatuhi atau ditaati oleh wargatersebut

masyarakat. Menurut Rutchinski kesadaran masyarakat

terhadap hukum baru terwujud dalam pola perilaku hukum

(legal b&ha.viaur) warga masyarakat sesuai dengan hukum

yang berlaku (Soekanto, 1982: 159).

Berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, salah

satu kelemahan yang sering terjadi dalam masyarakat

ialah tidak adanya komunikasi hukum, padahal pengetahuan

dan pemahaman hukum justru sangat memerlukan komunikasi

hukum. Menurut Friedman (1977: 56) komunikasi hukum

merupakan persyaratan pokok dari sistem hukum. Tiada

seorangpun dapat berperilaku menurut hukum kalau ia
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tidak mengetahui apa isi atau apa yang diatur oleh hukum

itu. Komunikasi hukum mempunyai tujuan tertentu yang

diharapkan, yaitu untuk menciptakan pengertian bersama

agar terjadi perubahan pikiran, sikap atau perilaku

(Soekanto, 1985: 18).

komunikasi hukumDalam kehidupan masyarakat

berkaitan dengan proses sosialisasi. Pengetahuan dan

pemahaman mengenai aturan-aturan hukum merupakan hal

penting bagi setiap anggota masyarakat dalam proses

sosialisasi. Burn (1987: 418) menyatakan pengetahuan

aturan-aturan merupakanwarga masyarakat terhadap

persyaratan pokok agar interaksi sosial bisa berlangsung

efektif. Dengan demikian, diharapkan orangsecara

berperilaku sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh

hukum. Proses sosialisasi hukum sangat diperlukan agar

warga masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan

oleh hukum. Berlakunya asas hukum yang menyatakan bahwa

"setiap orang dianggap tahu undang-undang atau hukum

yang berlaku" pada dasarnya kurang memadai apabila

ditinjau dari usaha mewujudkan kesadaran hukum

masyarakat. Penundaan berlakunya Undang-undang No. 14

tahun 1992 dalam bidang lalu lintas yang diikuti dengan

penyuluhan hukum sebagai manifestasi dari komunikasi dan

sosialisasi hukum merupakan suatu contoh aktual yang

menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan sosialisasi

hukum dalam usaha untuk menumbuhkan kesadaran hukum

masyarakat.
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Problem kesadaran hukum masyarakat baru rauncul

b i lamana hukum sebagai sarana perubahan dalam masyarakat

Soekantotersebut t idak di taa t i oleh warga masyarakat .

( 1982 : 145 ) menyatakan bahwa awal masalah kesadaran

posi t iphukum t imbul dalam proses penerapan hukum

ter tu l i s . Hal i tu ter jadi karena adanya ket idaksesuaian

antara dasar sahnya hukum dengan kenyataan-kenyataan

Olehdipatuhi a tau t idak dipatuhinya hukum posi t ip .

karena i tu , dalam real i tas sos ia l ser ingkal i te r jadi

adanya ungkapan hukum posi t ip t idak dipatuhi oleh warga

Dalam kehidupan masyarakat bernegara, peranmasyarakat .
pemerintah ( bersama lembaga legis la t i f ) dalam mengatur

masyarakat dengan cara menggant i a taukehidupan

menciptakan hukum yang baru sangat besar . Menggant i

hukum lama yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat

dengan hukum yang baru pada dasarnya berkai tan dengan

adanya perubahan yang dikehendaki dalam kehidupan

masyarakat . Set iap perubahan dalam bidang hukum tentunya

berkai tan dengan pengetahuan , pemahaman , dan ketaa tan

warga masyarakat terhadap hukum baru yang diber lakukan

tersebut .
Ber lakunya hukum baru yang dic ip takan oleh negara

sebagai sarana perubahan dalam masyarakat ser ingkal i

dihadapkan pada kenyataan per i laku warga masyarakat

yang masih beror ientas i pada hukum yang lama . Kondis i

demikian menimbulkan or ientas i per i laku

•akat , dan hai Kerse t lu t dapat

j pE .-’. r’ uSTAKAAN
Univer s i t a s Brawi jay® l

berbeda

dalam kehidupan masy;

ft*
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dika j i dar i dua aspek , ya i tu kebiasaan dalam kehidupan

masyaraka t dan ka idah-kaidah hukumnya .

Per tama , pada sa tu s i s i , hukum negara yang dibentuk

oleh pembentuk undang-undang dan di topang oleh kekuatan

s t ruk tur da lam rea l i t asnya ser ingka l i memer lukan proses

sos ia l i sas i agar ber ja lan dengan ba ik . Dalam kondis i

sandaran kul tur mas ih d iper lukan agardemikian ,

masyaraka t menaa t i hukum i tu . Pada s i s i yang la in ,

per i laku warga masyaraka t yang didasarkan pada ke ten tuan

hukum ( ada t ) , yang te rbentuknya didasarkan pada kekuatan

sudahkul tur da lam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang

ber langsung lama dalam kehidupan masyaraka t , t idak mudah

begi tu sa ja di lupakan .

Kedua , hukum negara ada lah hukum yang lah i r dar i

ins t i tus i po l i t ik ( DPR ) t idakproses pol i t ik dalam

ter lepas dar i tu juan-tu juan pol i t ik juga . Asas-asas dan

ka idah-kaidah yang di rumuskan dalam hukum negara i tu

berbeda dengan asas-asas dan ka idah-kaidah yang sudah

lama diyakin i dan di laksanakan oleh masyaraka t da lam

yang te r jad i ada lah ,kehidupan sehar i-har i . Kendala

apabi la ka idah-kaidah yang di rumuskan oleh hukum negara

i tu dianggap oleh masyaraka t t idak cocok dengan n i la i-

n i la i dan kebiasaan yang te lah diyakin i dan d i ja lankan

Dalam s i tuas io leh masyaraka t yang bersangkutan .
da lamdemikian , maka dapa t te r jad i konf l ik budaya

kehidupan masyaraka t ( Wignjosoebro to , 1986 : 85-86 ) .

Konf l ik budaya sebaga imana d i kemukakan d i muka ,
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dapat juga terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui

Hal ini terjadi karena ada perbedaanpengadilan.

mendasar antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan

551)b:(1986di luar pengadilan. Rahardjodan

melaluibahwa penyelesaian sengketamenyatakan

(hukum negara) menghendaki penyelesaianpengadilan

kecuali terjadi perdamaiansengketa secara tuntas

sehingga dapat dipastikan pihak mana yang menang dan

kalah, sedangkan konteks budaya kita justru inginyang

meredam suatu sengketa yang ada dan membungkusnya dalam

bentuk keselarasan.

Terjadinya konflik budaya tersebut mencerminkan

adanya pluralisme budaya dan hukum dalam kehidupan

Hal ini harus dipahami karena salah satumasyarakat.

kendala yang dihadapi pembangunan hukum dalam masyarakat

kita ialah masih adanya pluralisme dalam bidang hukum

ini. Dalam suasana pluralisme hukum seorang warga

menyadari adanya berbagai norma hukum yang menurut

sama-sama berlaku untuk tindakan ataupersepsinya

interaksi tertentu yang dapat menimbulkan konflik norma

mana yang akan ditaati (Ihromi, 1986: 21).

Berdasarkan pemikiran di muka, dapat disimpulkan

bahwa kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya

sikap seseorang atau masyarakat, melaluimerupakan

pengetahuan dan pemahamannya, menaati hukum tanpa adanya

Ketentuan yang menyatakan bahwa penyelesaianpaksaan.

sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau
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melalui wasit diperbolehkan (penjelasan pasal 3 ayat 1

UUKK) menunjukkan bahwa penggunaan pengadilan dalam

menyelesaikan suatu sengketa atau perkara perdata tidak

bersifat memaksa. Penjelasan pasal 2 ayat 1 UUKK

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kepada badan-

badan peradilan merupakan penyelesaian yang bersifat

juridiksi voluntair.

Berkaitan dengan berlakunya kaidah-kaidah yang

tidak bersifat memaksa atau fakultatif, kesadaran hukum

masyarakat mempunyai peran penting dalam menumbuhkan

hukumketaatan warga masyarakat pada kaidah-kaidah

mengalihkantersebut. Dengan demikian, upaya untuk

perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara

tercapai apabila ada kesadaran warga masyarakat

menggunakan pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi di antara mereka.

2.1.4 Hubungan Hukum, Pilihan Tindakan Manusia, dan
Hakna Sosial Hukum

Hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia di

dalam masyarakat. Esensi hukum dalam kehidupan masyara-

kat sangat penting di samping kaidah-kaidah sosial yang

lain untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum dalam

bersifat beragam, antara lain berupaperwujudannya

petunjuk atau pedoman untuk bertingkah laku, larangan

untuk berbuat, mengatur perbuatan apa saja yang

diperbolehkan bagi seseorang warga masyarakat. Kehidupan

masyarakat tanpa adanya hukum yang mengaturnya akan
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menjadi kehidupan yang tidak tertib dan kacau.

Namun demikian, hukum itu sebenarnya merupakan

tingkah laku yang wujudnya bersifataturan-aturan

tidak bisaabstrak. Yang dimaksud abstrak disini adalah

dilihat dan diraba, akan tetapi ada dalam kenyataan

1974 b: 15). Dalam hukum(Koentjaraningrat, yang

bersifat tertulis, seperti undang-undang dan peraturan-

rumusan-rumusan abstrak tersebut dapatperaturan,

dilihat dan dibaca. Akan tetapi dalam hukum yang

abstraktertulistidakbersifat rumusan-rumusan

tersebut berada dalam alam pikiran warga masyarakat yang

bersangkutan. Hukum yang bersifat abstrak -- baik yang

beradabersifat tertulis maupun yang tidak tertulis

dalam keadaan statis dan tidak berdaya tanpa adanya

tindakan manusia. Hukum tampak "melakukan" sesuatu dan

"saling berinteraksi" karena adanya tingkah laku dan

tindakan manusia, sedangkan hukum itu sendiri tidak

dapat bertingkah laku (von Benda-Beckmann, 1990: 91).

Walaupun hukum itu bersifat abstrak, akan tetapi

hukum itu dapat mempengaruhi pilihan tindakan manusia.

Menurut Seidman (1978: 35) hukum mempengaruhi pilihan

tindakan manusia dalam dua cara, yaitu secara langsung

dan tidak langsung. Pertama, hukum mempengaruhi pilihan

tindakan manusia secara langsung disebabkan beberapa

hal, antara lain: (i) individu yang bersangkutan merasa

hukum itu merupakan perintah yang bersifat memaksa, (ii)

harusmemberikan perangsangituhukum yang
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diperh i tungkan , dan ( i i i ) hukum i tu benar seh ingga per lu

d ipa tuhi . Kedua , hukum mempengaruhi p i l ihan t indakan

t idak indiv idulangsung karenamanus ia secara

memperha t ikan dan mengikut i po la-pola per i laku yang

di lakukan orang la in secara beru lang-ulang a tau sudah

melembaga da lam kehidupan masyaraka t .

Pada s i s i la in , j ika dalam berbaga i rea l i t a sos ia l

t idakki ta dapa t mengamat i bahwa ser ingka l i hukum i tu

berdaya , pada dasarnya bukan karena a turan-a turan

hukum i tu sendi r i , t e tap i karena u lah a tau t indakan

manus ia . Berbaga i penyimpangan te rhadap a turan-aturan

hukum yang sudah je las ancaman sanks inya pada dasarnya

berka i tan dengan t indakan manus ia ba ik sebaga i penegak

hukum maupun sebaga i anggota masyaraka t . Dalam perkara

pidana , misa lnya , seka l ipun seseorang yang nyata-nyata

ada ind ikas i melanggar a turan hukum yang seharusnya

d iad i l id i pengadi lan te rnya ta b isa sa ja t idakd iad i l i

karena adanya t indakan manus ia berdasarkan sebab-sebab

te r ten tu . Hal in i merupakan sua tu contoh mengenai

Olehke t idakberdayaan hukum karena t indakan manus ia .

karena i tu dalam kehidupan sehar i-har i banyak

diungkapkan " anekdot " yang member ikan gambaran t indakan

orang yang berka i tan dengan hukum .
Pengadi lan ada lah lembaga penyelesa i sengketa da lam

masyaraka t yang beker janya te rgantung pada warga

masyaraka t . Pengadi lan t idak dapa t berdaya tanpa adanya

warga masyaraka t menggunakannya .t indakan yang
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukanlah suatu

paksaan oleh karena undang-undang membolehkan pihak yang

bersengketa menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

lain,perdamaian. Dengan perkataandengan cara

penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan suatu

pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh warga

masyarakat. Apabila pihak yang bersengketa menggunakan

maka itu berarti yang bersangkutanpengadilan,

menggunakan hukum negara dalam menyelesaikan sengketa

yang dihadapi. Masalahnya adalah seberapa jauh hukum

negara mempengaruhi pilihan tindakan pihak yang

bersengketa melalui penggunaan pengadilan sebagai

lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat?

dalamtindakanpilihandenganBerkaitan

(1983: 78)penyelesaian suatu sengketa ini, Moore

berdasarkan hasil penelitiannya mengenai orang Chagga di

menyatakan bahwa hukum negaraAfrika,Kilimanjaro,

hanya merupakan salah satu faktor saja yang dapat

mempengaruhi keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan

diambil warga masyarakat dalam menyelesaikanyang

hubungan-hubungan sosialnya. Dalam masyarakat yang

disebut "semi autonomus social field" sengketa dapat

diselesaikan dengan cara-cara mereka sendiri tanpa

campur tangan pihak lain (pengadilan).

Lebih jauh Moore menyatakan bahwa peraturan hukum

efektif apabila ada orang-orang dalam suatubaru

lingkungan sosial melakukan ancaman dalam penyelesaian
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suatu sengketa. Hal ini mengandung pengertian bahwa

hukum negara baru efektif apabila ada pihak-pihak yang

bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk

menyelesaikan sengketanya.

Dari uraian di muka, jelaslah bahwa dalam

penyelesaian suatu sengketa hubungan hukum dengan

tindakan manusia sangat berkaitan. Tindakan pihak yang

bersengketalah yang menentukan apakah sengketa itu

diselesaikan melalui pengadilan (hukum) atau di luar

pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekalipun

pengadilan itu dibutuhkan masyarakat akan tetapi dalam

kondisi tertentu pengadilan itu tidak digunakan oleh

warga masyarakat. Pengadilan eksis secara sosial apabila

pengadilan itu digunakan oleh warga masyarakat. Dengan

pilihan
perkataan lain, apabila hukum mempengaruhi

tindakan masyarakat dan hukum tersebut diwujudkan dalam

perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai

tujuannya maka hukum itu mempunyai makna secara sosial

apabila
(von Benda-Beckmann,1983: 90). Demikian halnya,

pengadilan dipilih oleh masyarakat sebagai lembaga untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka,

maka pengadilan itu merupakan hukum yang mempunyai makna

secara sosial.

2.1.5 Pilihan Tindakan dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat secara

garis besar dapat digolongkan kedalam dua cara atau
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model, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Di kalangan para ahli, penyelesaian sengketa melalui

pengadilan dan di luar pengadilan ini disebut dengan

Benda-Beckmannistilah yang berbeda. Misalnya, von

(1986: 188) menggunakan istilah penyelesaian sengketa

melalui lembaga negara (state institutions) dan lembaga

rakyat (folk/traditions! institutions), sedangkan Vago

(1981: 232) menggunakan istilah penyelesaian sengketa

ofpublik dan formal (public and formal methodssecara

conflict resolutions) dan penyelesaian sengketa secara

methods of conflict resolutions).nonhukum (nonlegal

Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena sudut

pandang yang digunakan berbeda, yaitu von Benda-Beckmann

memandang dari sudut kelembagaannya sedangkan Vago

memandang dari sifat penyelesaian sengketa itu.

sengketapenyelesaianTerjadinya dua macam

sebagaimana tersebut di muka dimungkinkan oleh hukum

nasional kita. Penjelasan pasal 3 UUKK menyatakan bahwa

penyelesaian perkara (perdata) di luar pengadilan atas

dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap

Ketentuan tersebut juga mengandungdiperbolehkan.

bagipengertian bahwa hukum memberikan kemungkinan

pihak-pihak yang bersengketa melakukan pilihan tindakan

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara

mereka melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

mengandungTindakan (action) pada dasarnya
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pengertian semua perilaku manusia (Weber, 1947: 88). Dan

setiap tindakan yang dilakukan manusia dalam hubungan

sosialnya merupakan implikasi dari pilihan (choice)

(Seidman, 1978: 69). Ini mengandung pengertian bahwa

manusia mempunyai kemampuan memilih suatu tindakan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar

pengadilan pada dasarnya merupakan implikasi dari suatu

pilihan tindakan.

Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan

Bagaimanadapat dijumpai pada setiap masyarakat.

sengketa itu diselesaikan, tidak ada suatu bentuk yang

seragam. Artinya, pihak yang bersengketa dapat melakukan

berbagai pilihan tindakan dengan tujuan agar sengketa

itu dapat diselesaikan. Menurut Nader dan Todd (1978: 9-

10) ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang

digunakan dalam berbagai masyarakat di dunia. Adapun

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut berupa:

(arbitration),(adjudication), arbitrasiajudikasi

mediasi ( mediation), negosiasi (negotiation), paksaan

(coercion), penghindaran (avoidance), dan biarkan saja

( lumping it).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikemuka-

kan oleh Nader dan Todd tersebut pada dasarnya dapat

diklasifikasikan dalam tiga macam yaitu (i) yang

melibatkan pihak ketiga, (ii) dilakukan oleh pihak-

pihak yang bersengketa saja, dan (iii) dilakukan oleh

sepihak saja.
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Pertama, penyelesaian sengketa yang melibatkan

pihak ketiga meliputi penyelesaian sengketa berupa:

arbitrasi, dan mediasi. Bentuk-bentukajudikasi,

penyelesaian sengketa tersebut mempunyai persamaan dan

bentukPersamaannya adalah ketigaperbedaan.

penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga

atau bersifat triadik. Sedangkan perbedaannya terletak

pada peranan yang dilakukan pihak ketiga tersebut.

Ajudikasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang

dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kewenangan

untuk campur tangan dan pihak ketiga tersebut mengambil

dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan tanpa

apakah pihak-pihak yang bersengketamemperhatikan

Berbeda dengan ajudikasi,menghendaki atau tidak.

arbitrasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang

dilakukan oleh pihak ketiga yang keputusannya disetujui

Mediasi adalaholeh pihak-pihak yang bersengketa.

bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak

ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam

mencapai persetujuan.

Kedua, bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan

pihak-pihak yang bersengketa yang berupa negosiasi.

Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang

bersifat diadik untuk menghasilkan suatu keputusan atau

persetujuan tanpa campur tangan atau bantuan pihak

Todd, 1978:ketiga. Menurut Gulliver (dalam Nader dan
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10) dalam negosiasi penyelesaian sengketa itu tidak

berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan

aturan yang mereka buat sendiri.

Ketiga, bentuk penyelesaian sengketa yang berupa

membiarkan saja, penghindaran, dan paksaan. Bentuk

dansengketa ini adapenyelesaian persamaan

perbedaannya. Persamaannya terletak pada penyelesaian

sengketa tersebut bersifat sepihak atau monadik.

Perbedaannya adalah langkah-langkah atau tindakan yang

diambil oleh pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan

saja adalahsengketa tersebut. Membiarkan cara

olehpenyelesaian sengketa tanpa melakukan upaya apapun

salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penghindaran

adalah cara penyelesaian sengketa dengan melakukan

pembatasan atau pemutusan hubungan sosial oleh salah

satu pihak dengan pihak lawan, misalnya mengundurkan

diri atau menghentikan hubungan dengan meninggalkan

pihak lawan. Pemaksaan adalah cara penyelesaian sengketa

berupa memaksakan hasil akhir oleh salah satu pihak

terhadap pihak lawan, yang sering dilakukan dengan

berbagai ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap pihak

lawan.

sengketa melalui pengadilanPenyelesaian

(ajudikasi) atau di luar pengadilan (negosiasi, mediasi,

paksaan, penghindaran, dan membiarkan saja) bukanlah

suatu tindakan yang terjadi secara kebetulan, akan

tetapi merupakan tindakan yang berdasarkan suatu
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pilihan. Pihak yang bersengketalah yang menentukan

merupakan perilakupilihan itu. Cara-cara tersebut

Sebagaimanamanusia yang berkaitan dengan hukum.

A. De Wild, bahwa hukum merupakandinyatakan oleh

bentuk perilaku manusia yang bisa diamati (van Dijk et

1980: 451). Untuk memahami penyelesaian sengketaal,

melalui pengadilan dan di luar pengadilan tentunya harus

diungkapkan latar belakangnya. Dalam hal ini dapat

pilihandikaji faktor-faktor yang menentukan suatu

tindakan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau

di luar pengadilan, makna berperkara ke pengadilan,

tujuan dan konsekuensi berperkara ke pengadilan.

berkaitan dengan faktor-faktor yangPertama,

ahli,Di kalangan paramenentukan suatu tindakan .

terdapat pandangan yang beragam tentang faktor-faktor

Aliranyang mempengaruhi pilihan tindakan manusia.

pemikiran fungsional struktural yang dikembangkan antara

lain oleh Parson berpendapat bahwa tindakan seseorang

itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat. Teori tersebut bertitik tolak dari pemikiran

bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang

terdiri dari bagian yang menyatu dalam keseimbangan.

tindakan-tindakanSistem sosial ini terbentuk dari

individu, akan tetapi tindakan-tindakan individu itu

bergerak ke arah keseimbangan dan stabilitas. Dalam

situasi masyarakat yang demikian ini, manusia tidak

 



63

sepenuhnya berada dalam keadaan bebas untuk melakukan

tindakannya. Pilihan-pilihan tindakan manusia itu secara

normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan

standar normatif bersama. Prinsip-prinsip dasar itu

menurut Parson bersifat universal dan mengendalikan

semua tipe perilaku manusia tanpa memandang konteks

sosial budaya tertentu (dalam Johnson, 1986: 99-113).

Dalam perspektif teori struktural fungsional

sebagaimana tersebut di muka tampak bahwa peranan budaya

cukup besar pengaruhnya terhadap perilaku atau tindakan

manusia. Tindakan demikian tersebut merupakan tindakan

yang berorientasi pada nilai, yaitu berkaitan dengan

standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-

Dalamindividu (dalam Ritzer, 1988: 114-115).pilihan

pemikiran fungsional struktural penggunaan hukum

(pengadilan) dalam penyelesaian suatu sengketa (perdata)

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup

dalam masyarakat yang bersangkutan.

Suatu contoh klasik yang pernah dikemukakan oleh

Friedman (1969: 27-30) mengenai pengaruh budaya terhadap

penyelesaian sengketa dalam beberapa masyarakat ternyata

menunjukkan cara penyelesaian yang berbeda. Masyarakat

Birma, dikatakan, mempunyai kegemaran berperkara ke

pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

merupakan upaya penyelesaian sengketa yang sudah biasa

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya

masayarakat yang lain di Korea, dikatakan, mengajukan
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perkara ke pengadilan merupakan upaya penyelesaian

sengketa yang terakhir. Bahkan dikatakan ada anggapan

sengketa melalui pengadilan merupakanpenyelesaian

tindakan yang bersifat bermusuhan.

Pemikiran aliran fungsionalisme struktural bahwa

budaya menentukan pilihan tindakan manusia dikritik oleh

Giddens dalam teori strukturasinya. Giddens sebagai

tokoh teori tersebut berpendapat bahwa pilihan tindakan

manusia itu tidak selalu ditentukan atau sesuai dengan

kebiasaan)(norma-norma, nilai-nilai, danstruktur

tetapi manusia mempunyai kebebasan menyimpang dari

struktur (Ritzer, 1988: 369-370).

Menurut Giddens tindakan yang dilakukan seseorang

Kegandaanitu berkaitan dengan kegandaan struktur.

struktur dalam teori strukturasi merupakan suatu

dialektikalpandangan yang bersifat dualistis atau

tentang sikap atau tindakan manusia. Tindakan atau sikap

manusia (pelaku) pada satu sisi terbentuk oleh struktur-

struktur sosial tertentu, sementara pada sisi yang lain

struktur-struktur masyarakat tersebut terbentuk karena

demikianadanya tindakan manusia. Dalam pengertian

pelaku akan selalu terlibat dalam proses reproduksi dan

pada saat yang bersamaan terlibat dalam proses

penciptaan struktur-struktur baru (Munch, 1989: 102).

Struktur (dalam teori strukturasi) sebagai aturan

dan sumber tidak dapat dipelajari sebagai kumpulan
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aturan dan kapabilitas yang terisolasi, tetapi dianggap

sebagai media dan hasil dari reproduksi sistem sosial.

Dalam kehidupan masyarakat struktur merupakan kondisi-

kondisi yang bersifat membantu atas terbentuknya suatu

sikap atau tindakan, dan struktur tersebut memberikan

suatu peluang terbentuknya suatu aksi dan struktur-

struktur baru.

Sebagai ilustrasi yang berkaitan dengan penyelesai-

(pihakan sengketa dalam masyarakat, aktor atau agen

bersengketa) dalam melakukan tindakan untukyang

menyelesaikan sengketa tersebut dapat mengaeu pada

masyarakat. Artinya, jikanorma yang berlaku dalam

menurut norma-norma atau kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat sengketa, seharusnya dilakukan di luar

pengadilan dan ternyata aktor atau agen menyelesaikan

sengketa itu di luar pengadilan, maka dalam hal terjadi

demikian aktor atau agen melakukan tindakan sesuai

dengan struktur yang ada. Struktur dalam teori

strukturasi adalah aturan-aturan yang mengatur tindakan

manusia (Craib, 1986: 104). Namun demikian, aktor atau

agen tidak selalu bertindak sesuai dengan norma atau

aturan yang berlaku saja, melainkan dalam konteks

tertentu aktor atau agen mempunyai kebebasan untuk

melakukan tindakan atau pilihan tindakan yang menyimpang

berlaku, misalnyadari aturan atau norma yang

menyelesaikan sengketanya ke pengadilan.

Pandangan lain dikembangkan oleh Seidman (1978: 69-
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77) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi pilihan tindakan seseorang sebagai pemegang

peran (role aca.tps.nt) ialah ganjaran dan hukuman. Ini

selalubahwapengertianmengandung seseorang

memperhatikan keuntungan dan kerugian yang akan

diterimanya jika pilihan tindakan itu dilakukan atau

Perhitungan keuntungan dan kerugian yangdipilih.

sebagaimanatindakanpilihanmendasari suatu

dikemukakan oleh Seidman di muka pada dasarnya berakar

pada prinsip-prinsip ekonomi dan psikologi yang

(exchange theory).dikembangkan oleh teori pertukaran

Homans sebagai salah seorang tokoh teori ini menyatakan

bahwa suatu tindakan adalah rasional apabila didasarkan

perhitungan untung rugi. Dasar pemikiran teori ini

adalah bahwa tindakan sosial dilihat ekuvalen dengan

tindakan ekonomis yang didasarkan perhitungan untung

rugi. Dalam interaksi sosial aktor atau agen akan

mempertimbangkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan

maka semakin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa

(dalam Ritzer, 1985: 91-93; Poloma, 1987: 51-diulang

76).

Kedua, berkaitan dengan makna atas objek. Teori

interaksionisme simbolik berpendapat bahwa manusia tidak

dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur,

tetapi merupakan manusia (aktor) yang bebas. Kebudayaan
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termasuk juga sistem osial, stratifikasi sosial

menurut teori ini tidak menentukan tindakan manusia,

akan tetapi mengakui bahwa kebudayaan itu besifat

membentuk kondisi-kondisi bagi tindakan manusia

(dalam Johnson, 1986: 37; Poloma, 1987: 259). Oleh

karena itu, individu mempunyai "otonomi" dalam proses

interaksi sosialnya. Berdasarkan otonomi yang

dimilikinya itu seorang individu (aktor) mampu membuat

pilihan-pilihan yang bersifat independen mengenai

tindakan apa yang ia lakukan. Pilihan-pilihan tersebut

berkaitan dengan makna atas objek. Blumer menyebut

adanya tiga macam objek yaitu objek fisik ( physical

objects), objek sosial {socis.1 objects), dan objek

abstrak (sbstrsct objects')(dalam Ritzer, 1988: 182).

Makna pada dasarnya merupakan interpretasi yang

diberikan seseorang atas suatu objek. Dalam suatu

tindakan, makna atas objek dipakai sebagai instrumen

yang mengarahkan dan pembentukan suatu tindakan tersebut

(Poloma, 1979: 263). Pilihan tindakan berdasarkan makna

bersifatatas objek ini menimbulkan pandangan yang

relativisme dalam berfikir. Misalnya saja, pengadilan

dapat memberikan makna yang berbeda bagi setiap orang.

Tindakan seseorang untuk menyelesaikan sengketanya

melalui pengadilan atau di luar pengadilan merupakan

interaksi dengan objek yang melahirkan abstraksi makna

tertentu atas objek tersebut. Ini mengandung pengertian

bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan mempunyai
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makna yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar

Berdasarkan makna tersebut,pengadilan. seseorang

menganggap berperkara ke pengadilan merupakan suatu cara

ideal oleh karena akan memperoleh keadilan atasyang

hak-hak yang diperjuangkannya, akan tetapi orang lain

menganggap berperkara ke pengadilan itu tidak akan

memperoleh keadilan, bahkan mendatangkan kerugian yang

tidak sedikit.

Ketiga, berkaitan dengan tujuan dan konsekuensi

tindakan. Pilihan suatu tindakan pada dasarnya tidak

terlepas dari tujuan yang diharapkan. Pilihan tindakan

yang demikian itu oleh Giddens disebut pilihan tindakan

yang strategis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa

melalui pengadilan atau di luar pengadilan, menurut

Giddens, adalah suatu pilihan tindakan strategis. Dalam

setiap tindakan aktor memperhatikan sumber, yaitu media

yang menjadi suatu kekuatan yang digunakan dalam suatu

tindakan (Giddens, 1982: 35). Adapun sumber di sini

dapat berupa kedudukan, kemampuan keuangan, pemilikan

hak atas tanah yang kuat (sertifikat), danbukti-bukti

sebagainya. Sumber semacam ini dalam pilihan tindakan

yang strategis dapat digunakan oleh aktor atau agen

untuk mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Dengan

kemampuan keuanganya, misalnya, seseorang dapat saja

mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan

keinginannya.
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Pilihan penggunaan kelembagaan penyelesai sengketa

yang berbeda tersebut mempunyai keluaran dan konsekuensi

yang berbeda satu sama lain. Jadi tujuan yang diharapkan

dari penggunaan kelembagaan penyelesai sengketa tentunya

Penyelesaian sengketa melalui pengadilanberbeda.

merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang menghasilkan

keputusan (vonnis) yang bersifat membenarkan atau

menyalahkan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini

karena pengadilan diberi kekuasaan untukterjadi

menetapkan siapa yang benar dan salah. Pada sisi yang

lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan -- dalam

yang didasarkan pada kekuatansistem hukum adat

kultur berorientasi pada perdamaian dan keselarasan

dalam kehidupan masyarakat. Cara penyelesaian demikian

tidak menimbulkan konsekuensi adanya pihak yang salah

dan benar dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak

yang bersengketa. Hukum adat memandang manusia sama

sekali bukan individu yang terasing yang mementingkan

diri pribadinya saja. Manusia merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat,

sedangkan masyarakat berada di tengah-tengah kehidupan

hukum (Supomo, 1970: 10-11).

Pemikiran-pemikiran di muka memberikan gambaran

bahwa pilihan tindakan manusia bukan didasari oleh sebab

tunggal. Aspek-aspek yang mempengaruhi pilihanyang

tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa yang berupa

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, makna, dan
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tujuan, sebagaimana tersebut di muka pada dasarnya

tidaklah berdiri sendiri. Ketiga aspek tersebut bagi

tindakan seseorang mempunyai kaitan satu sama lain.

Penggunaan suatu kelembagaan penyelesaian sengketa

tertentu selain mempunyai tujuan tertentu yang

diharapkan, juga sekaligus mempunyai makna tertentu atas

tindakannya tersebut. Dalam hal iniVon Benda-Beckmann

(1990: 92) berpendapat bahwa makna atas objek pada

dasarnya merupakan alat untuk merasionalisasikan dan

membenarkan sikap pelaku melalui konstruksi penghubung

logis antara tujuan dan hasil yang diharapkan.

Di samping ada keterkaitan hubungan antara tujuan

dan perhitungan untung rugi, ada juga keterkaitan

hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dengan

konsekuensi yang akan terjadi. Artinya, untuk mencapai

tujuan yang diharapkan pihak yang bersengketa tentunya

memperhitungkan keuntungan dan kerugian dan akibat-

akibat yang akan terjadi atas pilihan tindakannya.

Giddens (1983: 87) menyatakan bahwa pelaku

memperhitungkan risiko dalam pelaksanaan suatu tindakan

tertentu dan pelaku menerima segala kemungkinan sebagai

akibat yang diterimanya untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.6 Bekerjanya Pengadilan dalam Masyarakat

Keberadaan pengadilan dalam kehidupan masyarakat

kita tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan struktur

kenegaraan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman,
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akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

penegak hukum dan keadilan dalam rangkasebagai

perwujudan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan

pengadilanMasyarakat seringkali menganggaphukum.

sebagai tempat untuk mencari perlindungan dan memberikan

keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pandangan dan harapan masyarakat tersebut adalah

tidak berlebihan dan semestinya memang demikian, agar

tidak menimbulkan sikap untuk menjadi hakim sendiri.

Salah satu ciri adanya hukum adalah menyelenggarakan

1991: 120-121).keadilan dalam masyarakat (Rahardjo,

Ciri seperti itu dimiliki oleh pengadilan. Dalam hukum

nasional pengadilan adalah badan yang diberi kewenangan

oleh negara untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam

masyarakat berdasarkan kekuatan undang-undang.

kehakiman,kekuasaanSebagai penyelenggara

pengadilan mengemban tugas pokok yang telah ditetapkan

oleh undang-undang yaitu menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

1 UUKK). Ketentuandiajukan kepadanya (pasal 2 ayat

tersebut pada dasarnya menggambarkan alur yang harus

dilakukan oleh pengadilan dalam menangani suatu perkara.

Ada tiga alur yang berkaitan dengan bekerjanya

yaitu < i) menerima masukan (input), (ii) melakukan

persidangan ( process), dan (iii) menghasilkan keluaran

(output). Masukan berupa adanya pengajuan gugatan dari
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gugatan dari pihak yang beperkara atau yang

bersengketa, persidangan berupa pemeriksaan di muka

sidang, dan keluaran berupa putusan hakim (vannis).

Ketiga alur penyelesaian sengketa yang ada pada

pengadilan tersebut sekalipun dapat dipisahkan tetapi

dalam operasionalnya tidak bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan gambaran di muka ada unsur-unsur yang

saling mempengaruhi dalam bekerjanya pengadilan. Hakim

baru dapat memeriksa suatu perkara bilamana ada gugatan

yang diajukan warga masyarakat kepadanya, dan putusan

hakim baru dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara

selesai dilakukan. Dengan perkataan lain, pengadilan

bekerja berdasarkan sistem. Yang dimaksud dengan sistem

di sini adalah hubungan kebergantungan antara setiap

bagian (interrelation b&twe&n parts') (Rasjidi, 1993:

43). Penggerak utama bekerjanya pengadilan adalah warga

masyarakat yaitu dengan adanya masukan yang berupa

gugatan dari pihak yang beperkara. Dalam perkara

perdata tanpa adanya gugatan yang diajukan warga

masyarakat, pengadilan tidak dapat melakukan tugas yang

diberikan undang-undang kepadanya. Hal tersebut tidak

hanya terjadi dalam perkara perdata tetapi juga dalam

perkara pidana. Dalam perkara pidana pengadilan mulai

bekerja apabila pihak kejaksaan telah melimpahkan berkas

perkara ke pengadilan untuk disidangkan.

Friedman (1969: 27-30) berpendapat bahwa bekerjanya

pengadilan itu sebagai suatu sistem hukum yang di
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dalamnya mengandung tiga komponen yaitu (i) komponen

dan (iii)komponen substanstif,(ii)struktural,

komponen kultural. Yang dimaksud komponen struktural

adalah bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu

mekanisme. Secara struktural pengadilan terdiri dari

bagian-bagian yang terdiri dari hakim atau majelis

hakim, tempat melakukan sidang dan dilakukan dalam waktu

tertentu, dan batas-batas yurisdiksi tertentu. Komponen

substantif berupa ketentuan hukum atau aturan hukum baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan keputusan

dihasilkan pengadilan, yang dihasilkan olehyang

pembentuk undang-undang, serta pemerintah. Sedangkan

komponen kultural adalah ide-ide, sikap-sikap, nilai-

kepercayaan yang berkaitan dengan hukumnilai,

(Friedman, 1986: 17). Dari tiga komponen tersebut,

menurut Friedman, kultur hukum menjadi motor penggerak

bekerjanya pengadilan dalam masyarakat. Bekerja atau

tidak bekerjanya pengadilan sangat tergantung pada

kultur hukum dari warga masyarakat yang bersangkutan.

Dengan perkataan lain kultur hukum akan berpengaruh

terhadap posisi pengadilan (hukum) dalam kerangka budaya

masyarakat yang bersangkutan.

Ketergantungan pengadilan pada warga masyarakat

yang bersengketa) menyebabkan bekerjanya(pihak

pengadilan hanya bersifat reaktif saja. Dikatakan

bersifat reaktif oleh karena perkara yang masuk ke
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pengadilan didasarkan atas inisiatif dari pihak yang

berperkara, bukan kehendak pengadilan atau hakim

1981: 10).' Dengan demikian, berdasarkan(Galanter,

bekerjanya pengadilan yang bersifat reaktif tersebut,

pengadilan menampakkan diri sebagai hukum yang responsif

yaitu sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dan

aspirasi masyarakat (Nonet dan Selzniek, 1978: 14).

Pada dimensi lain, pengadilan tidak hanya menerima,

memeriksa, mengadili suatu perkara, tetapi juga

merupakan arena tempat sengketa atau perkara itu

mengalami proses (Galanter, 1981: 3). Dalam pengadilan

terjadi administrasi, penyimpanan arsip,proses

negosiasi untuk mencapai perdamaian, mediasi, dan

berlangsungnya pemutusan perkara melalui persidangan.

Dalam interaksi demikian tidak tertutuparena

kemungkinan adanya berbagai upaya dari pihak-pihak yang

terlibat telah "menyelesaikan sendiri" sengketa yang

dihadapi. Dengan demikian pengadilan (hakim) hanya

mengukuhkan apa yang sebenarnya telah disepakati oleh

para pihak yang bersengketa.

2.1.7 Fungsi PengadiIan

Fungsi utama pengadilan adalah menyelesaikan

sengketa yang terjadi dalam masyarakat (Vago, 1981: 66,

Munger, 1988: 64). Dalam undang-undang dikatakan bahwa

menyelesaikan perkara merupakan tugas pokok pengadilan.

Hal ini dapat dibaca dalam pasal 2 ayat 1 UUKK yang
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,*dengan tugas pokok untuk menerimsfmenyatakan

dan mengsdiii serts menyelessiksn setispmemerikss,

perksrs yang disjuksn kepsdsnys".
Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud

dengan "menyelesaikan setiap perkara" seperti yang

1 di muka.dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat

"menyelessiksn" dapat diartikan sebagai hal yangKata

berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh pengadilan

mendamaikan(i)dalam menangani suatu perkara yaitu

pihak yang bersengketa dan (ii) atau memberikan putusan

atas suatu perkara. Pertama, hakim menurut hukum acara

130 ayat 1 H.I.R) diwajibkan untukperdata (pasal

Denganmendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

adanya perdamaian di muka sidang maka perkara atau

sengketa itu sudah selesai (Subekti, 1982; Sutanto dan

1995: 35-36). Kedua, pengadilanUripkartawinata,

memberikan putusan ( vonnis). Putusan adalah suatu

pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan dan

untuk menyelesaikan perkarabertujuan suatu

(Mertokusumo, 1988: 167-168).

pengertian kata "menyelesaikan"Berdasarkan

maka menyelesaikansebagaimana tersebut di muka,

sengketa atau perkara yang dilakukan oleh pengadilan

sebenarnya mengandung pengertian yang luas. Menyelesai-

kan perkara dapat berarti mendamaikan dan memberikan

terhadap perkara atau sengketaputusan yang

ditanganinya.
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Beperkara di pengadilan khususnya perkara

perdata -- pada dasarnya dapat diselesaikan dengan dua

kemungkinan (apabila perkara itu tidak dieabut) yaitu:

(i) perkara tersebut diputus oleh hakim dan (ii) terjadi

perdamaian di muka sidang.

Apabila perkara atau sengketa itu diputus oleh

pengadilan (hakim) maka perkara atau sengketa itu

diselesaikan secara ajudikatif. Penyelesaian sengketa

secara ajudikatif terjadi apabila ada campur tangan

pihak ketiga (hakim) yang mempunyai wewenang untuk

mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku

tanpa kedua belah yang bersengketa menghendaki atau

tidak atas isi keputusan tersebut (Nader dan Todd, 1978:

11). Jadi dalam hal sengketa atau perkara diselesaikan

ajudikatif, maka peran pengadilan adalahsecara

menjatuhkan putusan (vonnis).

Namun, apabila sengketa atau perkara itu

diselesaikan secara perdamaian di muka sidang pengadilan

maka sengketa atau perkara tersebut diselesaikan secara

mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi terjadi

apabila ada campur tangan pihak ketiga — dalam hal ini

pengadilan (hakim) -- berusaha agar dicapai persetujuan

oleh kedua belah pihak (Nader dan Todd, 1978: 10). Dalam

hal sengketa atau perkara dapat diselesaikan secara

mediasi, maka peran pengadilan hanya mengukuhkan isi

perdamaian tersebut, sekalipun dalam bentuk putusan
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perdamaian. Cara penyelesaian sengketa semacam ini oleh

"in theMonokin dan Kornhauser disebut dengan istilah

shadow of the lew", sedangkan Sapiro menyebut dengan

istilah "shadow imagery" (Galanter, 1981: 8).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di muka, baik

ajudikasi maupun mediasi yang dilakukan pengadilan

tersebut sama-sama menyelesaikan sengketa atau perkara

ditanganinya. Dengan demikian pengertianyang

"memutuskan" merupakan bagian dari fungsi pengadilan

menyelesaikan sengketa.

Ketentuan yang mengatur fungsi pengadilan

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UUKK pada

dasarnya menempatkan badan peradilan itu bersifat pasif

dan aktif. Pertama, menerima perkara mengandung

pengertian bahwa badan peradilan itu bersifat pasif.

Artinya, pengadilan baru melaksanakan fungsinya 3 ika

ada perkara yang diajukan kepadanya. Selama tidak ada

perkara yang masuk, pengadilan tidak dapat melakukan

fungsinya sesuai dengan tugas pokok yang dipercayakan

oleh negara kepadanya. Dengan perkataan lain

khususnya dalam perkara perdata -- badan peradilan dapat

melakukan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa dalam

masyarakat sangat tergantung pada pihak-pihak yang

beperkara.

Kedua, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya mengandung

pengertian bahwa badan peradilan itu bersifat aktif.
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Artinya, jika ada perkara yang diajukan kepadanya badan

peradilan tersebut wajib menanganinya. Dengan perkataan

lain badan peradilan wajib menjalankan fungsinya untuk

menyelesaikan perkara tersebut.

Salah satu eontoh badan peradilan bersifat aktif

ialah adanya kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan

pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut dinyatakan

dalam pasal 130 ayat 1 H.I.R yang berbunyi sebagai

berikut:

"jika pada hari yang ditentukan itu, kedua
belah pihak datang, maka pengadilan mencoba
dengan perantaraan ketuanya akan memperdamai-
kan mereka itu".

Usaha memperdamaikan pihak yang bersengketa

merupakan hal yang penting oleh karena apabila terjadi

perdamaian maka proses beperkara dapat diakhiri. Supomo

62) menyatakan bahwa perdamaian tersebut tidak(1967:

bersifat putusan hakim melainkan merupakan persetujuan

kedua belah pihak atas pertanggungan mereka sendiri.

Perdamaian sebagai persetujuan kedua belah pihak

untuk mengakhiri suatu perkara sebagaimana dinyatakan

Supomo tersebut diatur dalam pasal 1851 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPdt). Dalam pasal tersebut

selain memberikan pengertian tentang perdamaian juga

menyatakan keabsahan suatu perdamaian. Ketentuan dalam

pasal 1851 KUHPdt tersebut selengkapnya berbunyi sebagai

ber ikut:

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan
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mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,
menjanjikan atau menahan suatu barang,
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergan-
tung ataupun mencegah timbulnya perkara.
Persetujuan itu tidak sah, melainkan jika
dibuat secara tertulis".

Dalam hal pengadilan menjalankan fungsi pokoknya

yang bersifat pasif dan aktif tersebut sebenarnya hanya

besifat reaktif saja. Artinya, peran aktif itu muncul

ketika ada gugatan masuk dan hakim berupaya untuk

mendamaikan pihak yang bersengketa, dan jika tidak dapat

Dengandidamaikan pemeriksaan perkara dilanjutkan.

demikian, kasus-kasus sengketa yang masuk ke pengadilan

itu bukan karena kehendak pengadilan tetapi karena

inisiatif dari salah satu yang berperkara. Pengadilan

tidak berkerja sama sekali atau tidak menjalankan

fungsinya jika tidak ada gugatan yang diajukan

kepadanya, sekalipun terjadi sengketa dalam masyarakat

yang bersangkutan.

Fungsi pengadilan menyelesaikan sengketa dalam

masyarakat sebagaimana tersebut di muka pada dasarnya

merupakan salah satu dari fungsi hukum. Hoebel < 1968:
273) menyatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah

menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang timbul dalam

masyarakat. Fungsi hukum yang demikian ini disebut juga

sebagai fungsi represif (Rasjidi dan Putra, 1993: 123).

Pada sisi yang lain hukum dikatakan juga mempunyai

fungsi integratif. Hal tersebut terjadi karena kehidupan

masyarakat merupakan manifestasi dari interaksi berbagai
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individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam

proses interaksi tersebut terjadi sengketa adalah hal

yang lazim. Dalam keadaan demikian, hukum digunakan

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena

itu hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan

sistem sosial, sehingga dengan demikian hukum mempunyai

fungsi integratif (Salman, 1989: 17).

Posisi hukum (pengadilan) yang mempunyai fungsi

integratif tersebut sebenarnya berakar dari konsep

tentang fungsi hukum dalam sistem sosial yang

dikembangkan oleh Talcot Parson. Parson menyoroti tertib

hukum dalam kerangka teori sistem sosial yang

fungsional. Hukum dipandang sebagai mekanisme kontrol

sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata

pada hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Fungsi

utama suatu sistem hukum bersifat integratif untuk

mengurangi unsur sengketa yang potensial ada dalam

masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.

Sistem interaksi itu akan berfungsi dengan baik bilamana

suatu sistem aturan ditaati (Schur, 1989: 79).

Berkaitan dengan fungsi integratif yang dilakukan

oleh sistem hukum sebagaimana dinyatakan di muka,

Bredemeier dalam karyanya yang berjudul Laws ciS <3D

Integrative Mechanism menggambarkan mekanisme integratif

yang dilakukan oleh hukum itu adalah pengadilan.

integratif pengadilan dalam menyelesaikan sengketa

Fungsi

yang

terjadi dalam masyarakat, dalam kajian ini, merupakan
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mekanisme in tegra t i f yang berka i tan dengan proses

sos ia l i sas i . Pengadi lan sebaga i sarana untuk melakukan

fungs i in tegra t i f da lam proses sos ia l i sas i in i per lu

syara t te r ten tu , ya i tu sengketa yang te r jad i da lam

masyaraka t i tu harus d ia jukan ke muka s idang pengadi lan .

Dalam hal in i per lu ada mot ivas i dar i warga masyaraka t

da lamuntuk menggunakan sarana hukum ( pengadi lan )

mel indungi kepent ingan-kepent ingannya . Dengan perka taan

la in dalam di r i warga masyaraka t harus ada kesadaran

bahwa hukum dapat member ikan keadi lan dan per l indungan

bagi kepent ingan-kepent ingannya .

Dalam proses in tegra t i f semacam in i yang pent ing

ada lah mot ivas i dar i warga masyaraka t yang mencar i

keadi lan untuk mempereaya i pengadi lan sebaga i lembaga

penyelesa i sengketa . Dengan mot ivas i in i pengadi lan

menjad i sa rana yang digunakan warga masyaraka t untuk

menyelesa ikan sengketa yang te r jad i d i an ta ra mereka .
Adapun yang menjad i ke luaran dalam proses in tegra t i f in i

ada lah harapan a tau jan j i bahwa hukum dapat member ikan

keadi lan dan per l indungan terhadap kepent ingan-

kepent ingan yang diper juangkannya .

Sebaga imana te lah dikemukakan d i muka, fungs i u tama

pengadi lan ada lah menyelesa ikan sengketa . Menuru t

Fr iedman ( 1977 : 18 ) , menyelesa ikan sengketa merupakan

fungs i hukum yang bers i fa t umum , o leh karena sengketa

se la lu t imbul da lam se t iap masyaraka t d i manapun juga .
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Akan fungsi menyelesaikantetapi, kata Friedman,

sengketa itu bukanlah monopoli fungsi hukum. Hal ini

mengandung pengertian bahwa pengadilan menurut Galanter

(1981: 17), bukan satu-satunya tempat (not the primary

location) yang dapat digunakan warga masyarakat untuk

menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.

Persoalannya apakah fungsi pengadilan itu memang selalu

bersifat integratif, tentu perlu pembuktian dalam

penelitian.

2.1.8 Penggunaan Pengadilan Negeri untuk Menyelesaikan
Sengketa

Pengadilan Negeri merupakan salah satu badan

peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam

sejarahnya badan peradilan tersebut berawal dari badan

peradilan di jaman kolonial Belanda yang disebut

Landra.ad. Pada jaraan kolonial Belanda, landraad adalah

salah satu badan peradilan bagi bangsa Indonesia untuk

mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat

pertama. Untuk daerah Jawa dan Madura, badan peradilan

ini diatur dalam Reglement op do Rechterlijke

Organisatio on hot Beleid dor Justitie in Nederlands-
Indie (R.O.), Staatsblad 1847 No. 23, sedangkan untuk

daerah luar Jawa dan Madura, diatur dalam Reglament

Buitengewesten (R.Bg), Staatsblad 1927 No. 227. (Supomo,

1991: 57). Pada jaman pendudukan Jepang, badan peradilan

tersebut berganti nama Tihoo Hooin, yang dilakukan oleh

seorang hakim (bukan majelis) berdasarkan Undang-undang
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1971:No. 14 tahun 1942 (Tresna, 1978: 85; Mertokusumo,

badan peradilanSetelah Indonesia merdeka,15).

tersebut bernama Pengadilan Negeri. Badan peradilan ini

mempunyai kedudukan penting setelah berlakunya Undang-

undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang bertujuan untuk

melakukan unifikasi kelembagaan peradilan di Indonesia.

pasal 2 sub d dan pasal 5 ayat 3Berdasarkan

Undang-undang Darurat tersebut Pengadilan Negeri

merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala

penduduk Republik Indonesia, yang mempunyai kekuasaan

memeriksa dan memutus segala perkara perdata dan/atau

perkara pidana sipil pada tingkat pertama. Selanjutnya

berdasarkan ketentuan UURK dan kemudian UUPU kedudukan

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan negara semakin

mantap, yang mempunyai kekuasaan atau otoritas untuk

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

pengadilan negeriDalam struktur kenegaraan,

merupakan lembaga formal yang mempunyai kewenangan atau

otoritas untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

dimiliki oleh pengadilan negeriKewenangan yang

dinyatakan dalam pasal 50 UUPU yang berbunyi sebagai

berikut: "pengadilan negeri bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama". Kewenangan

pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa, pada

dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negara untuk

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dalam pasal 3

UUKK dinyatakan bahwa "semua peradilan di seluruh

wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan

ditetapkan dengan undang-undang". Kewenangan tunggal

oleh pengadilan (negara) untukdimilikiyang

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat pada dasarnya

merupakan legal centralism (sentralisme hukum (Galanter,

1981: 18). Dalam pengertian demikian keadilan hanya

dapat diperoleh melalui lembaga yang dilaksanakan oleh

negara.

Adanya sentralisme hukum ini dapat dipahami dari

konsekuensi dari suatu penyelesaian sengketa secara

perdamaian yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian

sengketa secara perdamaian, baik melalui pengadilan

maupun di luar pengadilan akan menghasilkan keluaran

yang sama yaitu "perdamaian". Namun demikian, sekalipun

penyelesaian sengketa di pengadilan dan di luar

pengadilan menghasilkan suatu keluaran yang sama yaitu

perdamaian, akan tetapi perdamaian di luar sidang

pengadilan itu mempunyai konsekuensi yuridis yang tidak

sama dengan perdamaian di muka sidang pengadilan.

Perdamaian di luar pengadilan pada dasarnya

bersandar pada kemauan dari masing-masing pihak yang

pelaksanaan pentaatannya didasarkan pada kesadaran dari

pihak-pihak yang besangkutan. Apabila salah satu pihak

mengingkari isi perdamaian, tidak tertutup kemungkinan
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sengketa tersebut muncul kembali dan salah satu pihak

beperkara ke pengadilan (Subekti, 1982: 58). Mengenai

pentaatan terhadap perdamaian sebagaimana tersebut,

Moore (1986: 30) memberikan gambaran tentang pentaatan

dan hukum. Pentaatanwarga masyarakat menurut adat

adat atau menurut kultur adalah bersifatmenurut

sukarela, sedangkan penaatan menurut hukum bersifat

dipaksakan.

Keadaan tersebut di atas berbeda dengan perdamaian

di muka sidang pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam

pasal 130 ayat 2 H.I.R, bahwa perdamaian di muka sidang

pengadilan yang dibuatkan akta perdamaiannya mempunyai

kekuatan sebagai putusan biasa. Perdamaian di muka

sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

( in kracht van gewi j sde ) sehingga apabila salah satu

pihak mengingkari perdamaian tersebut maka dapat

dilakukan eksekusi dengan cara paksa (Subekti, 1982: 57;

Situmorang, 1993: 12). Salah satu keistimewaan dari

perdamaian di muka sidang pengadilan ini, berdasarkan

pasal 130 ayat 3 H.I.R ialah tidak dapat dimintakan

banding.

Pada sisi laian, kewenangan yang hanya dirailiki

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat

yang bersifat sentralisme hukum ini, menurut Galanter,

merintangi kesadaran terhadap disebutyangapa

indigenous Jaw (hukum asli). Keadilan menurut Galanter
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(1981: 17) tidak hanya ditemukan di lembaga-lembaga

formal yang diselenggarakan oleh negara tetapi dapat

juga ditemukan di berbagai lingkungan sosial seperti

lingkungan tetangga, tempat kerja dan sebagainya. Dalam

setiap situasi sosial, menurut Galanter terdapat norma-

norma dan harapan-harapan mengenai cara berperilaku yang

pantas dan sama-sama diketahui, dan apabila dilanggar

akan mengakibatkan terjadinya sanksi yang bersifat

nonfisik maupun fisik.

Kritik Galanter tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sekalipun hanya pengadilan negara mempunyaiyang

kewenangan mengadili, undang-undang membolehkan

penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan

negara atas dasar perdamaian atau arbitrase (penjelasan

pasal 3 ayat 1 UUKK). Dengan perkataan lain undang-

undang memberikan kebebasan bagi pihak yang bersengketa

untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau

di luar pengadilan.

Penggunaan pengadilan dalam kehidupan masyarakat

memberikan gambaran yang beragam, dan di kalangan para

pakar terdapat pandangan yang berbeda. Chambliss dan

Seidman (1971: 28) misalnya, menyatakan bahwa

menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan itu

disebabkan oleh adanya faktor korelasi antara tujuan

yang hendak dicapai dan stratifikasi masyarakat yang

bersangkutan.

Menurut Chambliss dan Seidman, dalam masyarakat
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yang stratifikasi sosialnya masih sederhana tendensi

penyelesaian sengketanya cenderung tidak menonjolkan

pengadilan melainkan lebih menekankan padaperan

penyelesaian yang bersifat kompromi atau rekonsiliasi.

Akan tetapi, sebaliknya, dalam masyarakat yang kompleks

masyarakat yang sudah maju mempunyai tendensi

memaksakan perilaku menjaminyangnorma-norma

kedudukannya, sehingga peran pengadilan tampak besar

sekali. Penyelesaian sengketa yang demikian lebih

bersifat untuk memenangkan atau mengalahkan salah satu

pihak.

Pernyataan Chambliss dan Seidman tersebut di muka,

ternyata tidak seluruhnya benar. Menurut Macauly (1963:

60-61), dalam masyarakat Amerika yang tergolong sebagai

masyarakat modern, penggunaan pengadilan bukan jalan

keluar yang terbaik apabila terjadi sengketa dalam

hubungan kontrak di bidang bisnis. Dikatakan, sekalipun

dalam naskah-naskah kontrak telah diatur secara

terperinci tentang hak-hak dan kewajiban para pihak dan

sanksi-sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi

penyimpangan, akan tetapi kedua belah pihak ragu-ragu

untuk mempersoalkan hak-haknya tersebut menurut hukum

atau mengancam melakukan gugatan ke pengadilan. Adalah

jarang terjadi gugatan ke pengadilan berdasarkan alasan

pelanggaran kontrak oleh pihak lawan.

Dalam hubungan bisnis, menurut Macauly, terdapat
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sanksi yang tidak bersifat hukum akan tetapi memiliki

keefektifan yang cukup besar. Menghasilkan prestasi yang

sebaik-baiknya dalam dunia bisnis bukan karena takut

mendapattakutpada sanksi hukum, melainkan orang

kecaman dan reaksi buruk dari relasinya yang menyebabkan

reputasinya akan jatuh di mata umum.

tersebut di muka memberikanPandangan-pandangan

gambaran dalam dua hal. Pertama, penggunaan pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa tidak ditentukan

oleh tingkat kehidupan masyarakatnya. Dengan perkataan

(di luarlain, penyelesaian sengketa secara informal

pengadilan) tidak monopoli masyarakat sederhana saja

tetapi dapat dijumpai di dalam masyarakat yang maju.

Kedua, penyelesaian sengketa berkaitan dengan tujuan

ingin dicapai dan pilihan tindakan yang bersifatyang

strategis. Artinya, jika tujuannya untuk mempertahankan

hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa dengan

cara kompromi atau rekonsiliasi -- baik dalam masyarakat

sederhana maupun masyarakat yang maju maka

penyelesaian sengketa melalui pengadilan dihindari.

Pilihan tindakan semacam ini juga merupakan pilihan

strategis yang dilakukan pihak yang bersengketa.

tersebut tampak bahwaBerdasarkan gambaran

pendayagunaan pengadilan dalam hal tertentu — seperti

dipandang merugikan.dikemukakan oleh Macauly

Sebaliknya sanksi nonhukum dipandang lebih efektif

sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang
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terjadi.

Hasil penelitian Keebet von Benda Beckmann (1984:

Sumatera Barat,37-58) di pedesaan Minangkabau,

menunjukkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak yang

bersengketa melakukan pilihan di antara lembaga-lembaga

yang berbeda, yaitu lembaga adat dan pengadilan negeri

( forum shopping) yang menurutnya menguntungkan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Pilihan tindakan pihak yang

bersengketa menggunakan pengadilan negeri ternyata

dilandasi oleh alasan yang berbeda. Pada satu sisi

penggunaan pengadilan negeri dipandang menguntungkan

karena yang bersangkutan dapat menguasai objek sengketa

lebih lama dengan memanfaatkan proses penyelesaian

sengketa memakan waktu yang lama. Pada sisi lain,

penggunaan pengadilan negeri dipandang memerlukan biaya

yang mahal, memakan waktu yang lama dan dianggap

berbahaya.

Kecenderungan masyarakat tidak menggunakan

pengadilan tampaknya tidak hanya terjadi dalam masyara-
kat yang sedang berkembang tetapi juga dalam kehidupan

masyarakat yang sudah maju. Penyelesaian sengketa

berdasarkan hukum (pengadilan) tampaknya kurang mempero-
leh kepercayaan yang penuh dari masyarakat, dan orang

mulai mencari berbagai alternatif. Semenjak tahun 1970

an di Amerika terjadi kecenderungan untuk "menciptakan"

lembaga alternatif penyelesai sengketa yang disebut
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dispute resolution" (A.D.R) di luar"s.lternetif proses

peradilan (Trubek 1981: 491, Nohan-Haley, 1992: 1-5).

Gagasan Frank Sander dalam tahun 1976 mengenai

courthouse telah menimbulkan kebijakanmultidoor

beberapa pengadilan yang mengharuskan pihak-pihak yang

bersengketa melakukan proses mediasi sebelum diijinkan

oleh pengadilan. Namun, terhadapdiperiksa adanya

lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang demikian

dianggap ada kelemahannya yaitu berisiko kehilangan

perlindungan aturan hukum dan menjadi standar keadilan

bagi orang yang tidak mampu membiayai pengacara (Nolan-

Haley: 1992: 6-7).

Kecenderungan adanya lembaga alternatif dalam

penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan tersebut

juga berkaitan dengan pandangan bahwa tidak semua

sengketa itu cocok diselesaikan melalui proses

pengadilan. Trubek (1981: 492) menyebutkan ada beberapa

sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui

pengadilan yaitu sengketa keluarga, kontroversi antar

tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang

tidak banyak, problem yang timbul dalam manajemen

hubungan perdagangan jangka panjang.

2.2 Kerangka Konseptual

Penghapusan badan peradilan di luar peradilan

negara dalam kerangka pembangunan hukum nasional

mengandung dua aspek yaitu ideologis-politis dan
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yuridis. Pertama, pluralisme badan peradilan yang ada

sebelum Indonesia merdeka secara ideologis dan politis

dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan suasana dan

tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu

Kedua,bangsa dalam negara kesatuan (Lev, 1990: 247).

secara yuridis bertujuan untuk mengalihkan perkembangan

dan penerapan hukum kepada pengadilan negara. Hal ini

mengandung pengertian bahwa menyelesaikan suatu perkara

secara hukum hanya dimungkinkan melalui pengadilan yang

diselenggarakan oleh negara (penjelasan umum angka 7

Kebijakan politik hukum tersebut membawaUUKK).

konsekuensi adanya sentralisme hukum (legal centralism)

(Galanter, 1981: 1).

Pengadilan negeri merupakan salah satu peradilan

negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan

sengketa dalam masyarakat (pasal 50 UUPU). Dalam kajian

ini, pengadilan dipandang sebagai hukum dalam arti

lembaga (institution). Kusumaatmadja menyatakan bahwa

hukum tidak semata-mata sebagai perangkat kaidah-kaidah

dan asas-asas, melainkan juga dalam pertautannya dengan

lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses

perwujudan kaidah itu dalam kenyataan (dalam Rasjidi,

1993: 28). Pandangan bahwa hukum tidak hanya norma saja,

juga dikembangkan oleh Anthony Allott dalam bukunya yang

berjudul "The Limits of Law" (1980: viii-7) menyatakan

sebagai berikut: "a legal system comprices not only

normsf but also institutions (including facilities) and
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processes". Yang dimaksud dengan lembaga di sini antara

lain adalah hakim (pengadilan).

Pemikiran tersebut di atas pada dasarnya memperluas

kajian hukum tidak hanya sekedar norma (hukum) saja.

Menurut Rasjidi (1993: 28) adanya pandangan bahwa hukum

adalah sekedar norma hukum saja pada dasarnya

mencerminkan hukum telah dipisahkan dari kenyataannya

sehingga kurang mampu mengubah essensi dan kapasitas

hukum sebagaimana kenyataannya.

Keberadaan pengadilan (sebagai hukum dalam arti

lembaga) dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari

tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Pasal 2 ayat 1

UUKK menyatakan bahwa tugas pokok pengadilan adalah

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok

tersebut hanya dapat terlaksana apabila ada pihak yang

bersengketa (dalam sengketa perdata) mengajukan

sengketanya ke pengadilan. Dengan demikian, bekerjanya

pengadilan tergantung dari motivasi warga masyarakat

apakah sengketanya diselesaikan melalui pengadilan atau

tidak. Dengan perkataan lain, pengadilan dapat

menjalankan fungsinya apabila digunakan oleh warga

masyarakat.

Untuk mengkaji hukum (pengadilan) dalam kaitannya

dengan tugas pokoknya sebagaimana dinyatakan dalam

undang-undang tersebut di muka, maka pengadilan itu
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harus dipahami dari segi operasionalnya (iaw in action)

dalam kehidupan masyarakat atau dalam konteks sosialnya.

untukdibentuk tidak hanya semata-mataPengadilan

memenuhi kebutuhan dalam organisasi atau struktur

kebutuhantetapi juga untuk memenuhikenegaraan

masyarakat untuk meneari keadilan. Oleh karena itu

keberadaan pengadilan dalam operasionalnya tidak dapat

dipandang sebagai suatu lembaga yang terpisah dari

kehidupan masyarakatnya. Hartono (1982: 63) menyatakan

hukum tidak dapat dipandang terlepas daribahwa

kehidupan masyarakat, oleh karena hukum itu justru ada

untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan kultural

masyarakat. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, maka pengadilan merupakan hukum

yang bersifat responsif yaitu sebagai fasilitator untuk

memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Nonet dan

Selznick, 1978: 14).

Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa pengadilan

dapat menjalankan tugasnya apabila ada gugatan dari

pihak yang bersengketa. Gugatan tersebut bukan kehendak

hakim tetapi inisiatif dari pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini ada keterkaitan antara hukum dengan

masyarakatnya, oleh karena itu pengadilan tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan masyarakat dimana ia

beroperasi. Aliran sociological jurisprudence di Amerika

menyangkal bahwa hukum bisa dipahami tanpa memperhatikan

realitas kehidupan masyarakat (Bodenheimer, 1970: 112).
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Dalam kerangka berfikir demikian, penggunaan

pengadilan sebagai lembaga penyelesai sengketa dalam

masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari pilihan

tindakan warga masyarakat dalam realitas kehidupan

masyarakat yang bersangkutan. Adanya hubungan antara

hukum dengan realitas kehidupan masyarakat tersebut

dinyatakan juga oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum

empiris (empirische recht-Bwetenschap
"). A. De Wild

sebagai penganut aliran rasionalisme kritis di negeri

Belanda menyatakan bahwa "recht is een vorm van

waarn&embaar menselijk gedrag" (van Dijk et al, 1985 :

452 ) .

Berdasarkan pemikiran tersebut, menggunakan atau

tidak menggunakan pengadilan dalam penyelesaian suatu

sengketa merupakan perilaku manusia. Perilaku pihak yang

bersengketa dalam kaitannya dengan penggunaan pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat

tersebut tentunya tidak terjadi dengan sendirinya,

tetapi dapat diduga berdasarkan sebab-sebab atau

pertimbangan tertentu. Ada tiga hal yang perlu dikaji

tentang perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa

melalui pengadilan yaitu: faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku pihak yang bersengketa menggunakan

atau tidak menggunakan pengadilan, pandangannya tentang

beperkara ke pengadilan, tujuan dan konsekuensi

beperkara ke pengadilan. Oleh karena itu untuk memahami
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perilaku tersebut, kajian teori struktural fungsional,

teori pertukaran, teori interaksionisme simbolik, dan

teori strukturasi diperlukan dalam kajian ini.

Pilihan tindakan pihak yang bersengketa dalam

menyelesaikan sengketa yang dihadapi dapat dipengaruhi

oleh faktor tertentu. Teori struktural fungsional

menyatakan bahwa perilaku atau tindakan seseorang dalam

kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang

berlaku dalam masyarakat. Dalam situasi demikian,

seseorang tidak sepenuhnya berada dalam keadaan bebas

untuk melakukan tindakannya. Pilihan tindakan seseorang

diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar

normatif bersama. Oleh karena itu dalam perspektif teori

ini, suatu sengketa diselesaikan melalui pengadilan

negeri atau di luar pengadilan dipengaruhi oleh nilai-
nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Friedman (1969: 27-30) misalnya,

menyatakan bahwa kultur hukum merupakan motor penggerak

bekerjanya pengadilan dalam masyarakat. Pada sisi lain,

teori pertukaran memandang bahwa dalam interaksi sosial

seseorang selalu memperhatikan keuntungan dan kerugian

yang akan diterimanya dalam melakukan suatu pilihan

tindakan. Semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan

maka semakin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa

akan diulang. Implikasinya adalah seseorang akan

memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan

apabila sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan
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negeri.

Pandangan tentang beperkara ke pengadilan tentunya

tidak terlepas dari makna yang diberikan seseorang

terhadap pengadilan itu. Teori interaksionosme simbolik

memandang pilihan tindakan manusia itu berkaitan dengan

makna atas objek. Makna merupakan interpretasi yang

diberikan seseorang atas suatu objek dan dalam suatu

tindakan, makna tersebut dipakai sebagai instrumen yang

mengarahkan suatu tindakan. Pilihan tindakan berdasarkan

atas makna dari objek ini membawa kepada suatu pandangan

Dalambersifat relativisme dalam berpikir.yang

perspektif demikian, barangkali orang akan menganggap

beperkara ke pengadilan merupakan eara yang ideal oleh

karena akan memperoleh keadilan atas hak-hak yang

diperjuangkannya, akan tetapi bagi orang lain menganggap

beperkara ke pengadilan tidak akan memperoleh keadilan

tetapi menimbulkan permusuhan dan kerugian. Ini

mengandung pengertian bahwa penyelesaian sengketa

melalui pengadilan negeri dan di luar negeri memberikan

makna yang berbeda bagi pihak yang bersengketa.

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di

luar pengadilan merupakan pilihan tindakan yang

berkaitan dengan tujuan yang diharapkan. Penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan

dalam teori strukturasi dipandang sebagai pilihan

strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Teori
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strukturasi memandang perilaku dan tindak manusia tidak

selalu didasarkan pada struktur (nilai-nilai, norma-

norma, kebiasaan) tetapi manusia mempunyai kebebasan

untuk menyimpang dari struktur. Oleh karena itu untuk

mencapai tujuan yang diharapkan, manusia sebagai pelaku

atau agen tidak selalu bertindak sesuai dengan aturan

(setting)norma yang berlaku. Dalam konteksatau

tertentu manusia sebagai pelaku mempunyai kebebasan

melakukan pilihan tindakan yang menyimpang dari aturan

atau norma yang berlaku.

Dengan pengungkapan hal-hal tersebut di atas dalam

kasus-kasus sengketa tanah yang menjadi fokus dalam

kajian ini, dapat dikembangkan pemikiran teoretik dan

praktis mengenai penggunaan pengadilan negeri sebagai

lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat berdasarkan

data empiris.

 



Bab 3

PENELITIAN

3.1 Pendekatan yang Digunakan

Penggunaan pengadilan sebagai lembaga penyelesai

sengketa tidak hanya berkaitan dengan kaidah-kaidah

normatif yang lebih bersifat statis tetapi juga

berkaitan dengan rangkaian aktivitas yang ditentukan

oleh tindakan manusia. Sengketa merupakan salah satu

dinamika dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan

masyarakat pada dasarnya merupakan proses. Hukum tidak

hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka,

tetapi juga sebagai bagian dari proses dalam kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan konteks sosial

tempat hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan

(Moore, 1983: 55).

Pengadilan negeri adalah salah satu peradilan

negara yang mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan

sengketa dalam masyarakat. Fungsi menyelesaikan sengketa

dalam masyarakat tersebut tergantung pada warga

masyarakat. Artinya, pengadilan baru melaksanakan

fungsinya, apabila ada warga masyarakat mengajukan

gugatan ke pengadilan. Beperkara ke pengadilan bukan

inisiatif hakim, melainkan inisiatif pihak yang

bersengketa. Dalam perspektif demikian bekerjanya

pengadilan tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum saja

98
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tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor nonhukum yang

ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mengkaji pengadilan dalam perspektif seperti

di muka, dilakukan dengan studi kasus. Yangtersebut

dimaksud dengan studi kasus di sini adalah mengkaji

suatu peristiwa tertentu (Bogdan dan Biklen, 1982: 58).

Dengan studi kasus tersebut dapat diungkapkan proses-
proses faktual dari suatu peristiwa hukum yang konkret.

Artinya, dengan studi kasus dapat diungkapkan penyebab

terjadinya sengketa, apa yang dilakukan orang untuk

mengatasi dan menyelesaikan sengketa, dan akibat

terjadinya sengketa tersebut (Hoebel, 1968: 29).

Suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat, yang

diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar

pengadilan, merupakan suatu tindakan manusia(pihak yang

besengketa). Ini mengandung pengertian ada hubungan

antara hukum dengan tindakan manusia. Dengan perkataan

lain, pengadilan dapat melaksanakan fungsinya

menyelesaikan sengketa bilamana ada gugatan pihak yang

bersengketa ke pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

untuk mengungkapkan hal-hal esensial yang berkaitan

dengan pengalaman-pengalaman pihak yang bersengketa

dan kecenderungan-kecenderungan dalam tindakannya

untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi(Strauss dan

Corbin, 1990: 19). Dengan pendekatan tersebut juga dapat

diungkapkan apa makna beperkara ke pengadilan. Makna
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dapat d ipero leh mela lu i penafs i ran a tau in te rpre tas i

dar i apa yang dika takan a tau di lakukan orang ( Nasut ion ,

1992 : 8 ) .

3 .2 Lokas i Pene l i t i an

Penel i t i an in i d i lakukan d i masyaraka t Madura ,

sebaga i sa lah sa tu suku-bangsa yang dominan d i Jawa

Timur , khususnya d i Kabupaten Bangkalan . Dengan pemi l ih-
an lokas i in i d iharapkan dapa t d ipahami penggunaan

pengadi lan neger i sebaga i lembaga penyelesa i sengketa

da lam kehidupan masyaraka t dengan la ta r be lakang

sos ia l-budaya Madura. Hal in i d idasarkan pada pemiki ran

bahwa penggunaan hukum dalam masyaraka t -- dalam hal in i

t idak dapa t d ip isahkan dar ipengadi lan neger i

kehidupan sos ia l-budaya masyaraka t yang bersangkutan .
Denagan demikian , hukum harus d ipe la ja r i sebaga i bagian

in tegra l dar i sua tu kehidupan masyaraka t secara

kese luruhan dan t idak dianggap sebaga i lembaga yang

otonom ( Pospis i l , 1974 : io; Vredenbreg t , 1978 : 34 ) .
Pene tapan lokas i pene l i t i an dalam kaj ian in i

d i lakukan secara purpos i f . Adapun yang d ip i l ih sebaga i

lokas i pene l i t i an ada lah desa Sukol i lo Bara t , Kecamatan

Labang , Kabupaten Bangkalan . Pemi l ihan lokas i pene l i t i an

in i d i landas i o leh per t imbangan sebaga i ber iku t : ( i ) d i

lokas i te rsebut te rdapa t kasus-kasus sengketa tanah baik

yang dise lesa ikan d i pengadi lan neger i maupun yang

dise lesa ikan d i luar pengadi lan neger i , bahkan d i desa

M I L I K
I I PERPuSTAKAAN i

Univer s i t a s Brawi j sy
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m2 yangada kasus sengketa tanah seluas 3ini

penyelesaiannya sampai pada proses di pengadilan negeri,

(ii) desa Sukolilo Barat merupakan desa yang oleh

pemerintah Kabupaten Bangkalan digolongkan sebagai desa

yang penataan administrasinya sangat baik (juara lomba

desa di Kabupaten Bangkalan). Oleh karena penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif maka randomisasi

dalam pengambilan sampel tidak dilakukan, sebab yang

diperlukan adalah keluasan dan "kedalaman" informasi

(Faisal, 1990: 38).

3.3 Menasuki Lapangan dan Pengumpulan Data

Sebelum memasuki lapangan pada awalnya peneliti

melakukan pendekatan terhadap Ketua Pengadilan Negeri

Bangkalan untuk memperoleh informasi dan gambaran

mengenai perkara-perkara yang telah diselesaikan oleh
pengadilan. Di antara informasi yang diberikan bagian

perdata, terungkap satu kasus sengketa yang berkaitan
dengan tanah seluas 3 m2 dari desa Sukolilo Barat. Kasus
ini menjadi pembicaraan karena tanah yang menjadi objek

sengketa tidak luas namun penyelesaiannyaproses

berlarut-larut sampai ke pengadilan.

Informasi tersebut menarik perhatian peneliti untuk

memahami lebih jauh kasus tersebut dan kasus-kasus lain
yang timbul di desa yang bersangkutan. Sebagai langkah

dalam memasuki lapangan, peneliti melapor kepada Camat,
kemudian kepada Kepala Desa dan sekaligus mencari
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sengketakebenaran informasi terdahulu dan kasus-kasus

tanah lain yang terjadi dalam masyarakat di wilayah

desanya. Dalam hal ini, Kepala Desa juga berfungsi

sebagai informan.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi awal di

lapangan dapat diidentifikasi ada 16 kasus perselisihan

yang berkaitan dengan tanah, akan tetapi tingkatannya

berbeda. Dari 16 kasus perselisihan tersebut, penelitian

kemudian difokuskan pada 5 kasusini yang

penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga. Sebagaimana

dinyatakan di muka, pengertian sengketa (dispute) dalam

kajian ini adalah perselisihan yang sudah bersifat

terbuka dan penyelesaiannya memerlukan bantuan pihak

ketiga. Dari 5 kasus sengketa tersebut terdapat 1 kasus

sengketa yang penyelesaiannya melalui pengadilan tetapi

pihak-pihak yang bersengketa telah meninggal dunia. Oleh

karena itu dalam penelitian ini ada 4 kasus sengketa

sebagai fokus kajian. Studi kasus pada dasarnya dapat

dilakukan terhadap kasus tunggal maupun multi kasus

(Yin, 1987: 24; Bogdan dan Biklen, 1982: 58-59). Adapun

kasus sengketa yang berkaitan dengan tanah yang menjadi

fokus dalam penelitian ini yaitu: (i) sengketa batas

tanah antara tiga sepupu (tello popa) dan sekaligus

sebagai tetangga, (ii) sengketa tanah waris antara

keponakan dan paman (panaAan Pan ms.js.di'), (iii)

sengketa tanah waris antara saudara sepupu (sapopo),
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(iv) sengketa tanah waris antara saudara angkat(tareisn

angA'at).

Adapun kasus sengketa tanah yang menjadi fokus

dalam kajian ini adalah sengketa tanah yang sudah

berlangsung atau sudah selesai. Dengan demikian kasus

sengketa tanah tersebut merupakan kasus ingatan atau

(Nader dan Todd, 1978: 6). Informasi-msmory cases

informasi yang digali berdasarkan ingatan pelaku (aktor)

dan orang lain yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

tanah tersebut tentang apa yang telah pikirkan dan

lakukan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Pada awalnya peneliti mengalami kesulitan untuk

melakukan penelitian. Masyarakat sangat peka terhadap

hal-hal yang bersifat pribadi. Bagi masyarakat, sengketa

merupakan peristiwa yang bersifat pribadi sehingga hal

tersebut sangat sensitif sekali bagi yang bersangkutan,

apalagi untuk diungkapkan terhadap orang lain. Oleh

karena itu untuk menggali informasi tentang apa yang

dialami pihak yang bersengketa tersebut pada awalnya

memang ada kecurigaan kepada peneliti, mereka mengira

peneliti akan mengungkit kembali peristiwa yang sudah

dengan penjelasan bahwa tujuanterjadi. Namun,

penelitian ini untuk kepentingan studi dan tidak

bermaksud untuk mengungkit kembali peristiwa yang

dengan tujuan yang lain, akhirnyaterjadi mereka

bersedia memberikan informasi mengenai hal-hal yang

pernah mereka alami. Dalam melakukan wawancara tidak ada
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informankesulitan oleh karena peneliti dan para

mempergunakan bahasa yang sama.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian

diarahkan padalebihbukanlah individunya, tetapi

aktivitas atau tindakan yang mereka lakukan dalam

menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Oleh karena itu,

fokus kajian dalam penelitian ini adalah tindakan pihak

yang bersengketa (aktor) yang berkaitan dengan bagaimana

sengketa yang terjadi itu diselesaikan baik melalui

pengadilan maupun di luar pengadilan.

Informan utama dalam dalam penelitian ini adalah

pihak-pihak yang pernah mengalami sengketa yang

berkaitan dengan tanah baik yang diselesaikan melalui

pengadilan negeri maupun di luar pengadilan negeri.

Demikian juga orang lain terlibat dalamyang

penyelesaian sengketa tanah yang bersangkutan. Hal ini

didasarkan pada pemikiran bahwa hanya orang-orang yang

pernah mengalami sengketa dan terlibat dalam

penyelesaian sengketa tersebut dapat memberikan

informasi mengenai apa yang dialami, dipikirkan, dan

dilakukan yang berkaitan dengan sengketa yang pernah

dihadapi. Pemilihan informan dalam penelitian ini

dilakukan berdasarkan teknik menggelinding (snow-ball)
sampai batas kejenuhan (sstur&ted) informasi yang

diperoleh.

Oleh karena kasus sengketa tanah yang menjadi fokus
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dalam kajian ini adalah sengketa tanah yang sudah

selesai, maka untuk memperoleh data yang diperlukan

dilakukan penelusuran balik terhadap rangkaian kejadian

sengketa yang berkaitan dengan tanah tersebut dari awal

hingga akhir. Penelusuran peristiwa tersebut berdasarkan

pemikiran bahwa penyelesaian sengketa itu merupakan

suatu proses dalam rentangan waktu tertentu, sehingga

informasi-dengan penelusuran ini dapat diperoleh

informasi yang berkaitan dengan proses penyelesaian

sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya menggambarkan

tentang hukum sebagai proses, maka informasi-informasi

yang digali diarahkan pada apa yang dipikirkan dan

dilakukan orang dalam berbagai fenomena penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek

sengketa. Yang dimaksud dengan fenomena adalah peristiwa

atau kejadian yang berkaitan dengan seperangkat aksi dan

interaksi dihubungkan (Strauss dan Corbin, 1990: 100).

Berdasarkan informasi awal yang bersifat umum, peneliti

merekonstruksi fenomena tersebut menurut persepsi

peneliti (persepsi etik) berdasarkan rangkaian kejadian-

kejadian atau peristiwa tertentu dari awal hingga akhir

sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Rekonstruksi fenomena tersebut dilakukan setelah

memperoleh gambaran umum tentang kejadian-kejadian atau

peristiwa sengketa tanah tersebut sebagai kerangka

untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan
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oleh peneliti dan menghindari penggalian informasi yang

tidakInformasi yang digali hanyatidak terarah.

mengenai apa yang dinyatakan oleh pihak yang bersengketa

menurut persepsi yang bersangkutan (emik), tetapi juga

informasi yang dibutuhkan peneliti yang harus ditanyakan

kepada pihak yang bersengketa (etik).

Dalam rekonstruksi fenomena tersebut di muka,

informasi yang digali dari pihak yang bersengketa

melalui ingatannya — tentang hal-hal yang berkaitan

dengan penyelesaian sengketa yang dialaminya. Informasi

digali tersebut diarahkan pada hal-halyang yang

berkaitan dengan: (i) penyebab terjadinya sengketa tanah

yang dialami mereka, (ii) faktor-faktor yang menentukan

pilihan tindakan mereka untuk menyelesaikan sengketa

yang dihadapi, (iii) pandangan-pandangan mereka terhadap

penyelesaian sengketa melalui pengadilan, (iv) tujuan

dan konsekuensi pilihan tindakan mereka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Observasi dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan

kehidupan masyarakat desa setempat dan kehidupan pihak-

pihak yang bersengketa. Untuk memperoleh gambaran

bagaimana proses penyelesaian sengketa yang menjadi

fokus kajian ini tidak dilakukan observasi oleh karena

sengketa tersebut telah selesai. Oleh karena itu untuk

mengumpulkan informasi yang diperlukan dilakukan dengan
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teknik wawancara secara mendalam {indepth interview).

Dalam melakukan wawancara tersebut digunakan daftar

pertanyaan sebagai pedoman. Di samping itu diadakan pula

studi dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan

dan dokumen-dokumen tertulis yang dimiliki oleh pihak-

pihak yang bersengketa maupun yang ada di kantor desa.

Untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh

dilakukan pengeeekan dari sumber lain, antara lain dari

para pamong desa setempat. Dengan demikian informasi

dapat dibandingkan dengan informasi dari sumber lain

(triangulasi).

3.4 Analisis Data

baikAnalisis data dalam penelitian ini dilakukan

pada waktu pengumpulan data di lapangan maupun setelah

pengumpulan data selesai. Dalam menelusuri penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam 4 kasus yang

menjadi fokus penelitian ini, yang diungkapkan adalah

data yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang

terjadi selama sengketa tersebut berlangsung.

Untuk memperoleh gambaran tentang berbagai tindakan

yang telah dilakukan pihak yang bersengketa dalam

merekonstruksi berbagai fenomena sebagaimana dinyatakan

di muka dilakukan analisis atau pengkodean model

Strauss dan Corbin (1990: 58). Adapun pengkodean yang

dilakukan adalah berupa pengkodean terbuka(open coding)

dan pengkodean terpusat {axial coding). Pengkodean
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terbuka adalah bagian dari analisa yang berkaitan dengan

diperoleh.penamaan fenomena berdasarkan data yang

dariSedangkan pengkodean terpusat adalah bagian

fenomenaanalisa yang memfokuskan pada spesifikasi

kondisi penyebabnya,dengan menghubungkan dengan

konteksnya, strategi aksi dan interaksi yang digunakan,

Corbin,dan konsekuensi-konsekuensinya (Strauss dan

Kondisi penyebab adalah kejadian yang1990: 62-97).

mendorong timbulnya fenomena tertentu. Konteks adalah

situasi yang dihadapi pihak yangkeadaan atau

bersengketa dalam suatu fenomena. Kondisi pengantara

adalah kondisi yang mempengaruhi pihak yang bersengketa

dalam mengatasi problema yang dihadapi. Strategi aksi

dan interaksi adalah kemampuan pihak yang bersengketa

dalam memilih tindakan apa yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Konsekuensi adalah

hasil dari pilihan tindakan yang dilakukan pihak yang

bersengketa.

Prosedur analisis atau pengkodean tersebut adalah

sebagai berikut. Pertama, dalam pengkodean terbuka.

informasiBerawal dengan dilakukannya penelusuran

mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dan hal-hal

yang pernah dialami dan dilakukan oleh pihak yang

bersengketa dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah dalam

kelompok fenomena-fenomena tertentu yang meliputi (i)

asal tanah, (ii) tanah menjadi objek sengketa, (iii)
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(iv) alasan bernegosiasi, (v) mediasi, (vi)

alasan melakukan mediasi, (vii) dampak melakukan

negosiasi,

mediasi, (viii) berperkara ke pengadilan, (ix) alasan

berperkara ke pengadilan, dan (x) dampak berperkara ke

pengadilan.

setiap fenomenaKedua, dalam pengkodean terpusat

telah disusun dengan berdasarkan hubungan sebab-yang

akibat yang meneakup (i) kondisi penyebab, (ii) konteks,

(iii) kondisi pengantara, (iv) strategi aksi/interaksi,

dan (v) konsekuensi.

Data kualitatif yang tersusun dalam pengkodean

tersebut dan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan pihak

bersengketa dipakai sebagai dasar untuk menyusunyang

deskripsi mengenai penyebab terjadinya sengketa, pilihan

tindakan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan

sengketa yang dihadapi, makna menyelesaikan sengketa

melalui pengadilan, tujuan dan konsekuensi berperkara ke

pengadilan.

Analisis berikutnya dilakukan dengan menafsirkan

data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan

dengan teori yang sudah ada. Pembandingan ini dimaksud-

kan untuk mengkaitkan temuan tersebut dengan teori yang

mengkaji hal yang menjadi fokus kajian (Schlegel, 1982 :

Berdasarkan penafsiran secara induktif tersebut69 ) .

dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan tindakan

yang dilakukan oleh pelaku dalam menyelesaikan sengketa
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Konsep-konsep tersebutdihadapi. kemudianyang

diabstraksikan dalam pemikiran teoretik yang berdasarkan

data. Dengan demikian pengembangan pemikiran teoretik

yang dilakukan dalam penelitian ini bertolak dari: data,

dananalisis data yang melahirkan konsep-konsep,

pengembangan pemikiran teoretik berdasarkan data

(Schlege1, 1984: 13).
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HASIL DAN ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DALAM HASYARAKAT

4.1 Gambaran Umum Desa Sukolilo Barat

4.1.1 Lokasi, Penduduk, dan Mata Pencaharian

Desa Sukolilo Barat merupakan salah satu desa dari

13 desa yang terletak di Kecamatan Labang, Kabupaten

Bangkalan, Madura. Dua belas desa lainnya adalah desa

Timur,SukoliloKesek, Labang, Jukong, Pangpong,

Baengas, Bunaji, Sendang Dayah, Sendang Laok,Bringin,

Patapan, dan Morkopek. Desa Sukolilo Barat termasuk

tertibbaiksatu desa yang tergolongsalah

administrasinya di tingkat kabupaten Bangkalan.

Desa ini berlokasi di daerah pantai selatan Madura

bagian barat, berjarak sekitar 25 kilometer dari kota

Bangkalan tempat Pengadilan Negeri Bangkalan berada.

Dari Kamal, tempat penyeberangan dari dan ke Surabaya,

desa ini berjarak sekitar 15 kilometer ke arah timur

yang dapat dicapai melalui jalur darat.

Lokasi desa ini tidak terlalu sulit dijangkau, oleh

karena desa ini berada pada jalur transportasi selatan

antara Kamal dan Kwanyar, dan jalur tengah lewat Labang

antara Bangkalan dan Kwanyar. Alat-alat transportasi

berupa angkutan pedesaan yang melayani jalur-jalur

tersebut secara reguler tersedia cukup banyak sehingga

111

 



112

sewaktu-waktu dapat dengan mudah diperoleh dengan ongkos

tidak terlalu mahal yaitu antara Rp 500,00 sampaiyang

Rp 750,00 per orang.

176.550Desa ini mempunyai mencakup wilayah seluas

ha. Sebagian besar wilayah desa ini berupa tanah

pertanian, yang meliputi tanah tegalan seluas 75.467 ha

dan tanah sawah seluas 1.283 ha. Selebihnya berupa tanah

pekarangan sebagai tempat tinggal penduduk seluas 97.490

ha, dan tanah kuburan seluas 2.708 ha. Sekalipun di desa

ini terdapat tanah sawah, akan tetapi tanah sawah

digarap dengan dengan sistem tadah hujan. Sebagaimana

daerah Madura pada umumnya, ketergantungan desa ini

iklimterhadap hujan besar sekali. Keadaan sangat

berpengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan

pertanian baik untuk tanaman padi maupun tanaman jagung

serta tanaman palawija lainnya.

Penduduk desa ini cukup besar. Data statistik desa

menyebutkan jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 4.717

orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.274 orang

Apabila dilihatdan perempuan sebanyak 2.443 orang.

dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, ternyata

penduduk desa ini jumlah perempuan lebih besar daripada

laki-laki. Sebagian besar penduduk desa ini adalah suku-

bangsa Madura, walaupun ada sebagian kecil dari mereka

berasal dari suku-sukuu lainnya yang datang karena

pekerjaannya sebagai pegawai sipil maupun ABRI.

Mata pencaharian penduduk desa ini bervariasi,
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sebagian besar sebagai petani dan nelayan, sebagian

Penduduk yangpedagang kecil dan pegawai.kecil

mempunyai mata pencaharian sebagai petani pada umumnya

bermukim di bagian utara desa ini, sedangkan penduduk

yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan bermukim

di bagian selatan.

desa ini berupa jagung,Hasil-hasil pertanian

padi, ketela pohon, kacang tanah, dan buah-buahan, yang

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka

sehari-hari. Khusus buah-buahan yang sebagian besar

berupa jambu banyak dipasarkan ke Surabaya. Hasil

nelayan berupa ikan dan udang. Cara penangkapan ikan

masih tradisional, dan sebagian perahu nelayan sudah

menggunakan mesin. Hasil tangkapan nelayan yang berupa

ikan biasa hanya dikonsumsi dan dijual di desa setempat,

sedangkan udang dengan harga yang cukup tinggi ditampung

oleh para pedagang untuk dipasarkan ke Surabaya.

Seperti halnya orang Madura pada umumnya, penduduk

desa ini memeluk agama Islam, namun demikian tidak

berarti bahwa agama lain selain agama Islam tidak ada.

Data statistik desa memberikan gambaran bahwa dari

penduduk yang berjumlah 4.717 orang, yang beragama Islam

sebanyak 4.711 orang, sedangkan yang beragama Kristen

Katolik sebanyak 4 orang, dan yang beragama Hindu

sebanyak 2 orang. Akan tetapi mereka yang beragama

Kristen Katolik dan Hindu ternyata bukan orang Madura,
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orang luar Madura yang menjadi pendudukmelainkan

bertempatkarena pekerjaannya sebagai pegawai yang

tinggal di desa tersebut.

4.1.2 Kehidupan Sosial-budaya Masyarakat

Sistem pemerintahan yang berlaku di desa ini

mengikuti pola sebagaimana yang diatur Undang-undang No.

5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Struktur

pemerintahan desa terdiri dari seorang Kepala Desa

(Klebun) dengan dibantu oleh Sekretaris Desa (Carek) dan

kepala urusan atau kaur-kaur. Ada 5 bidang urusan yang

terdapat dalam desa ini yaitu (i) pemerintahan, (ii)

pembangunan, (iii) kesra (kesejahteraan rakyat), (iv)

keuangan, dan (v) umum. Untuk kelancaran tugasnya Kepala

Desa juga dibantu oleh Kepala-kepala dusun yang disebut

apel.

Kedudukan Kepala Desa (Klebun) dalam kehidupan

masyarakat tidak hanya sebagai kepala pemerintahan di

tingkat desa tetapi juga sebagai bapak rakyat. Dalam hal

yang berkaitan dengan tanah peran Kepala Desa sangat

penting oleh karena buku tanah berada di bawah

kekuasaannya. Setiap terjadi perubahan terhadap tanah

yang dimiliki atau dikuasai warga masyarakat juga

diketahui Kepala Desa. Apabila terjadi perubahan-
perubahan terhadap tanah di wilayah desanya, Kepala Desa
melaporkannya dalam rapat mingguan di kecamatan.

Administrasi di desa ini ternyata sangat tertib,
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desa ini berhasil menjadi juara tertibsehingga

administrasi di tingkat kabupaten Bangkalan.

Sistem kekerabatan yang berlaku di desa ini

seperti halnya masyarakat Madura pada umumnya -- adalah

parental. Artinya, hak-hak dan kewajiban diperhitungkan

menurut garis laki-laki dan perempuan. Kedudukan anak

laki-laki dan perempuan adalah sama. Untuk membedakan

ada atau tidak adanya hubungan kerabat antara individu-

individu digunakan istilah yang berbeda yaitu bala dan

banne bala atau oreng laen. Disebut bala (faraili atau

kerabat) apabila antar individu itu masih ada hubungan

darah satu sama lain, dan bala itu mencakup baik dari

pihak ayah (bala dari eppa') maupun dari pihak ibu (.bala
dari embu'). Sebaliknya disebut banne bala atau oreng

laen (bukan kerabat atau orang lain) apabila antar

individu itu tidak ada hubungan darah sama sekali.

Adat perkawinannya, adalah perkawinan meminang.

Artinya, sebelum dilaksanakan perkawinan didahului

dengan pinangan (lamaran) dari pihak laki-laki kepada

pihak perempuan. Setelah terjadinya perkawinan, pihak

laki-laki bertempat tinggal di kediaman keluarga isteri

(Madura: noro' bine ikut isteri). Adat demikian itu

di dalam antropologi disebut dengan istilah uxorilokal

atau matrilokal (Koentjaraningrat, 1977: 103). Oleh

karena itu jika terjadi suatu perkawinan, keluarga pihak

akan menerima mantu laki-laki bertempatperempuan

tinggal dalam lingkungan kerabatnya, sebaliknya keluarga
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laki-laki akan melepaskan anak laki-lakinyapihak

bertempat tinggal di luar kerabatnya. Oleh karena adat

menetap setelah terjadi perkawinan adalah uxorilokal

matrilokal, maka terbentuklah keluarga luasatau

(extended family) yang uxorilokal, yakni suatu keluarga

yang terdiri dari keluarga inti senior ditambah keluarga

inti yunior dari anak perempuan yang sudah kawin.

adalah sistemSistem pewarisan yang berlaku

ahli warispewarisan individual. Artinya setiap

mempunyai hak untuk memperoleh bagian harta peninggalan

si pewaris sesuai dengan hak atau bagiannya masing-

masing. Sesuai dengan sistem kekerabatan parental yang

dianutnya maka anak perempuan (ana' bine') mempunyai

hak yang sama dengan anak laki-laki (ana' lake' ). Harta

peninggalan ( barang sangkol atau barisan) diwarisi

(ebaris) anak laki-laki dan perempuan dengan hak yang

sama atau dibagi sama (edu'um pada ). Namun demikian, ada

kalanya terjadi keinginan ahli waris agar pembagian

waris dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sebenarnya

terjadi karena pengaruh agama Islam yang dianutnya.

Apabila warisan tersebut dibagi menurut hukum Islam maka

hak anak laki-laki disebut dengan istilah mekol

(memikul) dan hak anak perempuan disebut dengan istilah

nyo'on (meletakkan sesuatu barang di atas kepala).

Artinya laki-laki mendapat hak dua bagian dan perempuan

mendapat hak satu bagian.
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Hubungan antar warga masyarakat pada dasarnya

didasarkan pada hubungan yang bersifat persaudaraan.

Nilai-nilai hubungan yang didasarkan pada persaudaraan

ini diwujudkan dalam konsep "taretan" (saudara) atau

"sataretanan" (persaudaraan). Konsep taretan ini tidak

hanya dalam arti saudara sebagai anggota kerabat, tetapi

menunjukkan keadaan hubungan yang harmonis sebagai lawan

dari keadaan hubungan yang tidak harmonis yang disebut

dengan istilah "moso" (musuh) atau "amosohan" (bermusu-

han). Oleh karena itu adanya ungkapan "gi' ngako

taretan" (masih menganggap saudara) menunjukkan hubungan

warga masih harmonis. Hubungan semacamantar ini
tampaknya diwarnai oleh ajaran agama Islam yang

menyatakan bahwaseorang Muslim adalah saudara bagi orang

Muslim yang lain.

4.2 Kasus-kasus Sengketa Tanah dalam Masyarakat

Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa penyelesaian

sengketa dalam masyarakat tidak ada pola atau bentuk
yang seragam. Nader dan Todd (1978: 9-10) menyebutkan

adanya berbagai bentuk penyelesaian sengketa dalam

masyarakat seperti ajudikasi (adjudication), arbitrasi

(arbitration), mediasi (mediation), negosiasi (negotia-

tion), paksaan (coercion), penghindaran (avoidance), dan

membiarkan saja ( lumping it). Bagaimana penyelesaian

sengketa tanah dalam masyarakat yang terjadi dalam

lokasi penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut
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ini.

Kasus Sengketa Batas Tanah antara H.Bsn dan Spd4.2.1

Tanah yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini

Sukolilo Barat,Bsn seorang penduduk desamilik H.

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. H. Bsn seorang

laki-laki berusia 60 tahun dengan pendidikan tamat

Sekolah Rakyat (SR). Dalam kehidupan sehari-harinya

bekerja sebagai pedagang ikan, akan tetapi termasuk

pedagang kecil. Sebagai pedagang kecil pendapatan

sehari-harinya tidak dapat dipastikan, akan tetapi H.

Bsn ternyata mampu membuat sebuah rumah tembok walaupun

tidak terkesan bagus. Semasa mudanya H. Bsn pernah aktif

sebagai pejuang pada masa perang kemerdekaan di wilayah

kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu sebagai mantan

pejuang H. Bsn terdaftar sebagai anggota veteran

Angkatan Darat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, H. Bsn

membeli sebidang tanah yang berupa tanah pekarangan..

Adapun luas tanah pekarangan tersebut sekitar 268 m2.

Walaupun tanah pekarangan itu tidak begitu luas, akan

tetapi bagi H. Bsn tanah pekarangan tersebut mempunyai

makna penting bagi keperluan hidup keluarganya. Tanah

pekarangan merupakan salah satu faktor penting dalam

kehidupan suatu keluarga. H. Bsn membeli sebidang tanah

pekarangan tersebut digunakan sebagai lahan tempat

tinggal bersama keluarganya.
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Semula tanah pekarangan te rsebut mi l ik H . Slh ,

penduduk pada desa yang sama . Transaks i jua l-be l i tanah

pekarangan anta ra H . Bsn dan H . S lh te r jad i pada awal

1982 . Pe laksanaan t ransaks i jua l-be l itahun tanah

te rsebut t idak di lakukan d i muka Kepala Desa , t e tap i

d i lakukan d i muka Pe jaba t Akta Pembuat Tanah ( d is ingka t

PPAT ) , da lam hal in i Camat Labang . Ket ika d i tanya

mengapa t ransaks i jua l-be l i tanah te rsebut d i lakukan d i

PPATmuka a tau Camat , H . Bsn menyatakan agar supaya

jua l-be l i tanah te rsebut mempunyai bukt i yang kuat .
Sebaga i konsekuens i te r jad inya pera l ihan hak a tas

tanah dar i H . S lh ke H . Bsn yang di lakukan d i muka PPAT ,

maka H . Bsn mempunyai ak te jua l-be l i tanah yang dibua t

o leh PPAT yang dibua t tanggal 19 Januar i 1982 . Agar

supaya tanah pekarangan yang dibe l inya mempunyai ba tas-

ba tas yang je las , o leh H . Bsn d ipasang patok pembatas

dar i boto l-boto l yang di tanamkan pada ba tas tanah

pekarangan te rsebut . Pemasangan boto l-boto l pembatas

tanah i tu menuru t ke te rangan H . Bsn d i lakukan oleh

petugas agrar ia yang diundang pada waktu te r jad i jua l-
be l i tanah yang di lakukan d i muka Camat se laku PPAT .

Agar supaya tanah pekarangan yang d ibe l inya

mempunyai a la t bukt i pemi l ikan tanah yang kuat , Camat

se laku PPAT menganjurkan H . Bsn menser t i f ika tkan tanah

pekarangan te rsebut . Beberapa tahun kemudian H . Bsn

menser t i f ika tkan tanah yang dibe l inya i tu ke Badan

Per tanahan Nas iona l (d i s ingka t BPN ) Kabupaten Bangkalan .
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Sertifikat atas tanah hak milik H. Bsn diterbitkan o leh

BPN dengan No. 43 tanggal 15 Maret 1987. Dengan

demikian, H. Bsn mempunyai bukti-bukti pemilikan hak

atas tanahnya berupa akta jual-beli dan sertifikat.

Berdasarkan adanya buki-bukti akta jual-beli dan

sertifikat yang dimilikinya, H. Bsn mempunyai hak atas

tanah dengan alat bukti yang kuat.

Tanah pekarangan milik H. Bsn tersebut kemudian

menjadiobjek sengketa dengan orang lain, yaitu Spd. Ia

berumur 55 tahun dengan pendidikan SR.tamat

Pekerjaannya sehari-hari adalah pedagang klontongan.

Antara keduanya sebenarnya masih ada hubungan famili

yaitu tiga sepupu (tello pope), yaitu hubungan famili

yang tergolong agak jauh. Dalam kehidupan sehari-hari H.

Bsn dan Spd adalah bertetangga, karena rumah tempat

tinggal Spd berbatasan dengan rumah tempat tinggal H.

Bsn. Rumah Spd berada pada batas bagian sebelah utara

tanah pekarangan H. Bsn.

Sengketa tanah yang terjadi antara H. Bsn dan Spd

merupakan sengketa batas-batas tanah. Sebenarnya

sengketa tanah tersebut tidak perlu terjadi karena

antara tanah pekarangan milik H. Bsn dengan Spd telah

ada batas-batasnya yang berupa botol-botol yang telah

dipasang petugas agraria. Sengketa batas tanah antara H.

Bsn dan Spd ini merupakan suatu sengkata yang

berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama.
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Sengketa antara H. Bsn dan Spd pada awalnya terjadi

sejak tahun 1982 ketika terjadi peristiwa pencabutan

botol-botol batas tanah H. Bsn yang dilakukan oleh Spd.

Kebetulan pada waktu terjadi peristiwa pencabutan botol-

botol yang dilakukan oleh Spd diketahui oleh beberapa

orang dan oleh mereka diberitahukan kepada H. Bsn.

Pencabutan botol-botol yang menjadi batas-batas tanah

tersebut roerugikan kepentingan H. Bsn, oleh karena

dengan hilangnya botol-botol batas tanah tersebut,

menyebabkan batas-batas tanah pekarangan yang

dimilikinya menjadi tidak jelas.

Tindakan Spd yang merugikan tersebut mendorong

H. Bsn mendatangi Spd dengan maksud untuk menanyakan

pencabutan botol-botol tersebut dan ingin menyelesaikan-

nya dengan cara baik-baik. Menurut penuturan H. Bsn

tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan ingin

menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurutnya, dengan

demikian hubungan baik dapat dijaga untukcara

menghindari permusuhan. Apalagi masih bertetangga dan

ada hubungan keluarga walaupun agak jauh. Akan tetapi

tindakan H. Bsn tersebut tidak mendapat tanggapan dari

Spd. Bahkan Spd tidak mengaku dirinya telah membuang

botol-botol batas tanah milik H. Bsn. Tindakan yang

dilakukan oleh H. Bsn tidak membuahkan hasil. Ketika

ditanya mengapa tidak berperkara ke pengadilan, H. Bsn

menyatakan "manabi aparkara. ka pangadilan parla biaya

sarengan baktona abid" (= kalau berperkara ke pengadilan
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memerlukan biaya dan waktunya lama).

Merasa gagal menyelesaikan sendiri, kemudian H. Bsn

melaporkan peristiwa pencabutan patok-patok batas tanah

tersebut kepada Kleban (Kepala Desa) bukan ke Polisi.

Untuk memperkuat laporan terjadinya peristiwa pencabutan

tanahnya oleh Spd, H. Bsnpatok-patok batas

melengkapinya dengan laporan yang bersifat tertulis yang

ditandatangani dan dicap jempol oleh saksi-saksi yang

mengetahui kejadian tersebut. Laporan kepada Kepala Desa

dibuat pada tanggal 14 Juli 1982. Para saksi tersebut

ikut tanda tangan dan cap jempol dalam surat laporan H.
Bsn kepada Kepala Desa tersebut karena memang mengetahui

betul kejadian atau peristiwa pencabutan botol-botol

tersebut.

Tindakan melapor ke Kepala Desa itu menurut H. Bsn
merupakan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.
Setiap ada sesuatu yang menyangkut tanah biasanya

masyarakat melapor kepada Kepala Desa. Berdasarkan
laporan tersebut Kepala Desa memanggil semua pihak

bersengketa untuk dipertemukan. Menurut Kepala Desa,
dalam penyelesaian suatu sengketa itu ia hanya berusaha

yang

membantu para pihak agar sengketa itu dapat diselesaikan
dengan cara damai tanpa memihak salah satu pihak. Sikap

tidak memihak salah satu pihak menurut Kepala Desa
disebut dengan istilah ta' ondung ka bars' ban ka temor

(- tidak condong ke barat atau ke timur). Kalau toh
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mereka masih tetap berbeda pendapat, Kepala Desa t idak

dapat memaksakan kehendaknya kepada salah satu pihak.

Sengketa tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan oleh

Kepala Desa.

Sengketa batas tanah tersebut berlanjut terus,

sampai pada tahun 1986 ketika Spd membangun rumahnya.

Ternyata sebagian pondasi rumah yang dibangun Spd

pada bagian selatan dan barat berada di atas tanah

milik H. Bsn sekitar 3 m2. Selain pondasipekarangan

bangunan rumah tersebut mengambil sebagian tanah milik

H. Bsn, Spd melakukan tindakan merusak pintu pekarangan

sebelah utara yang terbuat dari tembok milik H. Bsn.

Peringatan-peringatan dan tegoran yang dilakukan oleh H.

Bsn tidak dihiraukan sama sekali oleh Spd.

Pengrusakan pintu pagar dan pengambilan sebagian

tanah miliknya oleh Spd tersebut oleh H. Bsn dilaporkan

lagi kepada Kepala Desa. Penyelesaian oleh Kepala Desa

(dan kemudian dilaporkan ke Camat) ternyata tidak dapat

mengubah pendirian Spd sekalipun bukti-bukti yang

dimiliki H. Bsn disampaikan pada Spd, bahkan

mengatakan bahwa sertifikat tanah milik H. Bsn dianggap

palsu.

Spd

Kegagalan penyelesaian sengketa yang dilakukan pada

tingkat desa dan kecamatan mendorong H. Bsn memperkara-

kan (/nar/cara'agi) Spd dengan mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Maret 1987.

Gugatan tersebut didaftar oleh pengadilan dengan No.
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5/Pdt.G/PN.Bkl.

Tindakan memperkarakan Spd ke pengadilan menurut H.

Bsn karena terpaksa. Sebenarnya H. Bsn tidak suka

berperkara ke pengadilan. Menurutnya berperkara ke

pengadilan itu banyak hal yang harus diperhitungkan

yakni memerlukan biaya, mengorbankan pekerjaan, waktunya

lama, dan dapat menimbulkan permusuhan. Tidak ada eara

Bsn untuklain yang dapat dilakukan menurut H.

sengketa itu kecuali berperkara kemenyelesaikan

pengadilan. Segala upaya sudah dilakukan tetapi tidak

berhasil. Sebagian tanah yang dibelinya begitu saja

diambil orang lain. Dalam hal ini ia mengatakan "ka.ule

s.ps.rka.rs ke.rene. hak ke.ule epandut areng" < = saya

berperkara karena hak saya diambil orang). Ketika

ditanya mengapa tanah yang luasnya hanya 3 m2 masih

diperkarakan ke pengadilan? H. Bsn menyatakan sebagai

berikut: "s&nsjjen tens sscabik tetep hak" (= walapun

tanah sejengkal tetap hak).

Tindakan beperkara ke pengadilan menurut H. Bsn

bertujuan agar tanah miliknya yang menjadi objek

sengketa dapat diputus oleh pengadilan. Kepala Desa

tidak bisa memberikan putusan dan kalau dibiarkan tanah

nya akan hilang begitu saja. Dengan memiliki bukti-bukti
pemilikan hak atas tanahnya H. Bsn merasa berada di

pihak yang benar dan ia berkeyakinan pengadilan akan

mengabulkan gugatannya. Ia berpendapat bahwa "pangedHen
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pane/;a mates pa.sera. se 53.Is. sareng p3.sere. se bener"

(= pengadilan itu memutus siapa yang salah dan siapa

yang benar).

Untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut

pengadilan melakukan usaha perdamaian antara pihak yang

130bersengketa sebagaimana yang ditentukan oleh pasal

ayat 1 H.I. R. Usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak

bersengketa tersebut ternyata tidak berhasil. Halyang

tersebut menurut H. Bsn karena Spd tetap tidak mau

menyerahkan tanah miliknya yang telah dikuasainya dan

karenanya H. Bsn ingin tetap diputus oleh pengadilan.

Usaha hakim melakukan upaya perdamaian tersebut

dinyatakan dalam putusan pengadilan sebagai berikut:

"menimbang f bahwa Hakim tels.h berusaha untuk mendsms.ikan

kedua. belah pihakf namun tidak berhasilr maka dimulailah

perkara ini dengan membacakan gugatanpemeriksaan

penggugat dan penggugat tetap pada gugatannya".

Penyelesaian sengketa tanah tersebut ternyata

berlangsung lama yaitu dalam waktu 8 bulan dan diputus

oleh pengadilan pada tanggal 10 Nopember 1987. Sebagai

konsekuensi berperkara ke pengadilan itu selama proses

persidangan berlangsung H. Bsn terpaksa pulang pergi

Sukolio-Bangkalan untuk mengikuti sidang-sidang sesuai

dengan waktu yang ditentukan pengadilan. Ia harus

membayar biaya gugatan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh

ribu rupiah). Ia harus membawa saksi-saksi yang

diperlukan dalam sidang-sidang pengadilan untuk

 



126

membuktikan kebenaran gugatannya dan membayar biaya

transport mereka dan dirinya sendiri. Berapa besar biaya

yang dikeluarkan seluruhnya H. Bsn tidak menjelaskannya

Selainsecara pasti, tetapi ia mengatakan cukup banyak.

mengeluarkan biaya, H. Bsn mengorbankan waktunya dan

meninggalkan pekerjaannya.

Lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan

tersebut dirasakan oleh H. Bsn. Berperkara ke pengadilan

menurut H. Bsn ternyata membutuhkan banyak biaya, waktu

yang lama dan melelahkan. Ia mengungkapkan perasaan

kelelahan dalam berperkara ke pengadilan itu sebagai

lasso"panekaka pangadilanberikut: "aparkara

O berperkara ke pengadilan itu payah).

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bangkalan

menyatakan bahwa Spd sebagai pihak yang dikalahkan. Hal

tersebut dinyatakan dalam pertimbangan putusannya yang

berbunyi sebagai berikut: "menimbangf bahwa tergugat

adalah pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk

membayar ongkos parkaraf mengingai undang-undang dan

peraturan yang ber1aku".

Putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa

antara H. Bsn dan Spd mengandung lima hal yang kutipan

selengkapnya sebagai berikut:

1. mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;

sebidang tanah pekarangan2. menetapkan yang

Suko1ilo Barat, Kecamatanterletak di desa
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Labang, Kabupaten Bangkalan, persil No. 21 a

kelas D.I luas 268 m2 sebagaimana yang tercantum

bukti hak (sertikat) Nomor: 43dalam surat

adalah merupakan hak milik Penggugat yang syah;

3. menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat

membuat sebagian bangunannya di atasyang

tanah milik Penggugat dan jugasebagian

milikTergugat yang membongkar pintu pekarangan

adalahPenggugat tanpa seijin Penggugat

merupakan yang melanggar hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberi

hak darinya, untuk mengosongkan sebagian tanah

milik Penggugat yang di atasnya didirikan

sebagian bangunan Tergugat, dan selanjutnya

menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan

kosong, bebas dari segala ikatan hukum apapun

Rpserta membayar uang ganti rugi sebesar

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar

yang dianggap adil menurut Pengadilan Negeri

t idakatau apabila hal tersebutBangkalan

maka barang-barang milik Tergugatmungkin,

supaya disita dan dilelang sekadar cukup untuk

membayar uang ganti rugi tersebut di atas kepada

Penggugat, bilamana perlu kesemuanya itu dengan

bantuan alat kekuasaan Negara (Polri);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara

Rp 33.000,00 (tiga puluh tiga ribusebesar
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rupiah);

Sebagai konsekuensi berperkara ke pengadilan maka

antara H. Bsn dan Spd terjadi permusuhan sebagaimana

dsdd i"53.m3.ngkendinyatakan H. Bsn sebagai berikut:

maso" (= sekarang menjadi musuh).

Kasus Sengketa Tanah Warisan antara M. Alw dan D14.2.2

Tanah yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini

berupa tanah pekarangan dan rumah yang dikuasai oleh

seorang yang bernama M. Alw, penduduk desa Sukolilo

Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. M. Alw

laki-laki berumur 35 tahun dengan pendidikanseorang

tamat Sekolah Dasar (SD). Pekerjaan sehari-hari adalah

pedagang pengepul udang, tetapi termasuk sebagai

pedagang kecil. Pendapatan sehari-hari tidak dapat

dipastikan tetapi menurut M. Alw cukup untuk dimakan. Di

daerah ini musim udang tidak berlangsng sepanjang

dan jumlahnya tidak terlalu banyak.

tahun

Sebagai pedagang

kecil, ia harus juga bersaing dengan pedagang pengepul

lainnya. Dalam keadaan hasil tangkapan udang

nelayan tidak seberapa dan juga bersaing dengan pedagang

lainnya, menurut M. Alw penghasilannya kadang-kadang

tidak menentu dan sulit mengatakan berapa sebenarnya

dari

penghasilan sehari-hari yang diperolehnya.

Sebelum menjadi pedagang pengepul M. Alw pernah

menjad i Carik Desa Sukolilo Barat, akan tetapi

dijalaninya hanya tiga tahun. Setelah berhenti menjadi
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Carik, ia bermaksud mencari pekerjaan ke Saudi Arabia

untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Untuk biaya

ke Saudi Arabia, M. Alw bermaksud menjual tanah beserta

M. Alwrumah peninggalan orang tuanya. Namun demikian,

ternyata tidak jadi berangkat karena keluarganya tidak

menghendakinya.

Tanah dan rumah yang dikuasai oleh M. Alw tersebut

menjadi objek sengketa dengan Dl, berumur 55 tahun,

tinggal di kampung dan desa yang sama dengan M. Alw. Ia

berpendidikan SD sampai tamat. Pekerjaan sehari-hari
adalah nelayan. Sebagai nelayan, penghasilan Dl sangat

tergantung pada banyak dan sedikitnya ikan yang

Oleh karena itu ketika ditanya berapadiperoleh.

penghasilannya Dl tidak bisa mengatakannya secara pasti.

Sebagai orang yang pekerjaannya nelayan, Dl menyatakan

seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari, apalagi saat tidak musim ikan.

Asal-usul tanah pekarangan dan rumah yang menjadi

objek sengketa merupakan harta peninggalan (sangkolsn)

seorang yang bernama Mkn yaitu kakek M. Alw. Semasa

hidupnya, Mkn mempunyai dua orang isteri yaitu Smt dan

Htm. Dari perkawinannya dengan isteri pertama yaitu Smt,

Mkn mempunyai seorang anak perempuan bernama As. Dan

dari hasil perkawinannya dengan isteri kedua yaitu Htm,

Mkn mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Lgm dan

Swd. Dengan demikian antara As dan Lgm serta Swd
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seayah tetapi lain ibu (taretanmerupakan saudara

tanggal epos.'tape Isen embu').

Mkn (kakek M. Alw) mempunyai 3 orang saudara yaitu

B. T, dan Ph. Adapun D1 adalah salah seorang anakMtm,

B. T. Berdasarkan silsilah tersebut, antara D1 dan As

adalah saudara sepupu, sehingga hubungan antara D1 dan

M. Alw adalah hubungan antara paman dan keponakan sepupu

(ms.js.di S3,papa).

Sewaktu Mkn masih hidup, tanah pekarangan dan rumah

yang menjadi objek sengketa tersebut dalam kohirnya

diatasnamakan anak perempuannya yang bernama As, yaitu

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan diibu M . Alw.

Madura ada kebiasaan memberikan rumah dan tanah

Halpekarangannya kepada anak perempuannya. tersebut

berkaitan dengan adat menetap setelah perkawinan.

Masyarakat Madura menganut sistem adat menetap setelah

bersifat mstriloksl atau uxari1aks.1perkawinan yang

yang disebut dengan istilah nara' binsh (ikut isteri).

Dalam sistem ini apabila terjadi suatu perkawinan,

keluarga pihak perempuan akan menerima mantu laki-

lakinya bertempat tinggal dalam lingkungannya,

sebaliknya, keluarga pihak laki-laki akan melepas anak

laki-lakinya — setelah kawin -- meninggalkan kerabatnya

dan bertempat tinggal di lingkungan keluarga isterinya.

Salah satu hal penting dalam sistem ini, suatu keluarga

akan berusaha mempersiapkan dan menyediakan rumah

tempat tinggal bagi anak perempuannya kelak apabila ia
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Oleh karena itu, salah satu ukuranberumah tangga.

kemampuannyaadalahkeluargakeberhasilan suatu

menyiapkan rumah tempat tinggal bagi anak pereitipuannya.

Pada keluarga yang tidak mampu membuat rumah tersendiri,

biasanya orang tua bertempat tinggal di bagian belakang

sedangkan ruang utama digunakan untuk anakrumah

tidak terlaluperempuan dan suaminya. Anak laki-laki

diperhitungkan karena seorang anak laki-laki yang belum

kawin akan tidur di langgar. Seperti diketahui dalam

masyarakat pedesaan di Madura, pada hampir setiap

kelompok rumah dapat dijumpai langgar. Dalam kehidupan

masyarakat pedesaan di Madura langgar ini mempunyai

banyak fungsi, antara lain sebagai tempat ibadah, tempat

anak mengaji, tempat untuk menerima tamu, dan tempat

tidur anak laki-laki yang belum kawin.

Setelah Mkn dan isterinya meninggal dunia, rumah

dan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa

dikuasai dan ditempati oleh As. Dan setelah As meninggal

dunia, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada

yang menempatinya. Hal tersebut terjadi karena M. Alw

sebagai anak laki-laki setelah kawin tidak bertempat

tinggal di kediaman ibunya, melainkan bertempat tinggal

dalam lingkungan kerabat isterinya sesuai dengan adat

menetap setelah kawin yang bersifat matrlinks.1 atau

nxori1oka1 (Koentjaraningrat, 1977: 103; Jonge, 1989:

14 ) .
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Sepeninggal As, rumah dan tanah tersebut diminta

oleh Dl. Menurut D1 rumah dan tanah tersebut merupakan

peninggalan bersama antara Mkn dan saudaranya termasuk

Keinginan Dl untuk meminta rumah dan tanahibu Dl.

pekarangan tersebut oleh M. Alw tidak dipenuhi. M . Alw

keberatan tanah dan rumah tersebut diminta Dl, karena ia

berpendirian bahwa barang itu merupakan harta

peninggalan ibunya. Ketika ditanya mengapa M. Alw

keberatan atas permintaan Dl, ia menyatakan bahwa tanah

dan pekarangan itu dalam kohirnya atas nama As yaitu

ibunya. Ia berpendapat bahwa barang peninggalan itu hak

ibunya yang berasal dari kakek dan neneknya. Menurut

M. Alw nama yang ada dalam kohir itu menunjukkan bukti

siapa sebenarnya yang mempunyai tanah tersebut. Oleh

karena itu M. Alw berpendapat bahwa Dl bukan ahli war is

dari kakek dan ibunya dan tidak punya hak waris atas

tanah dan rumah tersebut.

Peristiwa sengketa tanah tersebut secara terbuka

terjadi pada tahun 1992 ketika M. Alw bermaksud menjual

sebuah rumah beserta tanahnya peninggalan orang tuanya

(As) yang menjadi objek sengketa tersebut. Adapun

maksud M. Alw menjual harta peninggalan orang tuanya

itu untuk dipakai sebagai biaya bekerja di Saudi Arabia.

Untuk bisa bekerja di Saudi Arabia, M. Alw membutuhkan

uang yang cukup banyak, dan tidak ada jalan lain selain

harus menjual harta peninggalan ibunya. Pertimbangan

lain ialah rumah peninggalan ibunya dalam keadaan
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kosong dan apabi la dibiarkan terus tentunya akan menjadi

rusak .

menjual rumah danuntukKeinginan M . Alw

pekarangan yang dipersengketakan i tu diketahui oleh

banyak orang termasuk Dl . Sete lah mendengar ber i ta bahwa

rumah dan tanah tersebut oleh M . Alw akan di jual , Dl

melarangnya dengan maksud untuk dimil ik inya sendir i . Dl

mempengaruhi p ihak-pihak yang ingin membel i rumah dan

pekarangan tersebut dengan alasan masih menjadi

sengketa .

Karena kebutuhan uang yang sangat mendesak untuk

pergi ke Saudi Arabia , M . Alw bers ikeras untuk menjual

rumah dan tanah peninggalan orang tuanya . Namun sebelum

menjual tanah pekarangan dan rumah , M . Alw ter lebih

dahulu berkonsul tas i dengan Kepala Desa dan Camat karena

sudah beberapa kal i yang mau membel i d ihalang-halangi

Dl . Oleh karena tanah dan rumah tersebut dalam kohir

nama As ( ibu M . Alw ) Kepala Desa dan Camat t idakatas

menghalang-halangi M . Alw untuk menjualnya , akan te tapi

dianjurkan untuk minta perse tu juan Lgm dan Swd ( paman M .

Alw ) .

Untuk menghindar i kesul i tan di kemudian har i M . Alw

minta perse tu juan Lgm dan Swd terhadap maksud penjualan

tanah dan rumah tersebut dalam bentuk ter tu l i s .
Perse tu juan Lgm dan Swd menurut M . Alw diper lukan karena

keduanya adalah saudara kandung ibunya walaupun dar i ibu
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yang berbeda. Ternyata Lgm dan Swd tidak keberatan rumah

dan pekarangan tersebut dijual oleh M. Alw. Setelah

rumah dan tanahmendapat persetujuan Lgm dan Swd,

tersebut oleh M. Alw akan dijual kepada Ro, penduduk

desa yang sama.

Sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan

sengketanya, tindakan yang dilakukan M. Alw adalah

mendatangi Dl. Ia mendatangi Dl dengan maksud

untuk menjelaskan menjual tanah dan rumah warisan orang

tuanya untuk biaya ke Saudi Arabia. Tindakan itu

dilakukan menurut M. Alw agar supaya tidak terjadi

permusuhan dengan Dl, apalagi masih ada hubungan famili.

Akan tetapi Dl berkeinginan tanah dan rumah itu

diberikan kepadanya. Mengetahui rumah dan tanah sengketa

akan dijual dan ada yang mau membelinya, Dl menghalang-

halangi pihak pembeli.

Mendapat kesulitan meyakinkan Dl bahwa rumah dan

pekarangan tersebut adalah hak waris dari ibunya, M. Alw

melapor dan meminta bantuan Kepala Desa agar sengketa

tanah dengan Dl dapat diselesaikan. Adapun maksud M. Alw

meminta bantuan Kepala Desa agar tidak terjadi

permusuhan, hubungan keluarga tetap baik. Ketika ditanya

mengapa M. Alw tidak beperkara ke pengadilan, ia

menyatakan tidak punya uang. Rumah beserta pekarangan

itu hendak dijual justru karena perlu uang untuk

bekerja. Ia menyatakan "msnsbi aparka.ra. ka pa.ngadils.n

pada sareng ngaddu ora' (= berperkara ke pengadilan sama
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dengan mengadu kekuatan atau kemampuan). Selain tidak

punya biaya, beperkara ke pengadilan juga memerlukan

waktu yang lama. Hal tersebut menurut M. Alw menjadi

halangan untuk bekerja di Saudi Arabia.

Dalam penyelesaian di tingkat desa, Kepala Desa

menjelaskan pada pihak-pihak yang bersengketa bahwa

rumah dan tanah tersebut dalam kohir atas nama As (ibu

M. Alw), DI tidak punya hak dan tidak punya bukti apa-

apa sama sekali. Tanah pekarangan tersebut menurut

Kepala Desa dalam kohir dan buku tanah atas nama Mkn dan

kemudian diatasnanakan pada As. Berdasarkan bukti-bukti

tersebut sebenarnya DI. tidak punya hak waris atas tanah

dan rumah yang menjadi objek sengketa. Penyelesaian

ditingkat desa berlangsung selama tiga kali, dan

akhirnya dengan penjelasan tersebut, menurut Kepala

Desa, ia dapat melunakkan hati DI untuk tidak bersikeras

mengambil rumah dan tanah tersebut.

Akhirnya rumah dan tanah sengketa dibeli oleh Ro

seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hasil

penjualan rumah tersebut oleh M . Alw dibagi dua yaitu

sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil

sendiri, sedangkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

yang lain diberikan kepada Lgm dan Swd masing-masing Rp

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil

penjualan rumah dan tanah tersebut M. Alw hanya memberi

uang kepada DI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu
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rupiah).

Jual-beli tanah pekarangan dan rumah antara M. Alw

tidak dilakukan di muka PPAT, melainkan dibuatdan Ro

dalam sebuah surat perjanjian jual-beli di atas kertas

dansegel yang ditandatangani oleh penjual (M. Alw)

tersebutSurat perjanjian jual-belipembeli (Ro).

olehdiketahuiditandatangani oleh saksi-saksi dan

Kepala Desa.

4.2.3 Kasus Sengketa Tanah Warisan antara A.Gfr dan Hmd

sengketa dalam kasus ini adalah hartaObjek

peninggalan (warisan) berupa tanah pekarangan dan rumah

berumurdikuasai oleh A. Gfr, seorang laki-lakiyang

Barat,Sukolilo55 tahun, bertempat tinggal di desa

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Ia berpendidikan

SR sampai tamat. Pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan.

Pendapatan sehari-hari tidak dapat dipastikan tergantung

dari hasil tangkapan sehari-hari. Kehidupan nelayan

sangat tergantung pada cuaca sehingga tidak selalu dapat

melaut setiap hari.

Tanah pekarangan dan rumah tersebut dipersengketa-

kan oleh Hmd, seorang laki-laki berumur 54 tahun,

beralamat di desa yang sama. Ia berpendidikan SR sampai

tamat. Pekerjaan sehari-hari adalah nelayan. Antara

keduanya masih ada hubungan keluarga yaitu saudara

sepupu, karena kedua orang tua mereka adalah saudara

kandung. Hal tersebut terjadi karena H. A. Kw (orang
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tua A. Gfr) mempunyai saudara kandung perempuan bernama

As (orang tua Hmd).

Asal-usul tanah pekarangan dan rumah yang menjadi

objek sengketa merupakan harta peninggalan (s&ngkalsn)

dari H. A. Kw. Sewaktu masih hidup, H. A. Kw mempunyai

tiga buah rumah dan pekarangannya, dan dua di antaranya

sudah dijual untuk sesuatu keperluan. Salah satu rumah

dan pekarangan yang tidak dijual, yang kemudian menjadi

objek sengketa, oleh H. A. Kw diberikan kepada anaknya

yaitu A. Gfr, dan dalam kohirnya diatasnamakan A. Gfr.

Kepala Desa membenarkan bahwa tanah objek sengketa

tersebut dalam kohirnya memang atas nama A. Gfr.

Namun demikian, setelah H. A. Kw meninggal dunia

pada tahun 1984, rumah dan pekarangan yang menjadi objek

sengketa dalam keadaan kosong. A. Gfr tidak bertempat

tinggal di rumah orang tuanya tersebut, sebab sebagai

laki-laki setelah kawin bertempat tinggal dalam

lingkungan keluarga isterinya sesuai dengan adat

kebiasaan masyarakat Madura. Oleh karena rumah dalam

keadaan kosong, maka A. Gfr tidak keberatan rumah dan

pekarangan tersebut ditempati anaknya Hmd karena merasa

kasihan mereka belum mempunyai rumah sendiri, sementara

A. Gfr belum memerlukannya.

Terjadinya sengketa antara A. Gfr dan Hmd berawal

dari keinginan A. Gfr untuk mensertifikatkan tanah dan

rumah peninggalan orang tuanya pada tahun 1990. Ketika

ditanya untuk apa tanah tersebut disertifikatkan, ia
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menjawab agar pemilikan hak atas tanah pekarangan dan

rumah tersebut mempunyai bukti yang kuat. Kelak jika ia

meninggal, anaknya tidak mendapat kesulitan atas harta

peninggalan tersebut. Oleh karena itu, A. Gfr mendatangi

Hmd untuk menyampaikan maksudnya mensertifikatkan tanah

pekarangan peninggalan orang tuanya. Tindakan tersebut,

menurut A. Gfr, dilakukan karena ingin menyelesaikan

masalah tersebut secara kekeluargaan. Akan tetapi Hmd

keberatan terhadap keinginan A. Gfr untuk mensertifikat-
Hmdkan tanah pekarangan dan rumah tersebut. merasa

mempunyai hak waris atas harta peninggalan tersebut dan

bermaksud memilikinya. Menurut Hmd, harta peninggalan

itu merupakan harta asal dari kakek dan nenek mereka

yang kemudian dikuasai oleh H. A. Kw.

Hmd bersikeras menghalangi pensertifikatan tanah

pekarangan yang menjadi objek sengketa. Mendapat

kesulitan untuk menyertifikatkan tanah pekarangan

Gfr meminta bantuan Kepala Desa. Setiaptersebut A.

A.persoalan yang menyangkut sengketa tanah, menurut

Gfr, meminta bantuan Kepala Desa diperlukan karena buku

tanah ada di kantor desa. Tindakan meminta bantuan

Kepala Desa tersebut dimaksudkan agar sengketanya dapat

diselesaikan. Cara demikian sudah merupakan kebiasaan

yang hidup dalam masyarakat, agar dapat dihindari

terjadinya permusuhan, dan hubungan keluarga tetap baik.

Ketika ditanya mengapa tidak beperkara ke pengadilan,
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A. Gfr berpendapat bahwa beperkara ke pengadilan itu

banyak yang hams dipertimbangkan. Dikatakannya bahwa

beperkara ke pengadilan itu membutuhkan biaya yang

sedikit dan bagi seorang nelayan meninggalkantidak

Apabilaakan mengurangi penghasilan.pekerjaan

beperkara ke pengadilan akan mendapat rugi dua kali,

biayarugitidak bisa bekerja danyaitu rugi

transportasi. Di samping itu, berperkara ke pengadilan

hubunganmembutuhkan waktu yang lama. Selain itu,

terjaditerganggu bahkan akanakankekeluargaan

permusuhan. Dalam ungkapannya A. Gfr menyatakan sebagai

aparks.ra ka psngaa'ilan pads sareng"manabiberikut:

nyare mosc" (= kalau berperkara ke pengadilan sama

dengan meneari musuh).

Penyelesaian sengketa di tingkat desa berlangsung

dua kali. Tindakan yang dilakukan Kepala Desa adalah

memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesai-
kan sengketa secara musyawarah. Menurut penuturan Kepala

Desa, dalam musyawarah yang dilakukan di kantor desa, ia

hanya menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut dalam

kohir dan buku tanah atas nama A. Gfr sebagai perubahan

dari H. A. Kw. Berdasarkan data yang ada tersebut Kepala

Desa menyatakan bahwa Hmd tidak mempunyai hak waris atas

tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa. Penjelasan

Kepala Desa tampaknya mendorong Hmd tidak bersikeras

lagi menghalangi A. Gfr untuk mensertifikatkan tanah

sengketa.
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Pensertifikatan hak atas tanah tersebut diteruskan

oleh A. Gfr dan sertifikat hak atas tanahnya telah

dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bangkalan atas nama A.

Gfr (sertifikat ditunjukkan oleh A. Gfr tetapi keberatan

untuk di copy). Walaupun demikian, rumah dan tanah

tersebut oleh A. Gfr sampai sekarang diminta ditempati

saja oleh anak Hmd sampai nanti ditempati anak A. Gfr.

Adapun pertimbangan A. Gfr masih menyuruh menempati

rumah dan tanah tersebut kepada anak Hamid karena yang

bersangkutan belum mempunyai rumah sendiri.

4.2.4 Kasus Sengketa Tanah Warisan antara Msf dan Shi

Objek sengketa dalam kasus ini berupa tanah

pekarangan dan rumah yang dikuasai oleh Msf, seorang

perempuan berumur 40 tahun, beralamat di desa Sukolilo

Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Ia

berpendidikan SR sampai tamat. Dalam kehidupan sehari-

hari ia berfungsi sebagai ibu rumahtangga dan tidak

bekerja. Tanah pekarangan dan rumah tersebut

dipersengketakan oleh Shi, seorang laki-laki berumur 45

tahun, beralamat di desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar,

Kabupaten Bangkalan. Pekerjaan sehari-hari Shi adalah

nelayan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah, akan

tetapi keduanya merupakan saudara angkat.

Shi dan Msf adalah anak angkat dari sepasang suami

isteri yang bernama A. Mkt dan Snt. Selama dalam

perkawinannya A. Mkt dan Snt tidak mempunyai anak. Oleh
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karena itu menurut keterangan beberapa orang di desa

tersebut suami isteri itu mengangkat seorang anak laki-

laki dan perempuan yaitu Shi dan Msf. Kedua orang anak

angkat tersebut masing-masing anak dari keluarga masing-

masing suami isteri tersebut. Shi adalah keponakan A.

Mkt yang pada waktu berumur tujuh tahun dipelihara dan

Mkt dan Snt.dijadikan anak angkat oleh keluarga A.

mengangkatSntA. Mkt danBeberapa tahun kemudian

lagi seorang anak perempuan bernama Msf yang berasal

dari keluarga Snt .

Asal-usul tanah pekarangan dan rumah yang menjadi

(guns. Aaja)objek sengketa merupakan harta gono-gini

A. Mkt dan Snt. Sebelum kawin dengan A. Mkt, Sntdari

sudah mempunyai sebidang tanah pekarangan dan rumahnya

(rumah timur). Di samping itu, selama dalam pekawinan

antara Snt dengan A. Mkt, mereka dapat membeli sebuah

pekarangan beserta rumahnya (rumah barat).

dan Snt meninggal dunia, tanahSebelum A. Mkt

pekarangan dan rumah sebelah timur, yaitu harta bawaan

Snt, dihibahkan kepada Msf dan ditempatinya setelah

kawin. Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat pedesaan

di Madura apabila seorang anak perempuan kawin maka si

suami bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat isteri.

Dengan menikahnya Msf maka keluarga A. Mkt dan Snt

memberikan salah satu rumahnya kepada Msf. Sedangkan

setelah kawin keluar dari keluarga orangShi tua
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angkatnya dan bertempat tinggal di tempat kerabat

isterinya (matrilakai) di Kwanyar. Setelah A. Mkt dan

Snt meninggal dunia, tanah pekarangan dan rumah sebelah

barat yaitu harta gono-gini (guna kaja) A. Mkt dan Snt

berada dalam keadaan kosong.

Terjadinya sengketa antara Msf dan Shi berawal

pada tahun 1991 ketika Msf bermaksud mensertifikatkan

tanah pekarangan dan rumah peninggalan orang tua

angkatnya (rumah barat). Mendengar informasi dari

seorang bernama Lhn tentang maksud Msf tersebut, Shi

menghalang-halangi tanah peninggalan orang tua angkatnya

tersebut disertifikatkan dan ia bermaksud meminta bagian

dari harta gono-gini(guna kaja) orang tua angkatnya.

Msf keberatan memberikan tanah pekarangan dan rumah

tersebut kepada Shi, karena pesan orang tua angkatnya

tanah pekarangan dan rumah tersebut hanya bo leh

ditempati saja.

Mendengar bahwa Shi keberatan terhadap pensertifi-

katan tanah gono-gini peninggalan orang tua angkatnya

tersebut, Msf mendatangi Shi menjelaskan persoalannya.

Tindakan itu dilakukan oleh Msf untuk menyelesaikannya

secara kekeluargaan dan agar hubungan keluarga dengan

Shi tidak putus. Shi bersikeras meminta seluruh tanah

dan rumah peninggalan orang tua angkatnya. Atas

permintaan Shi tersebut Msf keberatan, karena ia sebagai

anak angkat juga merasa mempunyai hak atas tanah dan

rumah yang dipersengketakan tersebut. Dengan t idak
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tindakantitik temu antara keduanya, Msfadanya

bernegosiasi dengan Shi tidak berhasil.

Kegagalan bernegosiasi dengan Shi, akhirnya Msf

meminta bantuan Kepala Desa Sukolilo Barat agar sengketa

tanah dan rumah dengan Shi dapat diselesaikan. Menurut

kebiasaan dalamtindakan tersebut merupakanMsf

masyarakat. Dengan bantuan Kepala Desa dapat diharapkan

apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan.

dilakukan Kepala Desa adalahTindakan yang

dimaksudkan untukShi,mempertemukan Msf dan

mendengarkan tuntutan masing-masing. Shi meminta tanah

dan rumah menjadi haknya sedangkan Msf keberatan apabila

seluruhnya dimiliki oleh Shi. Ternyata pertemuan pertama

tersebut menurut Kepala Desa tidak menghasilkan apa-apa.

Beberapa bulan kemudian atas desakan Msf, Kepala Desa

mempertemukan kembali Msf dan Shi untuk mencari

penyelesaian yang terbaik. Penyelesaian yang ditawarkan

oleh Kepala Desa ialah menyarankan tanah pekarangan dan

rumah tersebut dibagi berdasarkan hukum waris Islam,

yaitu Shi mendapat dua pertiga bagian dan Msrf mendapat

sepertiga bagian.

Anjuran Kepala Desa tidak disetujui oleh Msf,

karena ia merasa mendapat bagian yang lebih sedikit.

Dengan demikian penyelesaian sengketa di Kepala Desa

tersebut belum berhasil.

Kemudian Msf bersama suaminya(M. Sr) menemui H .
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Hstf, paman Shi yang bertempat tinggal di Kwanyar

untuk meminta bantuan memecahkan sengketa tersebut.

Inisiatif Msf meminta bantuan H. Mstf dimaksudkan agar

sengketa tersebut tidak menimbulkan permusuhan, hubungan

keluarga tetap terjaga dengan baik. Tindakan tersebut

juga dilakukan oleh karena Msf merasa khawatir Shi akan

ke pengadilan. Menurut Msf, apabilamemperkarakannya

sengketa itu sampai ke pengadilan akan menimbulkan

sebagai berikut:sebagaimana dikatannyakesulitan

ba.nnya' fbia.ya.na."ma.nabi a.psrkars Aa pangadilan taAc'

hat ktana a.bidf sarengan pas dao’o'i mosaf ms.n3.bi bisa cokop

e disa sacs tada' bisysna? gi' ngangg-sp satsretanan" (=

kalau berperkara ke pengadilan takut mengeluarkan biaya

waktunya lama, dan akan jadi musuh, kalau bisabanyak,

eukup di desa saja karena tidak mengeluarkan biaya, dan

satu sama lain masih menganggap saudara).

H. Mstf menganjurkan agar rumah dan tanah sengketa

tersebut dibagi dua (edagi dua') saja. Berdasarkan

anjuran H. Mstf, akhirnya Msf dan Shi setuju rumah dan

tanah sengketa tersebut dibagi dua. Dengan demikian,

tanah pekarangan dan rumah tersebut menjadi hak bersama

antara Msf dan Shi, dan masing-masing mendapat separoh

bagian.

Oleh karena ada pesan dari orang tua angkat mereka

bahwa harta peninggalan tersebut hanya boleh ditempati

dan tidak boleh di jual, maka tanah pekarangan dan rumah

tersebut sepakat tidak dijual kepada orang lain. Tanah
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dan rumah tersebut ditaksir kalau dijual akan laku

Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akhirnyasebesar

rumah dan tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Msf dan

disetujui oleh Shi, dan masing-masing mendapat separuh

bagian. Msf menyerahkan uang kepada Shi sebesar

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bagian dari

hak yang diperolehnya.

4.3 Terjadinya Sengketa Tanah dalam Masyarakat

Berdasarkan deskripsi kasus-kasus sengketa tanah

sebagaimana dinyatakan di muka, sengketa yang berkaitan

dengan tanah dalam kajian ini menyangkut dua hal yaitu

a). batas-batas tanah dan b). warisan. Sengketa tanah

mengenai batas-batas tanah maupun warisan pada dasarnya

merupakan sengketa yang ada hubungannya dengan

kepemilikan seseorang atas tanah yang menjadi objek

sengketa. Sengketa tanah semacam ini berkaitan dengan

siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan.

Kepemilikan hak atas tanah tidak hanya menyangkut objek

tetapi juga subjeknya. Pengertian objek atas tanah

antara lain menyangkut luas, letak, dan batas-batas

tanah, sedangkan subjek menyangkut orang atau siapa yang

mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan.

Terjadinya sengketa yang berkaitan dengan tanah

sebagaimana digambarkan di muka dapat dianalisis dari

dua segi yaitu (i) dari penyebab terjadinya sengketa dan

(ii) dari proses peralihan hak atas tanah. Pertama,
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di l iha t dar i segi penyebab ter jadinya sengketa tanah

dalam kasus-kasus d i muka ada perbedaan . Kasus sengketa

batas tanah ter jadi karena ada unsur kesengajaan dar i

mi l iksa lah satu pihak untuk menguasai sebagian tanah

la in . Unsur kesengajaan tersebut dapat diketahuiorang

dar i adanya t indakan pencabutan batas-batas tanah yang

Tanda-di lakukan oleh salah satu pihak yang besengketa .

tanda batas-batas tanah merupakan sa lah satu unsur

pent ing dalam pemil ikan hak a tas tanah . Dalam PPPT pasal

3 ayat 7 dikatakan bahwa batas-batas tanah dinyatakan

ketentuantanda-tanda batas menurutdengan yang

Agrar ia . Kasus sengketa yangdi te tapkan Menter i

berkai tan dengan tanah karena war is , te r jadi karena

adanya tuntutan salah satu pihak yang merasa mempunyai

hak war is terhadap tanah yang menjadi objek sengketa .

Kedua , d i l iha t dar i sudut pera l ihan hak a tas tanah

terdapat perbedaan dalam kasus-kasus yang menjadi fokus

kaj ian in i . Dalam kasus sengketa batas tanah te lah

ter jadi pera l ihan hak a tas tanah karena perbuatan hukum

ter tentu yai tu jual-bel i . Pera l ihan hak a tas tanah yang

menjadi objek sengketa t idak didasarkan pada kaidah

hukum adat mela inkan berdasarkan ketentuan hukum

nasional ( hukum agrar ia ) . Transaksi jua l-bel i yang

di lakukan di muka Camat se laku PPAT menunjukkan bahwa

pera l ihan hak a tas tanah tersebut sesuai dengan apa

yang dimaksud oleh pasal 19 PPPT . Bahkan tanah yang
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menjadi objek sengketa tersebut telah didaftarkan kepada

Dilihat dari sudutBPN dan memperoleh sertifikat.

yuridis formal, tanah yang menjadi objekpandang

sengketa dalam kasus sengketa batas tanah tersebut

mempunyai bukti yang kuat, sehingga dapat diperoleh

suatu kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud oleh

pasal 19 UUPA.

Berbeda dengan kasus sengketa batas tanah, kasus-

kasus sengketa tanah waris berkaitan dengan peralihan

hak atas tanah karena hukum. Peralihan hak atas tanah

karena hukum pada dasarnya berkaitan dengan dua bidang

hukum yaitu hukum waris adat dan hukum agraria.

Dalam hukum waris, salah satu persoalan yang sering

dihadapi dalam hal adanya harta peninggalan pewaris

adalah siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris yang

berhak atas harta peninggalan dari orang yang meninggal

dunia itu(pewaris). Dalam hukum adat alur meneruskan

dan mengoperkan harta peninggalan ada tiga maeam: a).

ke bawah yaitu anak dan keturunannya, b). ke atas yaitu

tua dan seterusnya, c). ke samping yaitu saudara-orang

saudaranya. Namun demikian, dalam hukum adat selama

pewaris masih mempunyai anak atau keturunannya maka ahli

waris yang lain tidak mempunyai hak terhadap harta

peninggalan si pewaris.

Hukum adat memandang anak dan keturunannya sebagai

waris utama. Hal tersebut didasarkan padaahli hakikat

pewarisan dalam hukum adat mengandung pengertian proses

 



148

meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga baik

materiel maupun immateriel dari suatu generasi kepada

keturunannya (Supomo, 1982: 81-82). Pengertian tersebut

tidak terlepas dari tujuan perkawinan. Salah satu tujuan

perkawinan ialah meneruskan keturunan. Oleh karena itu

dalam kehidupan masyarakat adat harta keluarga

dipersiapkan untuk kepentingan keturunannya.

harta warisan itu diteruskan danBagaimana

dioperkan dalam hukum adat tergantung pada sistem

berlaku dalam masyarakatpewarisan yangyang

bersangkutan. Hukum adat pada dasarnya mengenal tiga

pewarisansistem pewarisan, yaitu sistemmacam

individual, kolektif, dan mayorat. Akan tetapi sistem

pewarisan tersebut berkaitan dengan sistem keturunan

yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Artinya

sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut

mewarnai sistem pewarisan yang berlaku. Dalam masyarakat

adat pada dasarnya dikenal tiga macam sistem keturunan,

yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental

(Hadikusuma, 1983: 33-35).

Masyarakat Madura adalah masyarakat yang menganut

sistem keturunan parental, dan sistem pewarisan yang

berlaku adalah sistem pewarisan individual. Sistem

pewarisan ini selain mengandung keunggulan, juga

mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan dalam sistem

pewarisan individual ini adalah timbulnya sikap yang
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individualistik dan materialistik yang dapat menimbulkan

terjadinya perselisihan di antara anggota kerabat

(Hadikusuma, 1983: 35-36).

Pada sisi lain, peralihan hak atas tanah karena

hukum (waris) yang berkaitan dengan hukum agraria ialah

adanya kewajiban melakukan pendaftaran tanah setelah

terjadinya kematian yang dilakukan oleh ahli waris yang

Hal ini tentu saja berkaitan denganmenerimanya.

kepastian hukum terhadap hak-hak ahli waris atas tanah

yang diwariskan. Dalam PPPT dinyatakan adanya kewajiban

bagi ahli waris untuk melakukan pendaftaran peralihan

hak atas tanah yang diwarisinya. Ketentuan tersebut

dinyatakan dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi sebagai

berikut:

"jika yang mempunyai hak atas tanah
meninggal dunis, maka yang menerima tanah
itu sebagai warisan wajib meminta pendafta-
ran peralihan hak tersebut dalam waktu. 6
bulan sejak meningga1nya arang itu".

arang

Batas waktu 6 bulan sebagaimana dinyatakan dalam

ketentuan tersebut di atas tidaklah bersifat absolut,

karena dalam pasal 20 ayat 2 nya dinyatakan bahwa

tenggang waktu 6 bulan untuk meminta pendaftaran

tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria dengan

pertimbangan-pertimbangan khusus.

Adanya kewajiban mendaftarkan tanah sebagaimana

tersebut tidak dikenal dalam hukum adat . Kewajiban

pendaftaran tanah ini diatur dalam hukum agraria

nasional. Dalam hal ini tampak bahwa hukum negara
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(PPPT) merupakan hukum yang berfungsi untuk melakukan

perubahan dalam masyarakat.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu sarana

penting untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana yang

dimaksud oleh pasal 19 UUPA. Kaidah hukum tersebut

tentunya dimaksudkan untuk memberikan bukti formal yang

kuat agar supaya dapat dihindari terjadinya sengketa

karena tidak jelasnya status tanah yang bersangkutan.

Oleh karena itu hukum mengatur bagaimana prosedur

dialihkannya hak atas tanah agar status kepemilikan

tanah tersebut menjadi jelas.

Hal yang berkaitan dengan peralihan hak karena

hukum (beralih)yang diatur menurut ketentuan pasal 20

ayat 1 sebagaimana diuraikan di muka tampaknya belum

efektif. Contoh kasus-kasus sengketa yang berkaitan

dengan tanah karena waris sebagaimana dideskripsikan di

muka memberikan gambaran mengenai belum dilaksanakannya

ketentuan tersebut.

4.4 Faktor-faktor yang Menentukan Tindakan Pihak yang
Bersengketa dalam Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa

sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat

universal yang dapat dijumpai di dalam kehidupan

masyarakat di manapun dan dalam tingkat apapun juga.

Sengketa juga tidak mengenai waktu, artinya pada suatu

tetrjaxfi sengketa da1am
\ t ' \ L ! K
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kehidupanwaktu bisa saja
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masyarakat. Pada dasarnya sengketa timbul karena adanya

lebih dari satu individu atau kelompok yang mempunyai

kepentingan terhadap objek yang sama. Demikian pula

halnya dengan sengketa tanah yang terjadi dalam daerah

lebihpenelitian, pada dasarnya merupakan akibat adanya

dari satu individu mempunyai kepentingan yang sama

terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.

Dalam situasi sebagaimana dikemukakan di muka, maka

kemudian timbul berbagai tindakan yang dilakukan pihak

dapatsengketa tersebutbersengketa agaryang

diselesaikan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa

sengketa yang terjadi dalam suatu masyarakat diperlukan

kehidupan dalamadanya suatu penyelesaian agar

masyarakat yang bersangkutan dapat berlangsung dengan

baik.

Namun demikian, bagaimana sengketa itu dapat

diselesaikan sangat berkaitan dengan berbagai pilihan

tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang bersengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang

bersengketa mempunyai berbagai pilihan tindakan yang

harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang

dihadapinya. Dalam kasus-kasus yang menjadi fokus

kajian ini pihak yang bersengketa menggunakan berbagai

pilihan tindakan yang menurut pandangan mereka dapat

Pilihandihadapinya.sengketamenyelesaikan yang

sengketa tersebut dilakukantindakan penyelesaian

baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Pilihan
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demikian memang dimungkinkan karena dalam penjelasan

pasal 3 UUKK dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa

secara perdamaian di luar pengadilan negara dibolehkan.

Ketentuan undang-undang tersebut memberikan peluang

kepada pihak yang bersengketa memilih berbagai

alternatip tindakan dalam menyelesaikan sengketa yang

mereka hadapi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam deskripsi kasus yang menjadi fokus dalam

kajian ini ada empat macam pilihan tindakan yang

dilakukan pihak yang bersengketa yaitu: (i) negosiasi

antara pihak yang bersengketa, (ii) mediasi dengan

bantuan Kepala Desa, (iii) mediasi dengan bantuan tokoh

masyarakat, dan d). ajudikasi melalui pengadilan negeri.

Pertama, pilihan tindakan penyelesaian sengketa

dengan cara negosiasi antara pihak yang bersengketa.

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang

bersifat diadik tanpa campur tangan pihak ketiga.

Pilihan tindakan ini terjadi pada semua kasus sengketa

tanah yang diteliti. Tidak ada pilihan tindakan pihak

yang bersengketa secara langsung menggunakan pengadilan

untuk menyelesaikan di antara mereka. Menurut mereka

cara demikian merupakan pilihan tindakan menyelesaikan

sengketa secara kekeluargaan, menghindari permusuhan,

tidak banyak mengeluarkan biaya, dan waktunya tidak

lama.

Latar belakang hubungan sosial di antara mereka
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yang masih ada hubungan kerabat tampaknya juga

mempengaruhi pilihan tindakan yang mereka lakukan. Dalam

kondisi demikian, mereka berusaha menyelesaikan sengketa

yang dihadapi tanpa merusak hubungan keluarga dan

menghindari adanya rasa permusuhan di antara mereka.

Namun demikian, pilihan tindakan penyelesaian

sengketa dengan cara negosiasi antara pihak-pihak yang

bersengketa dalam kasus-kasus sengketa yang terjadi

ternyata tidak berhasil. Masing-masing pihak masih

bersikeras pada kemauannya sendiri. Hal ini dapat

diketahui dari beberapa informasi yang diperoleh.

Misalnya dalam kasus sengketa batas tanah, tegoran H.

Bsn kepada Spd bahwa pondasi rumah yang dibangun

mengambil tanahnya ternyata tidak dihiraukan dan pondasi

rumah tetap tidak diubah serta pembangunan rumahnya

terus dilanjutkan. Dalam kasus sengketa waris, Dl selalu

menghalang-halangi M. Alw untuk menjual tanah dan rumah

peninggalan orang tuanya, karena Dl berkeinginan tanah

dan rumah sengketa diberikan kepadanya. Demikian juga

dalam kasus sengketa waris yang lain, Hmd keberatan

tanah sengketa disertifikatkan oleh A. Gfr karena Hmd

berkeinginan tanah dan rumah sengketa diberikan

kepadanya. Shi keberatan tanah sengketa disertifikatkan

oleh Msf karena Shi menuntut bagian dari tanah dan rumah

sebagai harta gono-gini (guns Aaj'a) orang tua angkatnya.

Kedua, pilihan tindakan penyelesaian sengketa

dengan cara meminta bantuan Kepala Desa. Meminta bantuan
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Kepala Desa merupakan penyelesaian sengketa dengan cara

mediasi. Pilihan tindakan ini juga terjadi pada semua

Pihak-pihakkasus sengketa yang menjadi fokus kajian.

yang bersengketa berpendapat bahwa meminta bantuan

Kepala Desa untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan

tindakan yang lazim dilakukan oleh warga masyarakat. Ini

mengandung pengertian bahwa dalam tata kehidupan

masyarakat pedesaan Kepala Desa mempunyai kedudukan dan

peranan penting dalam menyelesaikan sengketa yang

terjadi dalam kehidupan masyarakatnya.

Pentingnya peranan Kepala Desa ini dapat dilihat

pada contoh kasus sengketa batas tanah antara H. Bsn dan

Spd. Ketika salah satu pihak melakukan tindakan membuang

H.botol-botol batas tanah yang menjadi objek sengketa,

Bsn melaporkan peristiwa itu baik seeara lisan maupun

tertulis kepada Kepala Desa. Membuang botol-botol batas

tanah merupakan suatu tindakan yang dapat dikualifikasi

sebagai perbuatan pidana yang seharusnya dilaporkan

kepada Polisi, akan tetapi H. Bsn melaporkan kejadian

tersebut kepada Kepala Desa. Ketika ditanya mengapa

kejadian tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa, H. Bsn

menjawab bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan dalam

masyarakat dan Kepala Desa adalah bapak rakyat.

Meminta bantuan Kepala Desa selain merupakan

kebiasaan dalam masyarakat, tindakan tersebut juga

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa seeara
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kekeluargaan. Dalam hal ini H. Bsn menyatakan sebagai

berikut: "ala.por da' Klebun dalem sea1 sengketa. paneAa

amarga. gi' nganggep tareta.n" ( = melapor kepada Kepala

Desa dalam sengketa ini karena masih menganggap

saudara).

Pernyataan tersebut pada dasarnya mengandung

pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan meminta

bantuan Kepala Desa dipandang sebagai cara penyelesaian

sengketa yang berada dalam lingkungan keluarga.

Keterlibatan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa

tersebut tampaknya tidak dianggap sebagai orang luar

yang meneampuri urusan keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian di muka, ternyata Kepala

Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator untuk

menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dalam

lingkungan masyarakatnya melakukam beberapa tindakan

yaitu: a), mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa,

b). melakukan musyawarah dengan para pihak yang

bersengketa, c). menjelaskan riwayat tanah yang ada

dalam buku desa, dan d). melakukan penyelesaian sengketa

secara kompromi. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Kepala

Desa Sukolilo Barat sebagai berikut: "untuk

menyelesaikan sengketa. yang terjadi dalam lingkungan

warga deset yang saya lakuka.n ada1ah mema.nggi1. kedua

belah pihak yang bersengketa. di kantor desa untuk

mendenga.r keterangannya, Saya jugs, menjelaskan riwayat

tanah yang ada. dalam buku desa untuk diketahui oleh
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msreka., Untuk menyelesaikan sengketa tanah itu saya

melakukan musyawarah dengan mereka* Dengsn melakukan

fflusyawarah diha.ra.pkan sengketa. tersebut da.pa.t berakhir

dengan becce'"

Pernyataan Kepala Desa tersebut memberikan gambaran

dua hal yaitu a). mekanisme tindakandalam yang

dilakukan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa yang

dihadapi dan b). tujuan penyelesaian sengketa yang

diharapkan. Tindakan Kepala Desa mempertemukan para

pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa Kepala Desa

bersifat aktif membantu menyelesaikan sengketa yang

terjadi. Dengan eara demikian Kepala Desa memperoleh

Halinformasi secara langsung dari kedua belah pihak.

ini tentunya akan memberikan gambaran bagi Kepala Desa

untuk mengetahui dan memahami duduk persoalan mengenai

objek yang dipersengketakan.

Melakukan musyawarah merupakan suatu mekanisme

penyelesaian sengketa yang menekankan pada unsur-unsur

untuk mencapai saling pengertian dan pemahaman mengenai

perbedaan pandangan tentang objek yang dipersengketa-

kan. Menurut Kepala Desa Sukolilo Barat dalam melakukan

musyawarah tersebut dapat didengar keluhan-keluhan dan

keinginan masing-masing pihak yang bersengketa.

Musyawarah merupakan salah satu unsur dalam solidaritas

masyarakat yang banyak dijumpai dalam masyarakat pedesa-

an. Koentjaraningrat (1977: 173) menyatakan bahwa musya-
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warah dapat digunakan untuk memecahkan sengketa-sengketa

besar atau kecil yang lebih bersifat mendamaikan semua

pihak yang terlibat dalam sengketa.

Untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa

mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, Kepala Desa

menjelaskan riwayat tanah dalam buku desa dan kohir

tanah yang bersangkutan. Penjelasan mengenai riwayat

tanah dan kohir tanah, menurut Kepala Desa Sukolilo

Barat, dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat

memahami posisi masing-masing dan siapa sebenarnya yang

mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Selain itu, tindakan Kepala Desa dalam

menyelesaikan sengketa sebagaimana dinyatakan dalam

kutipan di muka juga memberikan gambaran bahwa

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa

tersebut mempunyai tujuan terpeliharanya kerukunan dalam

kehidupan masyarakat. Kata becce' berarti baik. Artinya,

suatu sengketa yang berakhir dengan becce' adalah suatu

sengketa yang diakhiri dengan perdamaian bukan dengan

permusuhan.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi melalui

bantuan Kepala Desa sebenarnya merupakan bentuk

penyelesaian sengketa yang menggunakan struktur

kelembagaan pemerintahan. Keterlibatan Kepala Desa dalam

penyelesaian sengketa tanah tersebut adalah sejalan

dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 Undang-undang No.

 



158

(UUPD) yaitu5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

untuk mendamaikan berbagai perselisihan yang terjadi di

desanya (Soekanto, 1986: 39-42). Dalam hal ini Kepala

Desa berfungsi sebagai mediator yang mengusahakan kedua

belah pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan

tertentu mengenai objek yang dipersengketakan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih

mencerminkan suatu suasana kehidupan masyarakat yang

"tradisional" dan bercorak komunal, menurut pandangan

sebagaiadat, orang terikat pada masyarakathukum

kesatuan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa sebagai

kepala persekutuan. Masyarakat menganggap Kepala Desa

adalah bapak rakyat yang memimpin pergaulan hidup di

dalam persekutuan. Oleh karena itu dalam kehidupan yang

demikian Kepala Desa berkewajiban memelihara kehidupan

hukum di dalam persekutuan dan menjaga hukum itu supaya

dapat berjalan dengan selayaknya (Supomo, 1982: 65).

Selanjutnya Supomo menyatakan bahwa dalam hukum

adat tugas-tugas seorang Kepala Desa yang berkaitan

dengan bidang hukum tersebut mencakup tiga hal. Pertama,

tindakan-tindakan mengenai tanah berhubungan dengan

adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan

(golongan manusia) yang menguasai tanah itu. Kedua,

penyelenggaraan hukum sebagai usaha mencegah adanya

pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg) agar supaya

hukum dapat berjalan sebagaimana semestinya. Ketiga,
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hukum sebagai pembetulan hukummenyelenggarakan

1982).setelah terjadi pelanggaran hukum (Supomo,

Sebagai pemimpin masyarakat Kepala Desa mempunyai

peranan yang penting untuk menyelesaikan sengketa

termasuk sengketa tanah — dalam masyarakatnya. Sebab

sengketa itu merupakan salah satu aspek hukum yang dapat

menimbulkan terganggunya kehidupan masyarakat. Penting-

nya kedudukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa

yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya diakomodasi-

kan dalam berbagai aturan hukum formal semenjak jaman

kolonial hingga dewasa ini.

Pada jaman kolonial Belanda seorang Kepala Desa

mempunyai kedudukan sebagai "hakim perdamaian desa"

dalam lingkungan desanya. Kedudukan Kepala Desa sebagai

hakim perdamaian desa ini antara lain diatur dalam

Rechterlijke Organisatie (R.O). Dalam pasal 3 a R.O

tersebut diatur batas-batas kewenangan Kepala Desa

sebagai hakim perdamaian desa sebagai berikut (Tresna,

1956: 27):

1). Perkara-perkara yang menurut hukum adat
termasuk kekuasaan hakim-hakim dari daerah-
daerah hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap
diadili oleh hakim-hakim tersebut.

2). Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi
sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap
waktu mengadukan perkaranya kepada hakim-hakim
yang dimaksud dalam pasal lf 2, dan 3.

3). Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadi-
perkara menurut hukum adat ,,

boleh menjatuhkan hukuman.
1i mereka tidak

Selain berkedudukan sebagai hakim perdamaian desa
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kewenangansebagaimana dinyatakan dalam R.O dengan

disebutkan di atas, Kepala Desa jugasebagaimana

berkedudukan sebagai pejabat yang melakukan pekerjaan

Herzienesebagaimana diatur dalam Hetkepolisian

Indonesisch Reglement atau H.I.R. Sebagai pejabat yang

pekerjaan polisi Kepala Desa mempunyaimelakukan

kewenangan melakukan perdamaian di kalangan penduduk

desanya. Hal tersebut antara lain diatur dalam pasal 13

dan 14 H.I.R yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 1:

"Kepala Dess sksn berihktisr supaya penduduk
desanya tstsp daIsm ketentreman dsn kerukunsn
serts akss membuang segala sesuatu yang baled
menyebsbksn perselisihsn dsn perbsntshsn."

Pasal 13 ayat 2:

"Perselisihsn yang kecil-kecil yang semata-
mata hanya tentang kepentingan-kepentingan
penduduk dess saja, seboleh-balehnya hendak-
lah diperdamaikannya dengan tidak berpihak
kiri kansn dan dengan semufakat orang tua-tua
desa. itu

Pasal 14 :

"Jikalau orang-orang yang berselisih itu tidak
d pa.t
itu

diperdamaikanf atau. jika perselisihsn
amat penting sehingga patut dikira harus

dikenakan hukuman atau ganti kerugian, maka
kepala desa itu hendaklah mengirimkan kedua
bela.h pihak itu kepada kepala distrik

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

perdamaian desakedudukan Kepala Desa sebagai hakim

maupun sebagai orang yang melakukan pekerjaan polisi

terbatas mendamaikan pihak-pihakhanyalah yang

bersengketa saja. Pembatasan tersebut memberikan
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kewenangan yang te rba tas kepada Kepala Desa ya i tu t idak

boleh menja tuhkan hukuman te rhadap pihak-pihak yang

bersengketa .

Dengan diundangkannya Undang-undang Darura t No . 1

1951 dan UUKK kelembagaan perad i lan desatahun

dinya takan dihapus , dan dengan sendi r inya Kepala Desa

t idak lag i mempunyai kewenangan sebaga i hakim perdamaian

desa . Demikian juga ha lnya kedudukan Kepala Desa sebaga i

orang yang menja lankan tugas pol i s i sebaga imana yang

t idakdia tur da lam H . I . R , ke ten tuan te rsebut sudah

sesua i lag i dengan kondis i saa t in i . Oleh karena tugas-
tugas kepol i s ian dewasa in i d i ja lankan oleh Kepol i s ian

Negara .

Dalam suasana kehidupan bangsa Indones ia yang

merdeka tampaknya kedudukan Kepala Desa yang mempunyai

fungs i mendamaikan perse l i s ihan yang te r jad i da lam

masyaraka tnya te tap diakui dan diakomodas i o leh hukum

nas iona l . Hal in i d inya takan dalam Undang-undang No . 5

tahun 1979 ten tang Pemer in tahan Desa . Dalam pasa l 10

Kepala Desaundang-undang te rsebut d inya takan bahwa

mempunyai hak , wewenang dan kewaj iban untuk membina

ke ten te raman dan ke te r t iban d i da lam masyaraka tnya .

Se lan ju tnya dalam penje lasan pasa l 10 undang-undang

te rsebut d inya takan bahwa dalam rangka pe laksanaan

tugasnya untuk membina ke ten te raman dan ke te r t iban

Kepala Desa dapa t mendamaikan perse l i s ihan-perse l i s ihan
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yang terjadi di desanya.

Sungguhpun demikian, aktivitas seorang Kepala Desa

tidak hanya dalam bidang hukum saja akan tetapi dalam

kenyataan sehari-hari seringkali meliputi bidang-bidang

kehidupan yang lain. Keadaan ini terjadi karena dalam

masyarakat Kepala Desa menempati posisi yang "sentral".

itu, seringkali Kepala Desa dapatOleh karena

digolongkan sebagai pemimpin mencakup, yaitu menangani

masyarakatnyapersoalan yang dihadapiberbagai

(Koentjaraningrat, 1977: 204).

tindakan penyelesaian sengketaPilihan secara

mediasi dengan bantuan Kepala Desa dalam empat kasus

sengketa yang diteliti ternyata ada dua kasus yang

berhasil, sedangkan dua kasus yang lain tidak berhasil.

Kasus sengketa tanah waris antara saudara angkat dapat

tokohdiselesaikan dengan mediasi melalui seorang

tanahsedangkan kasus sengketa batasmasyarakat,

dilanjutkan dengan berperkara ke. pengadilan.

Kegagalan Kepala Desa menyelesaikan sengketa dalam

beberapa kasus tersebut, karena pihak-pihak yang

bersengketa masih bersikeras pada pendiriannya masing-

masing. Misalnya, dalam kasus sengketa batas tanah, Spd

tidak mengakui batas-batas tanah yang telah dinyatakan

dalam sertifikat tanah H. Bsn bahkan menganggap

sertifikat itu palsu. Demikian halnya dengan kasus

sengketa tanah antar anak angkat, anjuran Kepala Desa

agar tanah dan rumah sengketa dibagi menurut hukum Islam
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tidak disetujui oleh salah satu pihak (Msf). Sebaliknya

keberhasilan Kepala Desa menyelesaikan sengketa dalam

kasus-kasus yang lain, karena adanya kesadaran dari

pihak yang bersengketa menerima anjuran Kepala Desa.

Dalam kasus sengketa tanah waris antara paman dan

keponakan (M. Alw dan Dl) maupun dalam kasus sengketa

waris antara saudara sepupu (A. Gfr dan Hmd) Kepala Desa

dapat meyakinkan bahwa salah satu pihak (Dl dan Hmd)

tidak punya bukti (surat) apa-apa, dan bukan keturunan

(ahli waris) pemilik tanah dan rumah. Karena itu tidak

punya hak mewaris.

Ketiga, pilihan tindakan penyelesaian sengketa

secara mediasi dengan meminta bantuan tokoh masyarakat.

Hal ini terjadi dalam kasus sengketa tanah antar anak

angkat, ketika Msf melalui suaminya (Sr) meminta bantuan

Mstf (paman Shi). Adapun alasan Msf meminta H. MstfH.

untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi ialah agar

itu masih dapat diselesaikansengketa secara

kekeluargaan dan terhindar dari terjadinya permusuhan

dengan Shi. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut H.

Mstf menawarkan jalan keluar agar tanah dan rumah

sengketa "ebagi duwa'" (dibagi dua) antara Msf dan Shi.

Pertimbangan H. Mstf dimaksudkan agar Msf atau Shi,

sebagai anak angkat, tidak ada yang merasa mendapat

bagian yang lebih kecil daripada yang lain. Dengan

perkataan lain, mereka berdua mendapat bagian yang

seimbang. Anjuran ini ternyata diterima oleh kedua belah

 



164

pihak yang bersengketa.

Keempat, pilihan tindakan penyelesaian sengketa

dengan cara beperkara (ajudikasi) ke pengadilan negeri.

Pilihan tindakan . ini terjadi pada kasus sengketa batas-

batas tanah. Dlam hal ini, salah satu pihak yang

bersengketa memperkarakan ( markara'agi) pihak lainnya ke

pengadilan yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Bangkalan. Beperkara ke pengadilan dalam kasus

ini ternyata karena terpaksa, bukan pilihan tindakan

yang direncanakan sejak semula. Ada dua penyebab mengapa

pihak yang bersengketa melakukan pilihan tindakan

beperkara ke pengadilan. Pertama, ada pengambilan hak

atas tanah oleh pihak lain, yaitu tanah pekarangan yang

diperoleh dari hasil pembelian salah satu pihak diambil

oleh pihak lain. H. Bsn sebagai pihak yang memiliki hak

yang menjadi objek sengketa tidak relaatas tanah

sebagian tanah miliknya diambil atau dikuasai orang lain

sebagaimana dinyatakannya sebagai berikut: "kaula

aparkara karana hak kaula. epondut oreng" (= saya

beperkara karena hak saya diambil orang). Dalam contoh

kasus ini tampak bahwa beperkara ke pengadilan merupakan

pilihan tindakan untuk mempertahankan hak atas tanah

yang dimilikinya terhadap okupasi yang dilakukan oleh

pihak lain. Kedua, cara penyelesaian di luar pengadilan,

dengan cara negosiasi maupun mediasi, tidakbaik

berhasil. Kelemahan dalam penyelesaian sengketa di luar

 



165

pengadilan, dalam kasus ini, tampaknya tidak menghasil-

kan keputusan yang menentukan siapa yang berhak atas

tanah yang dipersengketakan. Dalam hal ini hukum

(pengadilan) dipandang dapat memberikan putusan terhadap

objek yang dipersengketakan. Keyakinan bahwa pengadilan

dapat memberikan putusan terhadap objek yang

dipersengketakan diungkapkan oleh H. Bsn sebagai

berikut: "pangadilan paneka motos pasera se sala sareng

pasera. se bener" (= pengadilan itu memutus siapa yang

salah dan siapa yang benar).

4.5 Pandangan Terhadap Pengadilan Negeri sebagai Lenbaga
Penyelesai Sengketa

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dalam

kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat

yang dijadikan daerah penelitian, ternyata ada sengketa

yang berkaitan dengan tanah yang diselesaikan melalui

pengadilan negeri, ada pula yang diselesaikan di luar

pengadilan negeri. Deskripsi beberapa kasus sengketa

yang berkaitan dengan tanah di muka, memberikan gambaran

bahwa cara penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat

tersebut tidak homogen. Beperkara ke pengadilan negeri

ternyata bukanlah satu-satunya pilihan tindakan dalam

penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Pihak-pihak yang

bersengketa mempunyai beberapa pilihan tindakan untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Dalam kasus sengketa tanah yang diselesaikan

melalui pengadilan negeri (kasus sengketa batas-batas
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tanah) bukan pilihan tindakan penyelesaian sengketa yang

secara langsung digunakan oleh pihak yang bersengketa.

Penggunaan pengadilan negeri dalam kasus ini merupakan

akibat tidak berhasilnya penyelesaian sengketa di luar

pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan

pengadilan negeri bukanlah pilihan utama yang ditempuh

penelitianyang bersengketa. Hasiloleh pihak

memberikan gambaran adanya tiga hal yang menjadi

penyebab pihak yang bersengketa kurang menyukai

penyelesaian sengketa tanahnya melalui pengadilan.

Pertama, dalam kehidupan masyarakat, penyelesaian

sengketa melalui pengadilan negeri merupakan tindakan

tidak diinginkan.penyelesaian sengketa yang

Kekhawatiran terjadinya permusuhan apabila suatu

sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri

tampaknya cukup besar. Kasus-kasus sengketa yang menjadi

fokus kajian ini memberikan gambaran tentang keengganan

pihak-pihak yang bersengketa menggunakan pengadilan

negeri untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Sekalipun dalam kasus sengketa batas tanah penyelesaian-

nya sampai ke pengadilan negeri, sebenarnya tindakan

tersebut terjadi karena situasi memaksa.yang

Persoalannya mengapa orang tidak suka beperkara ke

pengadilan? Bukankah pengadilan itu dapat memberikan

putusan yang memberikan keadilan bagi pihak yang

bersengketa? Pandangan warga masyarakat terhadap
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pengadilan tampaknya bersifat negatif seperti apa yang

diungkapkan oleh A. Gfr bahwa "mansbi apar/;ara Aa

pangadilan pada sareng nyare mosa" (= berperkara ke

pengadilan sama saja dengan mencari musuh).

Istilah "nysre moso" (mencari musuh) memberikan

gambaran bahwa berperkara ke pengadilan dipandang

sebagai pilihan tindakan yang negatif. Pengadilan negeri

tidak dipandang sebagai tempat kasus sengketa itu dapat

diselesaikan secara damai atau berdasarkan hukum yang

berlaku, tetapi dipandang sebagai pilihan tindakan yang

menantang pihak lain. Hal ini mengandung pengertian,

bahwa terpeliharanya hubungan sosial merupakan salah

satu pertimbangan pihak yang bersengketa dalam

menentukan pilihan tindakan yang akan digunakan. Dengan

perkataan lain, hubungan sosial merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi pilihan tindakan pihak yang

bersengketa dalam menggunakan pengadilan negeri untuk

menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan

juga tidak terlepas dari biaya yang harus dikeluarkan.

Artinya, apabila pihak yang bersengketa menggunakan

kelembagaan yudisial (pengadilan negeri) maka pihak yang

bersengketa memperhitungkan biaya-biaya yang akan

dikeluarkan selama sidang-sidang pengadilan berlangsung.

Ada berbagai biaya yang harus diperhitungkan selama

sidang-sidang pengadilan antara lain biaya perkara dan

biaya-biaya transportasi baik bagi dirinya sendiri
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bagi saksi-saksi yang diperlukan dalam sidang-
maupun

sidang pengadilan.

Pengalaman H. Bsn beperkara ke pengadilan memberi-

gambaran bahwa penyelesaian sengketa melaluikan
sedikit.pengadilan negeri membutuhkan biaya yang tidak

H. Bsn membayar biaya perkara sebesar Rp 30.000,00 (tiga

puluh ribu rupiah). Selain itu ia mengeluarkan biaya-

biaya transportasi baik bagi dirinya sendiri maupun

bagi 6 orang saksi yang diperlukan bagi kepentingannya.

Walaupun H. Bsn tidak dapat menyebutnya dengan pasti,

beperkara ketetapi kenyataan menunjukkan bahwa

pengadilan memang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Bayangan bahwa beperkara ke pengadilan negeri

memerlukan biaya yang harus dikeluarkan pihak yang

bersengketa, tampaknya merupakan salah satu pertimbangan

mengapa mereka tidak suka beperkara ke pengadilan

negeri. Dari kasus-kasus sengketa tanah yang menjadi

fokus kajian ini memang masalah biaya merupakan salah

satu faktor yang mendorong mereka tidak suka berperkara

ke pengadilan negeri. Misalnya, ketidaksukaan pihak yang

bersengketa beperkara ke pengadilan negeri karena

faktor biaya ini, diungkapkan oleh M. Alw yang

bersengketa dengan D1 mengenai harta warisan peninggalan

orang tuanya. M . Alw tidak berkeinginan menyelesaikan

sengketanya ke pengadilan negeri karena tidak punya

biaya sama sekali, bahkan ia bermaksud menjual tanah dan
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rumah sengketa untuk biaya bekerja di Saudi Arabia.

Ketidaksukaan M. Alw berperkara ke pengadilan itu selain

memang tidak punya uang sama sekali, ia juga memandang

berperkara ke pengadilan itu sebagai mengadu kemampuan

sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: "manabi aparkara

kalaupangadilan pada sarong ngaddu ora'" (=ka

mengaduberperkara ke pengadilan sama saja dengan

kekuatan).

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa

menyelesaikan sengketa ke pengadilan negeri selalu

dibayangi oleh beban biaya yang tidak sedikit. Dalam hal

ini tampak ada hubungan antara tindakan beperkara ke

pengadilan dengan faktor ekonomi. Artinya, pihak yang

bersengketa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian

apabila sengketa itu diselesaikan di pengadilan.

Hal tersebut tampaknya sejalan dengan pemikiran Homans

bahwa semakin tinggi biaya yang akan dikeluarkan akan

semakin kecil tingkah laku akan diulang (Ritzer, 1985:

Dalam contoh-contoh kasus sengketa tanah92).

sebagaimana dikemukan di muka, tampaknya pertimbangan

biaya ini menjadi kendala bagi seseorang untuk

menggunakan pengadilan negeri sebagai penyelesai

sengketa dalam masyarakat. Penggunaan pengadilan negeri

untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara

ekonomis tidak mudah dijangkau oleh pencari keadilan.

Beperkara ke pengadilan negeri bagi pihak yang

bersengketa tidak hanya membayar biaya perkara tetapi
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juga mengeluarkan biaya lainnya seperti biaya transport.

Biaya transportasi tentunya sangat tergantung pada

jauh-dekatnya lokasi pengadilan negeri dengan tempat

tinggal pihak yang bersengketa.

Pengadilan negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh

negara untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dan

tempat kedudukannya hanya ada di tiap-tiap daerah

tingkat II. UUPU mengatur tentang tempat kedudukan

setiap pengadilan negeri. Dalam pasal 4 ayat 1 undang-

undang tersebut dinyatakan bahwa "Pengadilan Negeri

berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau

Tempat kedudukan pengadilan negeriKabupaten".

sebagaimana tersebut di muka seringkali juga berpengaruh

terhadap besar kecilnya biaya yang harus diperhitungkan

oleh pihak yang bersengketa. Artinya, semakin jauh

tempat kedudukan pengadilan negeri dari tempat tinggal

pihak yang bersengketa maka pengeluaran biaya

transportasi yang harus dikeluarkan semakin besar. Hal

ini berbeda dengan apabila pihak yang bersengketa

menggunakan kelembagaan pemerintahan (Kepala Desa) yang

tempat kedudukannya berada dalam lingkungan wilayah

yang relatif dekat dengan pihak-pihak yang bersengketa.

Kalau toh diperlukan biaya transportasi tentunya sangat

kecil sekali.

Ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan
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negeri memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal

ini juga menjadi kendala bagi pihak yang bersengketa.

H.Kasus sengketa batas-batas tanah yang dialami Bsn

dengan Spd pada akhirnya diselesaikan melalui pengadilan

vonnisnegeri dan penyelesaiannya -- sampai ada

memerlukan waktu 8 bulan. H. Bsn mengakui penyelesaian

sengketa melalui pengadilan negeri tersebut cukup lama

sehingga menyita banyak waktu dan tenaga. Hal demikian

diungkapkan oleh H. Bsn sebagai berikut: "aparkara ka

pangadilan paneka lasso" (= bepekara ke pengadilan itu

payah).

Bayangan waktu yang lama apabila berperkara ke

pengadilan ini juga diungkapkan oleh M. Alw yang

bersengketa dengan D1 atas tanah dan rumah peninggalan

M. Alw menggunakanKetidaksukaanorang tuanya.

pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa itu

dinyatakan sebagai berikut: "kaula tako'ahid marana

manabi aparkara ka pangadilan sedeng kaula tarro duli

aju.alla tana sareng roma panaka abadiya sango da -

Saudi" (= saya takut memakan waktu lama kalau

beperkara ke pengadilan pada hal saya ingin segera

menjual tanah dan rumah tersebut untuk bekal ke Saudi).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri

memerlukan waktu yang lama tentunya tidak terlepas dari

bekerjanya pengadilan yang berdasarkan pada prosedur-

prosedur yang diterapkan, yakni melalui prosedur-

prosedur formal berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum
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yang formal pula. Dengan demikian penyelesaian sengketa

melalui pengadilan dilakukan berdasarkan prosedur yang

telah baku. Sidang-sidang pengadilan dipimpin oleh hakim

atau majelis hakim dengan didampingipanitera, diadakan

pada tempat, hari, dan waktu tertentu. Tata cara sidang

pengadilan yang bersifat birokratis tersebut berdasarkan

hukum ajektif (hukum acara) yang diberlakukan secara

ketat oleh hakim (pengadilan) dalam melaksanakan

tugasnya. Prosedur-prosedur yang demikian tentu membawa

melaluikonsekuensi waktu penyelesaian sengketa

pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi

demikian memang sulit dihindari karena hakim tentu

memerlukan waktu untuk mendengarkan keterangan pihak

yang berperkara, para saksi, mempelajari bukti-bukti

yang diajukan kedua belah pihak, dan tindakan-tindakan

lain dalam rangka pembuktian atas pekara yang

bersangkutan sampai akhirnya menjatuhkan putusan

terhadap perkara yang dihadapi sesuai dengan hukum acara

yang berlaku.

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan

sebagaimana dinyatakan di muka tentunya berbeda dengan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui

bantuan Kepala Desa yang tidak mempunyai prosedur formal

yang ketat. Penyelesaian sengketa melalui bantuan Kepala

Desa tidak mempunyai hambatan prosedural yang membawa

konsekuensi waktu yang relatif lama. Penyelesaian
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sengketa di pengadilan sebenarnya tidak akan memakan

waktu yang lama andaikata para pihak yang bersengketa

melakukan perdamaian di muka sidang pengadilan, yang

selalu ditawarkan oleh hakim sebagaimana dinyatakan oleh

1 H.I.R sebelum pemeriksaan perkarapasal 130 ayat

tersebut diteruskan. Dengan demikian, waktu yang relatif

lama hanya terjadi kalau pihak yang bersengketa tetap

menghendaki penerapan hukum terhadap sengketa yang

dihadapi.

4.6 Tujuan Beperkara ke Pengadilan Negeri

Berbeda dengan penyelesaian sengketa yang

dilakukan Kepala Desa yang menghasilkan keluaran

pihak-pihakperdamaian antaraterjadinya yang

bersengketa, penyelesaian sengketa melalui pengadilan

negeri ternyata menghasilkan keluaran yang menyatakan

Haladanya pihak yang kalah dan ada pihak yang menang.

ini dapat dilihat pada contoh kasus sengketa batas

tanah yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri

Bangkalan. Mengenai adanya pihak yang dikalahkan dalam

penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dapat

dibaca dalam putusan No. 5/Pdt.G/1987/PN.Bkl. yang

berbunyi sebagai berikut:

"menimbang f bahwa tergugat ada1ah pihak yang
dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar
ongkos perkara, mengingat undang-undang dan
peraturan yang berlaku."

Sesungguhnya penyelesaian sengketa melalui pengadi-

lan negeri tidak secara otomatis menghasilkan keluaran

 



174

yang bersifat mengalahkan atau memenangkan salah satu

pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di muka.

Pengadilan negeri telah berupaya agar pihak yang

bersengketa berdamai di muka sidang pengadilan. Hukum

mewajibkan pengadilan (hakim) untuk melakukan upaya

bersengketaantara pihak-pihak yangperdamaian

sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat 1 HIR. Artinya,

sebelum perkara atau gugatan itu diperiksa lebih lanjut

hakim terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian

terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap

kasus sengketa batas-batas tanah, menunjukkan bahwa

upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim (pengadilan)

telah dijalankan akan tetapi tidak berhasil. Hal ini

dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.

5/Pdt.G/1987/ PN.Bkl. yang berbunyi sebagai berikut:

untuk
tidak"menimbang f bahwa Hakim telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak,
berhasilf maka dimulailah pemeriksaan perkara ini

dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat

tetap pada gugatannya".

namun

Berdasarkan pernyataan hakim tersebut tampak bahwa

dalam contoh kasus sengketa batas-batas tanah ternyata

penyelesaian secara damai sulit dilakukan. Ketidak

tidakberhasilan penyelesaian secara damai tersebut

hanya terjadi pada waktu di pengadilan tetapi juga pada

Halwaktu sengketa itu diselesaikan di luar pengadilan.

ini memberikan gambaran bahwa dalam contoh kasus
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tersebut cara penyelesaian sengketa secara damai tidak

dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh kedua belah

dan sebaliknya penyelesaian menurut hukum (oleh
pihak,

pengadilan) tampaknya dipandang dapat memenuhi tujuan

yang diharapkan.

Penggunaan pengadilan negeri yang dilakukan H. Bsn

dalam contoh kasus tersebut tidak terlepas dari usaha-

usaha H. Bsn agar supaya Spd mau mengembalikan tanah hak

miliknya yang sebagian terkena bangunan Spd. Berdasarkan

bukti-bukti hak atas tanah berupa akta jual beli dan

sertifikat yang dimilikinya memberikan keyakinan bagi H.

Bsn bahwa pengadilan akan mengabulkan gugatannya. Dengan

adanya putusan pengadilan yang dapat mengabulkan

gugatannya, H. Bsn mengharapkan Spd menyerahkan tanah

hak miliknya. Hal ini memberikan gambaran bahwa H. Bsn

menggunakan hukum (keputusan pengadilan) sebagai power

kekuatan untuk memaksa pihak lawan memenuhiatau

keinginannya yaitu mengembalikan tanah hak miliknya.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri

menurut pandangan masyarakat merupakan suatu tindakan

mengakibatkan terjadinya permusuhan. Hal iniyang

terjadi seperti apa yang dialami oleh H. Bsn dalam kasus

sengketa batas tanah. Akibat H. Bsn memperkarakan Spd ke

Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Maret 1987,

maka antara H. Bsn dengan Spd terjadi permusuhan

sebagaimana dinyatakan H. Bsn sebagai berikut:

"sa.ms.ngken ds.ddi mosa" (= sekarang menjadi musuh).

 



Bab 5

PEMBAHASAN DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN TEORETIK
BERDASARKAN DATA

5.1 Tanah sebagai Objek Sengketa

Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang esensial

bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Pada dewasa

ini, kebutuhan manusia terhadap tanah semakin meningkat

sehingga seringkali tanah menjadi sumber sengketa dalam

kehidupan masyarakat. Tanah sebagai objek sengketa pada

dasarnya berkaitan dengan pemilikan hak atas tanah

bersangkutan. Ada dua hal yang perlu dikaji mengenai

pemilikan hak atas tanah yaitu (i) proses beralih dan

dialihkannya hak atas tanah dan (ii) bukti pemilikan hak

atas tanah tersebut.

Pertama, dilihat dari proses beralih dan dialihkan-

nya hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah pada

dasatnya dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu

peralihan hak yang bersifat "dialihkan" dan "beralih''.

Yang dimaksud dialihkan, adalah peralihan hak atas tanah

yang terjadi karena perbuatan hukum tertentu, seperti

jual beli. Sedangkan beralih adalah peralihan hak atas

tanah yang terjadi bukan karena perbuatan hukum

melainkan karena hukum, seperti waris (Saleh, 1977 b:

18-19).

Dilihat dari segi peralihan hak atas tanah

176
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sebagaimana dinyatakan di muka, dalam kasus-kasus

sengketa tanah yang menjadi fokus kajian ini terdapat

perbedaan. Pada kasus sengketa tanah yang terjadi karena

batas tanah, pemilikan hak atas tanah diperoleh karena

jual-beli, akan tetapi jual-beli tersebut tidak terjadi

antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini mengandung

pengertian bahwa pemilikan hak atas tanah tersebut

tanahterjadi karena "dialihkan". Proses jual-beli

yang menjadi objek sengketa tersebut dilakukan di muka

Camat selaku PPAT sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam pasal 19 PPPT. Hal tersebut berbeda dengan kasus-

kasus sengketa tanah yang terjadi karena waris, yaitu

peralihan hak atas tanah karena hukum, tanah yang

menjadi objek sengketa ternyata belum dilakukan

peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh pasal

20 ayat 1 PPPT.

Kedua, dilihat dari segi bukti pemilikan hak atas

tanah yang menjadi objek sengketa. Pembuktian merupakan

suatu hal yang diperlukan dalam suatu sengketa atau

perkara di muka pengadilan (Subekti, 1978: 5; Sutantio

1995: 59). Pasal 1865 KUHPdtdan Oeripkartawinata,

menyatakan adanya kewajiban bagi seseorang yang

mendalilkan mempunyai suatu hak untuk membuktikan haknya

atau membantah hak orang lain. Bukti pemilikan hak atas

tanah pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan hukum

antara orang atau badan hukum yang memiliki atau

menguasai tanah yang bersangkutan. Karena pentingnya
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bukti pemilikan atau pengusaan hak atas tanah, hukum

mengatur perlunya pendaftaran tanah untukagraria

memperoleh kepastian hukum (pasal 19 UUPA) dan setiap

peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu

akta yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud oleh

pasal 19 PPPT.

Bukti pemilikan hak atas tanah dalam kasus-kasus

sengketa tanah yang menjadi fokus kajian ini ternyata

juga ada perbedaan. Perbedaan bukti pemilikan hak atas

tanah dalam kasus-kasus tersebut terjadi karena

adanya perbedaan dalam proses peralihan hak atas tanah

yang menjadi objek sengketa.

Peralihan hak atas tanah yang menjadi objek

sengketa karena batas tanah dan waris dalam kajian ini

berbeda. Dalam kasus sengketa batas tanah, tanah yang

menjadi objek sengketa diperoleh melalui jual-beli yang

dilakukan menurut prosedur hukum negara sebagaimana yang

dimaksud oleh pasal 19 PPPT. Sebagai konsekuensinya

pembeli mempunyai bukti peralihan hak atas tanah berupa

Akta Jual Beli dan kemudian didaftarkan sehingga

memperoleh bukti pemilikan hak atas tanah berupa

sertifikat. Hal tersebut berbeda dengan kasus sengketa

tanah karena waris. Ternyata tanah yang menjadi objek

sengketa belum diadakan peralihan hak sebagaimana yang

dimaksud oleh pasal 20 ayat 1 PPPT. Sebagai

konsekuensinya ahli waris tanah yang menjadi objek
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sengketa tersebut hanya memiliki surat kohir atas nama

pewaris yang meninggal dunia.

Berdasarkan gambaran tersebut di muka, maka hukum

yang berfungsidalam hal ini PPPThukum negara

melakukan perubahan perilaku warga masyarakat agar

proses peralihan hak atas tanah dilaksanakan sesuai

dengan peraturan hukum negara tersebut belum berjalan

belumsecara optimal. Artinya, sebagian masyarakat

tumbuh kesadarannya untuk menggunakan hukum negara

sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

Menggunakan hukum negara dalam pemilikan dan

peralihan hak atas tanah tidak hanya penting untuk

baikmemperoleh kepastian mengenai hak atas tanah

menyangkut subjek maupun objeknya — tetapi juga penting

sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Pentingnya

kepastian hak atas tanah berdasarkan hukum negara

tersebut terbukti dari kasus sengketa mengenai batas

tanah yang akhirnya diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam hal sengketa tanah yang penyelesaiannya

menggunakan pengadilan, adanya bukti-bukti pemilikan hak

atas tanah sangat menentukan keberhasilan seseorang yang

menyatakan mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek

Subekti (1982: 78) menyatakan bahwasengketa.

membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan.

Dalam kasus penyelesaian sengketa tanah melalui
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alat bukti sertifikat ternyata dapatpengadilan,

kebenaran pemilik tanahhakim akanmeyakinkan

sebagaimana yang dinyatakan dalam sertifikat tersebut.

Hal ini jelas dari penetapan hakim dalam putusan

No.5/Pdt.G./1987/PN.Bkl.Pengadilan Negeri Bangkalan

tanggal 10 Nopember 1987 sebagai berikut:

terletak di
L~abang,

tielas
dalam

surat bukti hak (Sertifikat) No.43 adalah
merupakan hak milik penggugat yang syah",

"menetapkan sebidang tanah yang
Su.kolilo baratf

Kabupaten Bangkalan, persil No, 21af

B.l. luas 268 m2 sebagaimana tercantum

Kecamatandesa

Kutipan penetapan hakim (pengadilan) tersebut

hakmenunjukkan bahwa pengadilan mengakui kebenaran

seseorang sebagaimanadimilikiatas tanah yang

dinyatakan dalam sertifikat. Di sini tampak bahwa

peran bukti berdasarkan hukum negara sangat menentukan.

Dalam hal ini pengadilan dalam menjalankan fungsinya

menyelesaikan sengketa memberikan keadilan formal.

Keadilan formal (formal justice) mengandung pengertian

memperlakukan sesuatu hal sesuai dengan peraturan-

peraturan resmi yang berlaku. Dalam peraturan tersebut

telah dinyatakan secara tegas apa yang harus dilakukan

apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu (Campbell,

1988: 23). Keputusan pengadilan yang memberikan keadilan

tersebut merupakan keluaran (output)formal yang

diberikan kepada pihak yang bersengketa sebagai imbalan

dari masukan ( input) yang berupa gugatan ke pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa (Bredemeier, 1973:
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52-67).
Berdasarkan data empiris tersebut dapat disusun

proposisi sebagai berikut: "Sertifikat sebagai bukti hak

atas tanah merupakan sumber (nedia) yang dapat dipakai

sebagai kekuatan untuk nenpertahankan hak atas tanah di

nuka sidang pengadilan".

dalamKajian ini memberikan gambaran bahwa

pengadilan negeri untuk menyelesaikanpenggunaan

atas tanahbukti hakperan alatsengketa tanah,

berdasarkan hukum negara(sertifikat) menjadi sangat

penting. Berdasarkan pasal 19 UUPA juncta pasal 13 ayat

4 PPPT dinyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat. Ini mengandung pengertian bahwa sertifikat sebagai

selain memberikantanahbukti hak atastanda

perlindungan terhadap hak yang dimiliki atau dikuasai

seseorang, juga hak tersebut dapat ditegakkan melalui

kekuatan struktur, dalam hal ini adalah pengadilan.

Dengan demikian, hak milik atas tanah yang didasarkan

hukum negara sangat efektif sebagai alat bukti apabila

terjadi penyelesaiannya melaluisengketa yang

pengadilan.

Namun demikian, pada sisi lain kajian ini

memperoleh temuan dalam beberapa kasus bahwa

tanah yang menjadi objek sengketa hanya memiliki bukti

berupa kohir. Kohir sebenarnya bukan bukti pemilikan hak
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atas tanah, melainkan merupakan surat yang berhubungan

tetapi dalamdengan penetapan pajak tanah. Akan

masyarakat awam, kohir dipandang sebagai bukti pemilikan

hak atas tanah. Bukti pemilikan tanah seperti itu

mempunyai kelemahan-kelemahan, oleh karena dilihat dari

sudut hukum negara kurang memberikan jaminan kepastian

hukum. Salah satu tujuan dikeluarkannya UUPA adalah

kepastian hukum sebagaimana yanguntuk mencapai

dipersyaratkan oleh pasal 19 undang-undang tersebut.

Belum dimilikinya bukti pemilikan tanah berdasarkan

tidakhukum negara di kalangan masyarakat pada dasarnya

terlepas dari dua faktor. Pertama, masyarakat belum

buktimenyadari fungsi sertifikat sebagai tanda

pemilikan hak atas tanah yang kuat. Kedua, kebijakan

pemerintah melakukan pendaftaran tanah belum dilaksana-

kan secara optimal. Pelaksanaan "Prona" (Proyek Operasi

Nasional Agraria) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 189 tahun 1981 tampaknya masih bersifat

insidental.

Dalam kehidupan negara yang berdasarkan prinsip-

prinsip hukum modern, bentuk hukum yang serba formal

(Galanter, 1969: 989). Sertifikatsemakin mengedepan

merupakan salah satu bentuk hukum negara yang dalam

pasal 13 ayat 4 PPPT juncto pasal 19 UUPA dinyatakan

sebagai tanda bukti hak atas tanah dan berfungsi sebagai

alat bukti yang kuat. Dengan demikian, sertifikat

merupakan bukti pemilikan hak atas tanah yang lebih
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menjamin adanya kepastian hukum.

Pada masa yang akan datang, kebutuhan terhadap

tanah semakin meningkat, sedangkan tanah tidak pernah

mengalami perubahan. Apabila kondisi seperti sekarang

tidak ada perubahan, persoalan pertanahan akan banyak

dapatdemikian,Denganmenimbulkan kerawanan.

diasumsikan sengketa yang berkaitan dengan tanah di masa

mendatang akan meningkat. Pemilikan hak atas tanah yang

dianut oleh hukum agraria secara ekplisit menganut

prinsip kepastian hukum, dalam hal ini pemilikan hak

atas tanah tidak lagi cukup didasarkan bahwa yang

bersangkutan secara kenyataannya meguasai tanah ( ipsa

fscta), tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang

kuat menurut hukum ( ipso jure) (Wignjosoebroto, 1994:

213-214).

Pendaftaran tanah sebenarnya merupakan kewajiban

harus dijalankan oleh pemerintah. Kewajibanyang

tersebut dinyatakan secara jelas pada pasal 19 UUPA.

Tujuan dilakukan pendaftaran tanah menurut undang-undang

adalah agar tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai

masyarakat memperoleh kepastian hukum. Namun, setelah 36

tahun undang-undang tersebut diundangkan ternyata belum

pemilikan hak atas tanah dalam masyarakatsemua

mempunyai bukti hak sebagaimana yang dikehendaki oleh

undang-undang.

Untuk mempereepat terwujudnya kepastian hukum
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terhadap pemilikan dan penguasaan tanah sebagaimana

dikehendaki oleh undang-undang seharusnya pemerintah

melakukan kebijakan yang terpadu. Pertama, menumbuhkan

buktihukum masyarakat akan pentingnyakesadaran

pemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum

(sertifikat). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan

penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan bekerjasama

negara

melakukandengan berbagai instansi terkait. Kedua,

melalui model "Prona"pendaftaran tanah secara

terencana, bertahap, dan dilaksanakan secara efisien.

Adanya kebijakan pendaftaran tanah secara masal akan

lebih efisien dan biaya yang dibutuhkan dapat ditekan.

Pembiayaan dapat dipikul bersama oleh pemerintah dan

masyarakat.

Berdasarkan temuan ini maka dapat dilakukan

penelitian lebih lanjut mengenai hambatan dan kesulitan

yang dihadapi pemerintah -- dalam hal ini BPN maupun

dalam pelaksanaan pendaftaran tanahmasyarakat

19 UUPA dansebagaimana yang diamanatkan oleh pasal

peraturan pelaksanaannya.

5.2 Pilihan Tindakan dalam Menyelesaikan Sengketa

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat

universal yang dapat terjadi di mana saja dan kapan

saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan

setiap sengketawaktu. Sebagai fenomena hukum,

memerlukan tindakan penyelesaian, dan tidak ada suatu
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adanya penyelesaian. Penyelesaiansengketa tanpa

sengketa mempunyai cara yang berbeda-beda. Nader dan

mengemukakan adanyaTodd (1978: 9-10), misalnya,

bagaimana pihak yang bersengketaberbagai cara

menyelesaikan sengketa yang dihadapi seperti: ajudikasi,

danpenghindaran,mediasi, paksaan,negosiasi,

membiarkan saja. Dengan perkataan lain, penyelesaian

suatu sengketa tidak selalu diartikan sebagai tindakan

dari kedua belah pihak yang bersengketa (diadik) atau

tetapi(triadik), akanpihak lainmelibatkan

juga dapat diartikan karena adanya tindakan dari salah

satu pihak saja, seperti dalam bentuk membiarkan saja.

Dalam kajian ini ditemukan tiga cara penyelesaian

sengketa tanah, yaitu berupa negosiasi, mediasi, dan

ajudikasi. Salah satu cara yang tidak dijumpai dalam

kajian ini, adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan

cara kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian

sengketa dengan cara kekerasan bukanlah pilihan tindakan

dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan perkataan

lain, dalam kehidupan masyarakat cara kekerasan tidak

selalu mewarnai penyelesaian suatu sengketa, sekalipun

masyarakat Madura sering dikatakan sebagai masyarakat

mempunyai "temperamen keras" dengan seringyang

"csrofi" (membunuhterjadinya peristiwa yang disebut

pihak lawan).

Berbagai pilihan tindakan tersebut (negosiasi,

pilihan tindakan yangmediasi, ajudikasi) bukanlah
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terpisah, melainkan pilihan tindakan yang berjenjang.

dalam realitasGambaran tersebut menunjukkan bahwa

sosial tidak ada pilihan tindakan yang tunggal untuk

sengketa tanah yang terjadi dalammenyelesaikan

masyarakat. Pengadilan negeri bukanlah satu-satunya

lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat. Keadilan

bukansebagai produk pengadilan ternyataformal

merupakan dambaan bagi pihak yang bersengketa untuk

menggunakan pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi

Masyarakatmenyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

tidak mengutamakan tercapainya keadilantampaknya

formal.

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan kecenderungan

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sangat besar.

Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi dan mediasi

ternyata lebih dominan daripada penyelesaian sengketa

menghindariajudikasi. Kebiasaan,dengan cara

sengketadan menyelesaikanpermusuhan, secara

kekeluargaan, merupakan faktor-faktor yang mendorong

pilihan tindakan warga masyarakat dalam penyelesaian

sengketa dengan cara negosiasi dan mediasi. Dengan

perkataan lain, kebiasaan, menghindari permusuhan, ingin

menyelesaikan secara kekeluargaan menjadi kendala bagi

pihak yang bersengketa dalam penggunaan pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat.

mukaFaktor-faktor sebagaimana dinyatakan di
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(kebiasaan, menyelesaikan secara kekeluargaan, ingin

(1977: 15)menghindari permusuhan), menurut Friedman

merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces') yang

istilahberada di luar individu yang disebutnya dengan

itulahbudaya hukum (legal culture). Faktor-faktor

menurut teori Friedman, yang menjadi motor penggerak

digunakan atau tidak digunakannya pengadilan sebagai

lembaga penyelesai sengketa (komponen kultur).

faktorberdasarkansengketaPenyelesaian

sebagaimana dinyatakan di muka, menunjukkan bahwa

perilaku atau tindakan pihak yang bersengketa masih

lebihdidominasi oleh kultur atau budaya yang

Dalammengedepankan hubungan sosial yang harmonis.

kultur masyarakat yang demikian, terjadinya sengketa

yang berkepanjangan dihindari oleh warga masyarakat.

Dalam teori struktural fungsional, perilaku dan tindakan

semacam itu dikatakan sebagai tindakan yang beorientasi

pada nilai. Suatu tindakan dikatakan berorientasi pada

nilai apabila tindakan tersebut diatur dan dikendalikan

oleh nilai-nilai dan standar normatif yang berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan (Ritzer, 1988: 114-115;

Johnson, 1986: 99-113).

Dikaji dari teori strukturasi, dapat dikatakan

bahwa kebiasaan, menyelesaikan secara kekeluargaan,

menghindari permusuhan tersebut merupakan norma-norma

ideal yang berlaku dalam masyarakat yang oleh Giddens

disebut dengan istilah struktur. Ini mengandung
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pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan

negosiasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan pelaku

yang didasarkan pada struktur. Dengan perkataan lain,

tindakan pelaku menyelesaikan sengketa secara negosiasi

cara

dan mediasi tersebut merupakan reproduksi dari struktur.

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, peran Kepala

sengketa yang terjadi dalamDesa menyelesaikan

Memintamasyarakatnya secara mediasi cukup besar.

bantuan Kepala Desa untuk menyelesaikan sengketa karena

alasan kebiasaan, diselesaikan secara kekeluargaan, dan

menghindari permusuhan, memberikan gambaran suatu

Dalam dimensi kultur yang bercorakdimensi kultur.

demikian, keterlibatan Kepala Desa dalam penyelesaian

sengketa tidak dipandang sebagai campur tangan pihak

luar melainkan suatu penyelesaian sengketa dalam konteks

suatu keluarga.

Penyelesaian sengketa dengan meminta bantuan Kepala

Desa, selain mempunyai aspek kultur sebagaimana tersebut

di muka, juga mempunyai aspek struktur dan yuridis.

Dikatakan mempunyai aspek struktur, karena keterlibatan

Kepala Desa dalam penyelesaian suatu sengketa dalam

masyarakatnya itu tidak terlepas dari kedudukannya

sebagai pemimpin masyarakat dalam struktur pemerintahan

di desa. Dalam aspek struktur ini, warga masyarakat

memandang Kepala Desa adalah "bapak rakyat" yang

memimpin pergaulan hidup dalam lingkungan masyarakatnya.
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Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa

kultur dan struktur sebagaimana
Peran

dalam dimensi

lokal dan terbatas.di muka bersifatdinyatakan

Sekalipun Kepala Desa menurut hukum (Undang-undang No.5

1979) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikantahun
tidaksengketa dalam lingkungan masyarakatnya tetapi ia

yuridis yang dapat membuat suatumempunyai otorita.s

keputusan yang bersifat memaksa. Kepala Desa berfungsi

sebagai mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang

besengketa dengan cara melakukan musyawarah bersama

pihak yang bersengketa. Tawaran-tawaran penyelesaian

hanyalahsengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa

bersifat anjuran yang penerimaannya tergantung pada

pihak-pihak yang besengketa.

Namun demikian, apakah kultur tersebut merupakan

satu-satunya faktor yang menentukan perilaku dan

tindakan warga masyarakat untuk tidak menyelesaikan

sengketa melalui pengadilan? Atau apakah ada faktor lain

ikut menentukan perilaku dan tindakan wargayang

masyarakat untuk tidak menyelesaikan sengketanya melalui

pengadilan?

Kasus-kasus sengketa yang berkaitan dengan tanah

dalam kajian ini menunjukkan bahwa faktor kultur bukan

satu-satunya yang menentukan perilaku dan tindakan warga

masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Warga

masyarakat berpendapat bahwa penyelesaian sengketa

melalui pengadilan negeri memerlukan biaya yang tidak
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sedikit (mahal) dan banyaknya waktu yang terbuang karena

proses penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan

waktu yang relatif lama.

Pertimbangan biaya dan waktu memberikan gambaran

bahwa pihak yang bersengketa juga memperhitungkan untung

rugi atas pilihan tindakan yang akan diambilnya.

Perhitungan untung rugi ini menurut Homans berakar pada

pemikiran ekonomi dan psikologi. Dalam interaksi sosial,

aktor akan mempertimbangkan keuntungan dari biaya yang

dikeluarkan. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka

semakin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa

diulang (Ritzer, 1985: 91-93).

Berdasarkan gambaran di mukan ada dua faktor yang

menentukan didayagunakan atau tidak didayagunakan

pengadilan sebagai lembaga penyelesai sengketa yaitu

(i) budaya dan (ii) perhitungan untung rugi. Kedua

faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling

berkaitan. Dalam hal ini kekuatan yang berada di luar

diri aktor dan pertimbangan kemampuan aktor terintegrasi

dalam diri aktor menjadi suatu kekuatan pendorong

didayagunakan atau tidak didayagunakan pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa. Dengan perkataan

lain, digunakan atau tidak digunakannya pengadilan

sebagai lembaga penyelesai sengketa bukan semata-mata
ditentukan oleh faktor kultur tetapi juga faktor

pertimbangan untung-rugi.
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data empiris tersebut, maka dapatBerdasarkan

"Nilai-nilaiproposisi sebagai berikut:

dan perhitungan untung rugi

disusun

nempengaruhikultural

tidaktindakan seseorang menggunakan ataupilihan

menggunakan hukum (pengadilan negeri) sebagai lembaga

penyelesai sengketa dalam masyarakat".

ini memberikan gambaran dalam dimensiKajian

teoretik dan praktis. Dalam dimensi teoretik, bahwa

faktor kultur tidak mendominasi aktor dalam menentukan

pilihan tindakannya. Dalam konteks ini, teori Friedman

menyatakan faktor kultur menjadi motor penggerakyang

digunakan atau tidak digunakannya lembaga pengadilan ada

masyarakatPilihan tindakan wargakelemahannya.

masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan

lembaga pengadilan tidak semata-mata ditentukan oleh

pertimbangan faktor kultur tetapi juga pertimbangan

untung rugi. Jadi kelemahan teori Friedman dalam hal ini

adalah tidak memperhitungkan pertimbangan untung rugi

sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan tindakan

seseorang untuk menyelesaikan sengketanya melalui

pengadilan atau tidak.

Perhitungan untung rugi dalam menggunakan atau

tidak menggunakan pengadilan sebenarnya tidak hanya

dalam arti biaya dan waktu tetapi bisa ditafsirkan dalam

arti yang lebih luas, misalnya kepentingan sosial

ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat modern hubungan

sosial yang bersifat kekerabatan dan tradisional semakin
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longgar , t e tap i hubungan sos ia l yang didasarkan pada

kepent ingan semakin menonjo l ( Sumardjan , 1976 : 3-8 ) .

Apabi la memang demikian maka — cepat a tau lambat

pergeseran n i la i-n i la i yangakan te r jad i sua tu

beror ien tas i pada kul tur menuju ke n i la i-n i la i yang

sos ia l-ekonomi .leb ih beror ien tas i pada kepent ingan

Kondis i demikian akan berpengaruh te rhadap beker janya

t idakpengadi lan dalam masyaraka t . Digunakan a tau

digunakannya pengadi lan akan leb ih banyak di ten tukan

oleh perh i tungan untung rugi dar i pada per t imbangan

kul tur . Sehingga dengan demikian hukum ( pengadi lan )

d igunakan oleh masyaraka t sebaga i sarana penyelesa ian

sengketa apabi la menguntungkan untuk kepent ingannya .
Dalam dimens i prak t i s , temuan dalam kaj ian in i

berka i tan dengan asas bahwa perad i lan di lakukan dengan

sederhana , cepa t dan biaya r ingan sebaga imana dinya takan

dalam pasa l 4 aya t 2 UUKK . Keten tuan te rsebut be lum bisa

di laksanakan secara opt imal se lama proses beracara da lam

perkara perda ta berpedoman kepada H . I . R yang se lama in i

mas ih ber laku . Seharusnya asas perad i lan di laksanakan

sederhana, cepa t dan biaya r ingan te rsebut d i jabarkan

dan d ia tur -- baik secara eksp l i s i t a tau impl i s i t

da lam hukum acara perda ta dengan member ikan ba tasan-
ba tasan waktu da lam proses beracara d i muka s idang

pengadi lan . Dengan demikian , maka ke ten tuan dalam hukum

acara te rsebut akan mengika t semua pihak yang te r l iba t
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penanganan atau penyelesaian sengketa yangdalam

bersangkutan.

Untuk mewujudkan terlaksananya peradilan dilakukan

secara sederhana, cepat dan biaya ringan seyogyanya

perlu segera dibentuk hukum acara perdata nasional,

mengingat H.I.R merupakan peninggalan hukum kolonial

selama ini tidak dapat mengikuti cita-cita yangyang

dikehendaki oleh UUKK.

ini masih membuka peluang untukBerdasarkan temuan

penelitian lebih lanjut mengenai kelemahan-kelemahan
dalam proses penyelesaian perkara perdata yang

didasarkan pada ketentuan H.I.R apabila dikaji dari

sudut asas peradilan dilaksanakan secara sederhana,

cepat dan biaya ringan.

5.3 Makna Beperkara ke Pengadilan Negeri

Dalam kehidupan masyarakat, beperkara ke

pengadilan negeri mempunyai makna yang berbeda dengan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri. Hal ini

terjadi karena tindakan seseorang untuk menyelesaikan

sengketa melalui pengadilan negeri atau di luar

pengadilan itu merupakan hasil interaksi dengan objek

yang melahirkan abstraksi makna atas objek tersebut.

Makna beperkara ke pengadilan negeri dapat

diperoleh melalui penafsiran atau interpretasi terhadap

apa yang diungkapkan atau dilakukan orang (Nasution,

1992: 8). Berdasarkan ungkapan-ungkapan warga masyara-
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kat, dalam kajian ini ditemukan beberapa makna beperkara

ke pengadilan dilihat dari aspek-aspek hubungan sosial,

biaya, dan waktu.

dilihat dari aspek hubungan sosial.Pertama,

Masyarakat menganggap penyelesaian sengketa melalui

pengadilan negeri merupakan pilihan tindakan yang

mengandung makna mencari permusuhan. Nilai-nilai budaya

masyarakat yang berorientasi pada hubungan-hubungan

sosial sebagai £aretsn (= saudara) telah menjiwai

masyarakat untuk menghindari penyelesaian sengketa

melalui pengadilan negeri. Tindakan berperkara ke

pengadilan negeri dipandang sebagai tindakan yang

menyimpang dari kebiasaan, tidak bersifat kekeluargaan,

dan akhirnya mengundang permusuhan. Cara berfikir

demikian berakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat.

Supomo (1970: 10-11) menyatakan bahwa hukum adat

memandang manusia sama sekali bukan individu yang

terasing yang mementingkan dirinya sendiri. Manusia

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan begitu saja

dari masyarakat. Keengganan beperkara ke pengadilan

karena dapat menimbulkan permusuhan, menunjukkan bahwa

kerukunan sebagai asas hukum adat dalamasas

penyelesaian sengketa masih kuat. Asas kerukunan

adalah asas yang berkaitan dengan pandangan dan sikap

orang yang menghendaki agar dalam kehidupan bersama

dapat dicapai keadaan yang "tenteram, danaman

sejahtera" (Koesnoe, 1979: 44).
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Dalam perspektif demikian hukum (pengadilan

negeri) tidak mempunyai makna sosial, karena beperkara

ke pengadilan negeri dipandang sebagai suatu tindakan

Bendamencari permusuhan dan harus dihindari. von

Beckmann (1983: 90) menyatakan bahwa hukum (pengadilan)

itu dapatmakna sosial apabila hukummempunyai

mempengaruhi perilaku manusia dan menggunakan hukum itu

untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri

dianggap sebagai mencari musuh ini dapat dipahami dari

ungkapan sebagai berikut: "manabi aparkara ka pangadilan

pada sareng nyare mosa" (= kalau beperkara ke pengadilan

sama saja dengan mencari musuh). Dalam kondisi demikian,

pihak-pihak yang bersengketa satu sama lain menempatkan

diri sebagai masc (musuh) bukan sebagai taretan

(saudara). Oleh karena itu sengketa yang diselesaikan

melalui pengadilan mempunyai konsekuensi terjadinya

permusuhan, sebagaimana diungkapkan oleh pelaku sebagai

berikut: "samangken kaula sareng Spd daddi mosa" (=

sekarang saya dan Spd menjadi musuh).

Kedua, dilihat dari aspek biaya. Penyelesaian

sengketa melalui pengadilan negeri merupakan pilihan

tindakan yang tidak terlepas dari biaya yang harus

dikeluarkan. Adanya gambaran bahwa penyelesaian sengketa

melalui pengadilan negeri memerlukan biaya yang tidak

sedikit sudah dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
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tidak menyelesaikanSebagai contoh, mengapa pelaku

sengketa yang dihadapinya ke pengadilan negeri adalah

sebagaimanabayangan biaya yang harus dikeluarkan,

dinyatakan dalam ungkapan salah seorang pelaku sebagai

"manabi sparksra ka pangadilan taka' biayanaberikut:

bannya' f manabi bisa cakop e dies. bissas sabab tada'

kalau berperkara ke pengadilan takutbiayana" (=

biayanya banyak, kalau bisa cukup di desa saja sebab

tidak ada biayanya).

ekstrem salah seorang pelakulebihSecara

menyatakan ungkapannya sebagai berikut: "manabi aparkara

ngaddu ora'pads.panek.a.pangadilanka sareng

pengadilan itu sama dengan mengadu(=beperkara ke

kekuatan). Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa

beperkara ke pengadilan itu banyak menghabiskan biaya,

sehingga kalau bernasib buruk semua harta bendanya bisa

habis.

Ketiga, lamanya waktu. Pilihan tindakan penyelesai-

an sengketa melalui pengadilan negeri tidak terlepas

dari lamanya waktu yang harus diperhitungkan. Bayangan

waktu yang lama apabila sengketa diselesaikan melalui

pengadilan negeri juga dirasakan oleh masyarakat.

Ketidaksukaan salah seorang pelaku untuk beperkara ke

pengadilan karena bayangan waktu yang lama dinyatakan

sebagai berikut: "kaula taka' abid marena. manabi

aparkara ka. pangadilanr sedbheng kaula terra duli

ajualla tana sareng rama aneka ebadiya sango da' Saudi
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(= saya takut memakan waktu lama kalau beperkara ke

pengadilan, pada hal saya ingin segera menjual tanah dan

rumah itu untuk bekal ke Saudi).

Bekerjanya pengadilan dalam menyelesaikan sengketa

tidak terlepas dari aspek struktur, yaitu kerangka kerja

prosedur tertentu,pengadilan yang didasarkan pada

dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu (Friedman,

1969: 27-30; 1977: 14). Proses penyelesaian sengketa

berdasarkan prosedural demikian memerlukan waktu yang

relatif lama tampaknya memang sulit dihindari.

Uraian-uraian di muka memberikan gambaran bahwa

penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan negeri

menimbulkan hubungan sosial yang buruk, membutuhkan

biaya yang tidak sedikit, dan diselesaikan dalam waktu

lama tampaknya telah "membudaya" (abjectiveyang

meaning contexts') dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

dalam perspektif demikian beperkara keDilihat

pengadilan negeri dapat menimbulkan permusuhan,

memerlukan biaya yang tidak sedikit, serta membutuhkan

waktu yang relatif lama mempunyai pengaruh terhadap

bekerjanya pengadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan data empiris tersebut, maka dapat

disusun proposisi sebagai berikut: "Beperkara ke

pengadilan negeri merupakan pilihan tindakan yang

bernakna meninbulkan desintegrasi sosial serta tidak

ekonomis dari segi biaya dan waktu".
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ini mempunyai dimensi teoretik maupunKajian

Dari dimensi teoretik, kajian ini memberikanpraktis.

gambaran bahwa beperkara ke pengadilan oleh masyarakat

dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa

bersifat "negatif" yang perlu dihindari. Dalam konteks

yang

ini, teori Bredemeier yang menyatakan bahwa pengadilan

kelemahannya.adafungsi integratifmempunyai

Kelemahannya adalah bahwa masyarakat menganggap

ke pengadilan itu "nyere masa" (mencaribeperkara

musuh). Pengadilan negeri tidak lagi dipandang sebagai

lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan pokok

masyarakat dalam mencari keadilan, tetapi tampak sebagai

"simbol permusuhan".

Dalam dimensi praktis, temuan ini berkaitan dengan

pasal 181 ayat 1 H.I.R. Istilah "dikalahkan"ketentuan

dalam terjemahan bahasa Indonesia pasal 181 ayat 1

H.I.R tersebut ada kelemahannya. Pertama, tampaknya ada

kekeliruan atau kesalahan mengenai kata "dikalahkan"

sebagai terjemahan kata "het ongelijkstellen". Dalam

kamus bahasa Belanda kata "het angelijkstellen" berarti

"menyalahkan" (Kramer dan Danusaputro, 1975: 80) atau

"tidak membenarkan pendapat atau tindakan orang"

(Wojowasito, 1978: 445). Jadi seharusnya kata "het

angelijkstellen" tidak diterjemahkan mengalahkan tetapi

menyalahkan. Kedua, istilah "dikalahkan" sering dipakai

dalam pertimbangan putusan pengadilan. Putusan

Pengadilan Negeri Bangkalan No. 5/Pdt.G/1987/PN.BKL
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dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Nanimbang f bahwa Targugat abalah pihak yang

dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar

ongkos parkara, mangingat undang-undang dan

peraturan yang berlaku"*

Istilah serupa juga dapat diketahui dalam putusan

481/Pdt/1988/PT. SBY.Pengadilan Tinggi Surabaya No.

Dalam pertimbangannya dinyatakan sebagai berikut:

Targugat-pembanding
adala.h pihak yang dikalahkan dalam perkara inif
harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam
kadua tingkat paradiian"*

bahwa. karena."Nanimbangf

dalamdinyatakanIstilah "dikalahkan" yang

pertimbangan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan

di muka pada dasarnya tidak sesuai dengan jiwa yang

terkandung dalam UUKK. Hal tersebut didasarkan pada dua

3yaitu: (i) dalam penjelasan pasal 4 ayathal

dinyatakan bahwa pengadilan memberikan putusan yang

keadilan dansemata-mata berdasarkan kebenaran,

kejujuran, dan (ii)dalam penjelasan pasal 14 ayat 1

dinyatakan bahwa pencari keadilan datang ke pengadilan

untuk mohon keadilan. Dengan demikian, dalam jiwa UUKK

tidak ada pihak yang kalah dan menang, yang ada hanya

siapa yang salah dan siapa yang benar, dan putusan

pengadilan adalah berdasarkan kebenaran. Ketiga, istilah

"dikalahkan" mempunyai dampak negatif bagi pencari

keadilan. Dalam perspektif demikian pengadilan merupakan

"arena pertarungan" antara pihak-pihak yang bersengketa

yang harus diakhiri dengan adanya pihak yang kalah dan
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Hal tersebut menimbulkan persepsi yang salahmenang.

dari warga masyarakat terhadap pengadilan sebagai

lembaga penegak hukum dan keadilan. Oleh karena itu agar

tidak memberikan pengaruh psikis yang negatif,

seyogyanya istilah "dikalahkan" tersebut tidak digunakan

dalam hukum acara perdata nasional yang akan datang.

Berdasarkan temuan ini, masih perlu diteliti lebih

istilahlanjut tentang latar belakang penggunaan

"dikalahkan" dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini,

apakah hakim mengikuti begitu saja terjemahan bahasa

Indonesia H.I.R yang salah dan tidak sesuai dengan jiwa

UUKK ataukah didasarkan pada pertimbangan yang bersifat

sosiologis.

5.4 Menyelesaikan Sengketa nelalui Pengadilan Hegeri

Sebagaimana dinyatakan di muka penyelesaian

sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu pilihan

tindakan pihak yang bersengketa. Pilihan tindakan

tersebut berkaitan dengan fungsi pengadilan yaitu

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Fungsi tersebut

terlaksana dengan adanya inisiatif berupa pengajuan

gugatan ke pengadilan (Galanter, 1981: 10). Oleh karena

itu pendayagunaan pengadilan negeri untuk menyelesaikan

sengketa bukan suatu tindakan yang kebetulan, akan

tetapi merupakan suatu tindakan yang disengaja.

Tindakan tersebut -- dalam konsep Weber merupakan

bentuk penyelesaian sengketa yag didasarkan pada hukum

m L I K
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rasional (Weber, 1954: 63). Sebagai konsekuensi

tindakan semacam ini pengadilan negeri

formal

akandari

memberikan keluaran berupa keadilan formal.

setiap(1983: 56-57) menyatakan bahwaGiddens

tindakan tentu mempunyai alasan-alasan, motivasi, dan

titik tolaktujuan tertentu yang diharapkan. Dari

pemikiran demikian, digunakannya pengadilan negeri

sebagai lembaga penyelesai sengketa dapat dikaji dari

segi alasan, motivasi, dan tujuan yang diharapkan oleh

warga masyarakat.

Pertama, dari segi alasan tindakan. Dalam kajian

ini ditemukan yang menjadi alasan mengapa pihak yang

bersengketa menggunakan pengadilan negeri untuk

menyelesaikan sengketa tanah yaitu keterpaksaaan. Hal

ini agak berbeda dengan alasan menyelesaikan sengketa

mediasi yaitu kebiasaan. Ini mengandungsecara

pengertian bahwa beperkara ke pengadilan merupakan

pilihan tindakan yang tidak biasa dalam kehidupan

masyarakat.

Keterpaksaan menunjukkan suasana problematik yang

dihadapi oleh pihak yang bersengketa untuk

mempertahankan hak atas tanahnya yang dikuasai oleh

orang lain. Ada tiga alasan yang memaksa pihak yang

yang bersengketa berperkara ke pengadilan negeri yaitu:

(i) penyelesaian sengketa secara informal melalui

negosiasi dan mediasi — tidak berhasil, karena Kepala

Desa sebagai mediator tidak mempunyai otoritas yuridis

 



202

untuk memberikan keputusan sedangkan masing-masing pihak

(ii) pihakbersikukuh pada pendirian masing-masing,

yang mempunyai bukti-bukti yang kuat (sertifikat) merasa

mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dan

ingin ditentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa

tersebut, (iii) pengadilan dipandang sebagai lembaga

yang dapat memutus siapa yang berhak atas tanah yang

menjadi objek sengketa.

Secara kronologis kajian ini menggambarkan adanya

dua f'enomena pilihan tindakan yang berbeda yang

dilakukan oleh pelaku atau aktor. Pertama, pelaku

menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan eara

negosiasi dan mediasi yang didasarkan pada kebiasaan,

menghindari permusuhan, menyelesaikan secara kekeluarga-

an yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai "tsrete.n"

dan norma kebiasaan yang hidup dalam masyarakat

bersangkutan. Tindakan semacam ini dilakukan oleh pihak

yang

yang bersengketa pada kasus-kasus sengketa tanah

lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam

setting (konteks) yang normal, tampak bahwa pelaku

menyesuaikan pilihan tindakannya dengan struktur (norma-

norma) yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ini mengandung pengertian pilihan tindakan pelaku adalah

reproduksi dari struktur. Kedua, kemudian pelaku

menyelesaikan sengketa yang dihadapi tersebut dengan

cara berperkara ke pengadilan. Tindakan pelaku tersebut
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(norma-norma) yang berlakumenyimpang dari struktur

Hal ini terjadi karena pilihandalam masyarakat.

(negosiasi dantindakan yang didasarkan struktur

pelaku.mediasi)tidak mencapai tujuan yang diharapkan

dalam setting(konteks) keterpaksaan, pelakuArtinya,

melakukan tindakan yang menyimpang dari struktur(norma-
norma) yang berlaku dalam masyarakat.

Tindakan pelaku tersebut menunjukkan bahwa pelaku

dalam tindakannya selain memperhatikan norma-norma yang

berlaku dalam masyarakatnya, juga mempunyai kebebasan

untuk bertindak menyimpang dari norma-norma yang

berlaku. Dengan perkataan lain tindakan pelaku tidak

hanya semata-mata reproduksi dari struktur tetapi pelaku

dapat menciptakan struktur baru.

Kedua, dari segi motivasi tindakan. Dalam kajian

ini keinginan (motivasi) pelaku melakukan tindakan

menggunakan pengadilan negeri untuk menyelesaikan

sengketa yang dihadapi dimaksudkan agar pengadilan

negeri berdasarkan putusannya — dapat menentukan

siapa sesungguhnya yang mempunyai hak atas tanah yang

dipersengketakan. Di sini, tampaknya motivasi pelaku

untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan

kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri.

Motivasi yang demikian ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari suasana keterpaksaan yang dialami oleh

pelaku karena hak atas tanahnya di kuasai orang lain.

Ketiga, dilihat dari segi tujuan tindakan. Dalam

 



204

kajian ini tujuan yang ingin dieapai pelaku adalah agar

tanah hak miliknya yang menjadi objek sengketa dan

dikuasai pihak lain dapat kembali kepadanya. Di sini,

tampak bahwa penggunaan pengadilan untuk menyelesaikan

sengketa tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat

strategis yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

Menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa

membawa konsekuensi tertentu bagi si pelaku. Giddens

(1983: 87) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang

diharapkan pelaku harus memperhitungkan akibat-akibat

yang akan terjadi. Dalam kajian ini, ditemukan akibat

yang bersifat yuridis, sosial, maupun ekonomi. Pertama,

akibat yuridis digunakannya pengadilan negeri berkaitan

dengan dua hal yaitu prosedural dan putusan. Sebagai

pilihan tindakan yang didasarkan pada hukum negara

(ajudikasi), penyelesaian sengketa diselesaikan menurut

prosedur formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan akibat yang lain ialah adanya putusan

pengadilan yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah

yang menjadi objek sengketa. Konsekuensi demikian

terjadi karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan

merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara formal

berdasarkan prosedur formal -- menghasilkan putusan yang

menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kedua, akibat yang bersifat sosial, yaitu terjadi
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permusuhan antara pihak yang bersengketa. Ini mengandung

pengertian penggunaan lembaga pengadilan menimbulkan

Ketiga,disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

akibat yang bersifat ekonomis, ialah pelaku mengeluarkan

berbagai biaya. Di samping itu pelaku menghabiskan waktu

yang lama(delapan bulan)untuk menyelesaikan sengketa

yang dihadapi.

Berdasarkan data empiris tersebut dapat disusun

proposisi sebagai berikut: "Dalam situasi yang nenaksa,

hukum (pengadilan negeri) sangat efektif digunakan untuk

menyelesaikan sengketa dalam menentukan siapa yang benar

dan siapa yang salah berdasarkan hukum yang berlaku".

Kajian ini memberikan gambaran dalam dimensi

teoretis praktis. Dari dimensi teoretis,maupun

memberikan gambaran bahwa dalam situasi yang problematik

atau memaksa pelaku mengambil tindakan yang menyimpang

dari struktur (norma-norma) yang berlaku dalam

masyarakat. Dalam konteks ini, tampak bahwa

fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa pilihan

tindakan manusia secara normatif diatur dan dikendalikan

teori

oleh nilai-nilai dan standar normatif bersama ternyata

ada kelemahannya. Akan tetapi sebaliknya dualitas

struktur dalam teori strukturasi Giddens yang menyatakan

bahwa pilihan tindakan selain memperhatikan struktur

(norma-norma) tetapi juga ada kebebasan bagi pelaku

menyimpang dari struktur(norma-norma)
situasi yang dihadapi ada kesesuaiannya.

sesuai dengan
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hal.berkaitan dengan duaDari dimensi praktis,

sengketa,bahwa dalam penyelesaian suatuPertama,

pengadilan mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan

yang dapat menentukan siapa yang

sengketa. Dengan perkataan lain, hukum negara dipandang

berhak atas tanah

keputusanuntuk memberikandidayagunakanefektif

terhadap objek yang dipersengketakan.

tegaknyasat'u ciri hukum negara ialahSalah

berdasarkan kekuatan struktur bukan bersandarkan pada

kultur. Sehingga dengan demikian konsekuensinya adalah

pelaksanaandalamkeputusan pengadilansetiap

pentaatannya harus ditopang oleh kekuatan struktur yaitu

alat-alat kekuasaan negara. Hal ini berbeda dengan

sengketa berdasarkan hukum adat yangpenyelesaian

berorientasi pada perdamaian dan keselarasan dalam

kehidupan masyarakat yang pentaatannya berdasarkan pada

kekuatan kultur. Dalam kehidupan bernegara, penegakan

hukum itu diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan

konsep-konsep hukum (keadilan, kepastian, dan kegunaan)

menjadi suatu kenyataan yang dilakukan oleh bad an

penegak hukum, dalam hal ini pengadilan (Rahardjo, tanpa

tahun: 16-17).

Dilihat dari sudut hukum negara penyelesaian

sengketa secara ajudikasi (beperkara ke pengadilan)

mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan cara

penyelesaian sengketa lainnya (penyelesaian sengketa
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secara informal) khususnya dilihat dari aspek kepastian

hukum. Oleh karena setiap putusan pengadilan yang

apabilasudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka putusan

tersebut dapat ditegakkan secara paksa (Mertokusumo,

1988: 201). Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa

perdamaian di luar pengadilan yang pentaatannyasecara

bersifat kesukarelaan, dan tidak tertutup kemungkinan

kembalisalah satu pihak yang berperkara membuka

56;tersebut dikemudian hari (Subekti, 1982:persoalan

Sutantio dan Oeripkartawinata, 1995: 37).

Kedua, berkaitan dengan penjelasan pasal 3 ayat 1

UUKK bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas

dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap

dandiperbolehkan. Ketentuan tersebut tidak tuntas

seharusnya diatur lebih lanjut apabila terjadi suatu

sengketa yang diselesaikan secara perdamaian di luar

pengadilan. Artinya, apabila terjadi suatu perdamaian di

luar pengadilan, upaya hukum apa yang dapat dilakukan

oleh pihak-pihak yang bersengketa agar perdamaian

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh

karena penyelesaian sengketa secara perdamaian di luar

pengadilan secara yuridis mempunyai kelemahan. Subekti

(1982: 58) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di

luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang

bersifat sementara. Dalam ketentuan H.I.R yang sekarang

masih dipakai dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa
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perdamaian di muka sidang pengadilan mempunyaisecara

kekuatan hukum yang tetap sehingga putusan perdamaian

tersebut tidak dapat dibanding (pasal 130 ayat 2 dan 3

tidakH.I.R) sedangkan perdamaian di luar pengadilan

diatur.

Uraian-uraian di muka memberikan gambaran bahwa

tindakan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan

ofsengketa yang dihadapi dalam arena pilihannya(arena

choice) pada dasarnya bersifat repetitif (Seidman, 1978:

70). Nilai-nilai "tsretsn" dan norma kebiasaan yang

hidup dalam masyarakat, kerugian dan keuntungan yang

harus diterimanya, melahirkan makna tertentu terhadap

objek (kelembagaan penyelesai sengketa) yang dapat

mempengaruhi pilihan tindakan pihak yang bersengketa.

Dalam situasi yang normal, ada kecenderungan pilihan

tindakan pihak yang bersengketa didasarkan pada nilai-

nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosialnya,

dan penggunaan kelembagaan penyelesai sengketa yang ada

dalam lingkungan sosialnya menjadi lebih dominan. Akan

tetapi dalam situasi (settings) yang memaksa — dimana

lembaga-lembaga "tradisional" atau "informal" t idak

mampu menyelesaikan sengketa, pihak yang bersengketa

memalingkan pilihan tindakannya kepada hukum (pengadi-

lan) sebagai lembaga "modern" atau "formal" untuk

menyelesaikan sengketa yang dihadapi sesuai dengan

dipakaitujuan yang diharapkan. Hukum (pengadilan)
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sebagai sumber(media)karena mempunyai kewenangan atau

(hukum) terhadapotoritas untuk memberikan keputusan

objek yang dipersengketakan dan dapat menjalankan

keputusannya secara paksa apabila tidak ditaati secara

sukarela.

Berdasarkan proposisi-proposisi dinyatakan di muka,

maka dalam kajian ini dapat diabstraksikan dalam teori

(substantif) sebagai berikut:

"Faktor nonhukun (kultur, ekonomi, dan keadaan

(situasi) mempengaruhi pilihan tindakan seseorang

untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum

(pengadilan negeri) dalam menyelesaikan suatu

sengketa".

Pemikiran teoretik tersebut memberikan gambaran

bahwa nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan yang hidup

dalam masyarakat(kultur)mempunyai peran besar dalam

menentukan pilihan tindakan seseorang untuk menggunakan

atau tidak menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan

, kultur bukanlahsuatu sengketa.

satu-satunya yang menjadi dasar pertimbangan bagi pihak

bersengketa untuk menggunakan atau tidakyang

menggunakan pengadilan dalam menyelesaikan suatu

sengketa melainkan juga pertimbangan untung rugi

(ekonomi).

Namun demikian, kendala-kendala tersebut menjadi

kurang diperhatikan manakala terjadi keadaan memaksa

(situasi) sehingga sengketa itu memerlukan putusan
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negeri untuk mencapai tujuanpengadilan yang

diharapkannya.

 



Bab 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam kehidupan masyarakat tanah merupakan salah

satu faktor penting bagi kelangsungan hidup manusia.

tetapiTanah dapat memberikan sumber kehidupan manusia,

pada sisi yang lain tanah dapat juga menjadi sumber

terjadinya sengketa dalam masyarakat. Timbulnya sengketa

yang berkaitan dengan tanah dalam masyarakat tidak hanya

karena adanya tindakan sepihak yang merugikan hak orang

lain, tetapi juga sistem pewarisan individual membuka

peluang yang cukup besar terjadinya sengketa di antara

anggota kerabat. Bukti-bukti pemilikan hak atas tanah

mempunyai peran penting untuk mempertahankan hak atas

tanah apabila terjadi suatu sengketa. Dalam kehidupan

masyarakat pedesaan masih ditemukan pemilikan hak atas

tanah berdasarkan kohir, yaitu surat penetapan pajak

tanah. Masyarakat awam menganggap kohir sebagai bukti

pemilikan hak atas tanah.

Hukum agraria yang berfungsi melakukan perubahan

perilaku masyarakat belum berjalan sebagaimana

hak milikdiharapkan. Pemilikan dan proses peralihan

atas tanah yang seharusnya didasarkan pada hukum agraria

nasional agar supaya memperoleh kepastian hukum juga
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belum sepenuhnya terlaksana. Masyarakat belum sepenuhnya

menyadari bahwa bukti pemilikan hak atas tanah menurut

lebihhukum negara -- seperti sertifikat -- tidak hanya

menjamin kepastian hak atas tanah tetapi juga merupakan

sumber yang dapat digunakan sebagai kekuatan untuk

mempertahankan hak atas tanah tersebut dalam suatu

sengketa di pengadilan. Dalam kasus sengketa tanah yang

penyelesaiannya melalui pengadilan negeri terbukti bahwa

buktisertifikat merupakan salah satu alat yang

menentukan keabsahan pemilikan hak atas tanah yang

dipersengketakan.

Pengadilan negeri sebagai lembaga penyelesai

sengketa yang dibentuk oleh negara(state institution)

kurang didayagunakan oleh warga masyarakat. Ketentuan-

ketentuan hukum acara perdata yang mengutamakan

perdamaian di muka sidang pengadilan (pasal 130 ayat 1

H.I.R) dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan

secara paksa apabila putusan tidak dilaksanakan secara

sukarela, tidak memberikan motivasi warga masyarakat

untuk menggunakan pengadilan negeri sebagai sarana

penyelesai sengketa. Masyarakat cenderung mengutamakan

cara penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian di

luar pengadilan. Kasus-kasus sengketa yang berkaitan

dengan tanah dalam kajian ini memberikan gambaran bahwa

pihak yang bersengketa lebih mengutamakan cara

penyelesaian sengketa antar pihak (negosiasi) dan

meminta bantuan pihak ketiga (mediasi). Sekalipun
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terjadi penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri,

hal tersebut dilakukan karena penyelesaian sengketa

tidakdengan cara negosiasi dan mediasi tersebut

membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kecenderungan warga masyarakat kurang mendayaguna-

kan pengadilan negeri terjadi karena lembaga tradisional

(traditional institution) dipandang lebih akomodatif

dalam penyelesaian suatu sengketa. Hal tersebut terjadi

bukan karena faktor yuridis, tetapi dipengaruhi oleh

faktor kultur dan pertimbangan untung rugi. Pertama,

pola-pola hubungan sosial dalam masyarakat yang

berorientasi pada nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup

dalam masyarakat bersangkutan mempengaruhi perilaku

warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang

dihadapi. Beperkara ke pengadilan dipandang sebagai cara

penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang menghendaki terpeliharanya persaudaraan dan

menghindari terjadinya permusuhan serta kebiasaan-

kebiasan dalam masyarakat. Kedua, beperkara ke

pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa

yang dapat merugikan, karena menimbulkan desintegrasi

memerlukan biaya yang tidak sedikit, dansosial,

membutuhkan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa secara "tradisional" dalam

lingkungan sosial warga masyarakat ternyata lebih

akomodatif, dan pada situasi demikian peran Kepala Desa
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dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam

masyarakatnya ternyata cukup besar. Peran Kepala Desa

menyelesaikan sengketa dalam lingkungan masyarakatnya

tidak hanya berdimensi kultural dan struktural tetapi

Keterlibatan Kepala Desa dalamyuridis.juga

penyelesaian sengketa tidak dipandang sebagai campur

tangan pihak luar, melainkan suatu bentuk penyelesaian

sengketa dalam konteks suatu kekeluargaan (aspek kultur)

dan sebagai "bapak rakyat" yang memimpin pergaulan hidup

struktur).dalam lingkungan masyarakatnya (aspek

1979 tentangBerdasarkan Undang-undang No. 5 tahun

Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai kewenangan

dalam lingkunganmenyelesaikan sengketauntuk

masyarakatnya, akan tetapi kewenangan tersebut bersifat

terbatas karena ia tidak mempunyai "atcritas yuridis"

untuk membuat suatu keputusan (aspek yuridis). Kepala

Desa hanya berperan sebagai mediator untuk mendamaikan

melakukanpihak-pihak yang bersengketa dengan eara

musyawarah bersama pihak yang bersengketa. Cara

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kepala Desa

terhadap para pihak yang bersengketa hanya bersifat

anjuran, sedangkan penerimaannya tergantung kemauan dari

pihak-pihak yang bersengketa.

Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat tidak

lembaga yang dibentuk negara itu kurangsemua

didayagunakan oleh masyarakat. Puskesmas misalnya,

sebagai lembaga di bidang kesehatan yang dibentuk
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ternyata banyak dimanfaatkan oleh warganegara,

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang

diberikan Puskesmas dalam bidang kesehatan tampaknya

lebih memberikan kemaslahatan bagi warga masyarakat.

lembaga peradilan.Hal tersebut berbeda dengan

Adanya ungkapan dalam masyarakat bahwa beperkara ke

pengadilan negeri sebagai cara penyelesaian sengketa

untuk "nysre mesa"(mencari musuh) memberikan makna

negatif terhadap pengadilan, dan menimbulkan kesan bahwa

pengadilan sebagai "simbol permusuhan". Makna yang

demikian diperburuk lagi dengan digunakannya istilah

dalam putusan pengadilan (putusan"dikalahkan"

Pengadilan Ngeri Bangkalan No. 5/Pdt.G/1987/PN.Bkl. dan

putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/Pdt/1988/PT.

Surabaya). Dengan demikian, pengadilan negeri tidak lagi

menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia

untuk mencari keadilan tetapi merupakan arena

pertarungan" antar pihak yang bersengketa yang berakhir -

dengan adanya pihak yang kalah dan menang. Konotasi

negatif terhadap pengadilan negeri tersebut tentunya

perlu dirubah agar pengadilan merupakan lembaga yang

memberikan pengayoman dan keadilan bagi pihak-pihak yang

bersengketa.

Keengganan pihak yang bersengketa melakukan pilihan

tindakan secara langsung menggunakan pengadilan negeri

untuk menyelesaikan sengketa karena kendala kultur dan
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pertimbangan untung-rugi tersebut membawa implikasi

teoretik. Temuan ini pada dasarnya memperkuat dan

sekaligus melengkapi teori Friedman yang menyatakan

komponen kultur menjadi motor penggerak bekerjanya

pengadilan. Dikatakan melengkapi, oleh karena Friedman

tidak memasukkan pertimabangan ekonomi sebagai salah

satu penyebab orang enggan beperkara ke pengadilan.

Sekalipun kendala kultur besar pengaruhnya terhadap

akan tetapipihak yang bersengketa,perilaku

pertimbangan untung rugi merupakan satu kendala juga

yang turut menentukan apakah suatu sengketa diselesaikan

di pengadilan atau di luar pengadilan.

Dalam kajian ini dapat diungkapkan bahwa penggguna-

an pengadilan negeri sebagai lembaga penyelesai sengketa

dalam masyarakat merupakan pilihan tindakan yang

didasarkan pada keterpaksaan dalam yangsuasana

problematik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ini

mengandung pengertian bahwa dalam situasi yang memaksa,

pihak yang bersengketa mengambil pilihan tindakan yang

menyimpang dari struktur (nilai-nilai, norma-norma, dan

kebiasaan) berlaku dalam masyarakat yangyang

bersangkutan. Dalam konteks ini, teori fungsionalisme

struktural yang menyatakan bahwa pilihan tindakan

secara normatif diatur dan dikendalikan olehmanusia

adanilai-nilai dan standar normatif bersama

Sebaliknya, teori strukturasikelemahannya. yang

menyatakan bahwa tindakan pihak yang bersengketa selain
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memperhatikan struktur tetapi juga ada kebebasan bagi

pihak yang bersengketa menyimpang dari struktur sesuai

dengan situasi yang dihadapi, ada kebenarannya.

ternyata hukumDalam situasi yang memaksa,

(pengadilan negeri) merupakan alternatif pilihan

tindakan yang dipandang efektif digunakan untuk

menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Keefektifan

penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut karena

adanya keunggulan yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan

pengadilan mempunyai kewenangan menjatuhkan putusan

terhadap perkara yang ditanganinya. Dalam kehidupan

bernegara, penegakan hukum itu diartikan sebagai usaha

(keadilan,untuk mewujudkan konsep-konsep hukum

kepastian, dan kegunaan) menjadi suatu kenyataan yang

dilakukan oleh badan penegak hukum, dalam hal ini

16-17). Kedua,pengadilan (Rahardjo, tanpa tahun:

putusan pengadilan dapat ditegakkan berdasarkan kekuatan.

Hal tersebutstruktur bukan bersandarkan pada kultur.

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa seeara

ajudikasi (beperkara ke pengadilan) mempunyai kelebihan

apabila dibandingkan dengan bentuk penyelesaian sengketa

di luar pengadilan. Setiap putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(in kracht van

gewij'sde) apabila tidak dapat dilaksanakan seeara

sukarela, maka putusan tersebut dapat ditegakkan seeara
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paksa. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa

perdamaian di luar pengadilan yangdengan cara

pentaatannya bersifat sukarela, dan tidak tertutup

kemungkinan salah satu pihak yang beperkara membuka

(Subekti,kembali persoalan tersebut di kemudian hari

1982: 56; Sutantio dan Oeripkartawinata, 1995: 37).

Namun demikian, bekerjanya pengadilan negeri

sebagai lembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat

sangat tergantung padadalam perkara perdata

masyarakat. Beperkara ke pengadilan hanya salah satu

yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketacara

untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam

masyarakat. Dalam posisi demikian, maka mengalihkan

perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara

UUKKsebagaimana dinyatakan dalam penjelasan angka 7

pada dasarnya tidak mudah. Oleh karena mengalihkan

perkembangan dan penerapan hukum kepada peradilan negara

tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga

aspek manusia. Bahkan aspek manusia mendominasi dan

menentukan bekerjanya pengadilan dalam masyarakat.

Faktor-faktor nonhukum (kultur, pertimbangan untung

rugi, dan situasi yang dihadapi pihak yang bersengketa)

akan mempengaruhi pihak yang bersengketa untuk

menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan sebagai

Olehlembaga penyelesai sengketa dalam masyarakat.

karena itu, pengadilan negeri dapat eksis dan fungsional

dalam kehidupan masyarakat apabila pengadilan itu
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oleh masyarakat. Dengan demikian, hukumdigunakan

(pengadilan) bukanlah lembaga yang terpisah dari

kehidupan masyarakatnya dan tidak sepenuhnya bebas dari

pengaruh nonhukum yang berada di luar dirinya.

6.2 Saran-saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam kajian ini

dikemukakan saran-saran yang bersifat akademik maupun

praktis sebagai berikut.

Dari aspek akademik, telah diungkapkan pemikiran

teoretis yang didasarkan pada penelitian kualitatif

dalam lingkup kultur lokal yang berkaitan dengan

penggunaan pengadilan sebagai lembaga penyelesai

sengketa dalam masyarakat. Dalam kajian ini terungkap

(situasi)ekonomi, dan keadaanbahwa kultur,

untukpilihan tindakanmempengaruhi seseorang

menggunakan atau tidak menggunakan hukum (pengadilan)

dalam penyelesaian suatu sengketa. Pemikiran teoretik

ini menguatkan dan melengkapi teori yang menyatakan

bahwa kultur hukum merupakan salah satu komponen yang

menjadi motor penggerak bekerjanya sistem hukum atau

pengadilan. Namun demikian, terhadap pemikiran teoretik

ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan

konteks (settings) kultur yang berbeda di tempat lain.

Dengan penelitian tersebut dapat diungkapkan persamaan-

persamaan atau perbedaan-perbedaannya untuk memperoleh

pemikiran teoretik yang lebih luas (meso atau makro).
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kajian iniSaran yang bersifat praktis dalam

adalah sebagai berikut.

Untuk terlaksananya kepastian hukum dalam bidang

pertanahan sebagaimana yang dicita-citakan hukum agraria

melakukanseharusnya pemerintah — dalam hal ini BPN

kebijakan yang konkret dan terpadu. Pertama, menumbuhkan

bukt ikesadaran hukum masyarakat akan pentingnya

pemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum negara

(sertifikat) melalui penyuluhan hukum. Kedua, melakukan

pendaftaran tanah di seluruh tanah air melalui program

model "Prona" secara masal, terencana, bertahap dan

dilaksanakan secara efisien yang sumber pembiayaannya

dapat dipikul bersama-sama antara pemerintah dan

masyarakat.

Beperkara ke pengadilan negeri memerlukan biaya

yang tidak sedikit dan waktu penyelesaian yang lama

mencerminkan belum terlaksananya asas peradilan yang

dilakukan dengan sederhana, eepat dan biaya ringan

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 UUKK.

Ketentuan tersebut belum bisa dilaksanakan secara

optimal selama proses beracara dalam perkara perdata

masih berpedoman pada H.I.R yang selama ini masih

berlaku. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

terlaksananya asas tersebut pembentukan hukum acara

perdata nasional terasa sangat mendesak, mengingat H.I.R

peninggalan hukum kolonial yang selama ini tidak dapat
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UUKK.mengikuti cita-cita yang dikehendaki oleh

Istilah "dikalahkan" dalam terjemahan pasal 181

ayat 1 H.I. R yang digunakan dalam pertimbangan putusan

pengadilan tidak sesuai dengan jiwa UUKK. Seyogyanya

istilah tersebut tidak digunakan dalam praktek

dan hendaknya juga tidak digunakan dalamperadilan,

hukum acara perdata nasional yang akan datang. Beperkara

ke pengadilan adalah untuk mencari keadilan dan

kebenaran bukan untuk mencari kemenangan atau kekalahan.

Untuk menjembatani kepentingan hukum dan masyarakat

dalam dikotomi hukum negara dan hukum adat, dalam hukum

perdata nasional yang akan datang perlu diaturacara

agar hasil perdamaian yang bersifat tertulis yang

dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas yuridis

terbatas — seperti kewenangan Kepala Desa mendamaikan

pihak-pihak yang bersengketa dalam lingkungan sosialnya

berdasarkan kekuatan Undang-undang No. 5 tahun 1979

dikukuhkandapat diajukan ke pengadilan negeri dan

menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap

(in kracht van gewij'sde). Hal ini tentunya memberikan

keuntungan yaitu (i) perdamaian yang dilakukan di luar

pengadilan yang dimintakan pengukuhannya ke pengadilan

negeri dapat mempunyai nilai yuridis, (ii) mengurangi

menumpuknya jumlah perkara di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung yang dapat

mengakibatkan penyelesaiannya memakan waktu yang lama.
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